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Selayang Pandang Tentang 
Pendidikan 


A. Pengertian Pendidikan 


Dalam pemahaman arti pendidikan, ada banyak pendapat yang 


dapat diambil pengertiannya supaya dapat lebih mengerti dan 
memahami pendidikan, tetapi secara etimologi telah muncul 
pendapat-pendapat tentang pendidikan antara lain: 


1. 


Bahasa Indonesia 

W.J.S Purwadarminta (1976) mengartikan kata pendidikan 
sebagai perbuatan (hal, cara) mendidik. Sedangkan arti kata 
mendidik ialah memelihara dan memberi latihan (ajaran, 
pimpinan ) mengenai akhlak dan kecerdaan pikiran. 

Bahasa Jawa. 

Pendidikan dalam bahasa jawa adalah Penggulawentah, yang 
berarti mengolah, jadi mengolah kejiwaannya ialah 
mematangkan perasaan, pkiran, kemauan dan watak sang anak. 
Bahasa Inggris 

Dalam bahasa Inggris, pendidikan dikenal dengan istilah 
Education, (yang berasal dari bahasa Romawi: Educare) 
sedangkan mendidik diterjemahkan dari Educate, yang artinya: 
to develop or train the mind of to teach, to prepare for a spesial 
proffesion or vocation (Lewis M Adams, 1965). 
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Dalam gambaran tersebut mendidik disamakan dengan 
mengajar dan juga mempersiapkan untuk suatu jabatan tertentu. 
Sedangkan istilah pengetahuan tentang pendidikan atau yang 
berhubungan dengan pendidikan, diterjemahkan dari 
educational. Istilah yang terakhir inilah yang kemudian 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yaitu “Kependidikan”. 
Dengan membandingkan kedua sumber analisa kebahasaan di 
atas dapat disimpulkan bahwa antara istilah ilmu pendidikan 
dan kependidikan (educational) dapat disamakan atau ada 
persamaannya. 

Adapun yang bersumber pada bahasa Romawi educare, berarti 
mengeluarkan (mengembangkan) atau menuntun, dengan 
menuntun mengandung arti tindakan untuk merealisasikan 
potensi (kemampuan) anak yang dibawa waktu lahir. 

Bahasa Belanda 

Dalam bahasa Belanda, pendidikan artinya sama dengan 
Paedagogi. Sedangkan ilmu pendidikan sama dengan 
paedagogik. 

Paedagogik berasal dari bahasa Yunani, paedagogi kata 
turunan dari perkataan Paedagogis. Paedagogia berasal dari 
kata “Paes” (anak) dan “ago” (saya membimbing, memimpin). 
Paedagogike ialah seorang laki-laki atau bujang atau pesuruh, 
pelayan yang tugasnya mengantar/membawa anak ke tempat 
belajar/sekolah. 


Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa perbuatan mendidik 


itu hanyalah membimbing belaka dan suatu saat dilepaskan. Dari sini 
dapat terlihat dengan jelas perbedaan antara paedagogi (pendidikan 
atau perbuatan/praktek mendidik) dan paedagogik (ilmu pengetahuan 
atau ilmu mendidik). Pendidikan lebih menekankan pada betapa 
keadaan atau hakekat obyeknya. 


Penjelasan berikut ini akan dijelaskan beberapa definisi dari 


pendidikan yang diambil dari pendapat tokoh-tokoh pendidikan yang 
ada, antara lain : 
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1. S. Brodjonegoro, dalam usaha menerangkan pengertian 
pendidikan mengadakan analisa terhadap istilah-istilah yang 
mengandung arti mendidik : 


a. 


Paeagogik atau teori pendidikan berasal dari perkataan 
Pais yang berarti “anak” dan agogos yang berarti 
“penuntun”. Pada jaman yunani kuno, seorang anak yang 
pergi ke sekolah diantar oleh seorang yang disebut gogos. 
Ia mengantar anak. membawakan pulang alat-alatnya 
setelah sekolah tutup, gogos membawa anak pulang ke 
rumah, dalam lingkungan keluarga gogos diberi tugas 
untuk mengawasi sang anak, oleh karena itu, paedagogik 
berarti: Ilmu menuntun anak. 

Opvoeding (bahasa Belanda) pada permulaannya berarti 
“membesarkan” dengan makanan, jadi membesarkan anak 
dalam arti jasmaniah. Akan tetapi lambat laun tindakan 
membesarkan ini dikenakan juga pada pertumbuhan rohani 
anak. Jadi pertumbuhan pikiran, perasaan dan kemauan 
anak dan pertumbuhan wataknya juga. Dalam arti yang 
luas Opvoeding berarti tindakan untuk membesarkan anak 
dalam arti geestelyk (kebatinan, Jawa) 

Panggulawentah (bahasa Jawa) berarti mengolah, jadi 
mengubah kejiwaannya, ialah mematangkan perasaan, 
pikiran, kemauan dan watak sang anak (mengenai 
pemberian pengetahuan dipergunakan istilah onderwis atau 
pengajaran). 

Dalam bahasa Romawi (termasuk Inggris) dikenal ada 
istilah “educare” yang berarti mengeluarkan atau 
menuntun, istilah ini menunjukkan tindakan untuk 
merealisasikan potensi anak, yang dibawa waktu dilahirkan 
di dunia. Jadi educare berarti juga “membangunkan” 
kekutan yang terpendam atau mengaktifkan potensiil yang 
dimiliki anak. 

Erzitchung (sebuah perkataan dalam bahasa Jerman) yang 
mempunyai penafsiran hampir sama dengan educare, jadi 
mengeluarkan dan menuntun. 
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Setelah menjelaskan kelima istilah tersebut di atas, 

selanjutnya Brodjonegoro merumuskan pengertian pendidikan 
sebagai berikut: 
Pendidikan/mendidik adalah tuntunan kepada manusia yang 
belum dewasa untuk menyiapkan agar dapat memenuhi sendiri 
tugas hidupnya atau secara singkat, pendidikan adalah tuntunan 
kepada pertumbuhan manusia mulai dari lahir sampai 
tercapainya kedewasaan dalam arti jasmaniah dan rohaniah. 


Ki Hajar Dewantara dalam kongres Taman Siswa yang pertama 
pada tahun 1930 mengemukakan: Pendidikan yaitu tuntunan di 
dalam hidup tumbuhnya anak-anak, sehingga pendidikan juga 
diartikan menuntun segala kekuatan kodrat yang ada pada anak- 
anak itu, agar mereka sebagai manusia dan sebagai anggota 
masyarakat dapatlah mencapai keselamatan dan kebahagian 
yang setinggi-tingginya. 

Di dalam tulisannya yang lain Ki Hajar Dewantara merumuskan 
pengetian pendidikan sebagai berikut: “pendidikan berarti daya 
upaya untuk memajukan perkembangan budi pekerti (kekuatan 
batin), pikiran (intelek) dan jasmani anak. Maksudnya ialah 
supaya kita dapat memajukan kesempurnaan hidup, yaitu 
kehidupan dan penghidupan anak-anak, selaras dengan alamnya 
dan masyarakatnya (Ihsan, 2003). 


Ahmad D. Marimba dalam bukunya Filsafat Pendidikan Islam 
menjelaskan pengertian pendidikan sebagai berikut: 
“Pendidikan adalah bimbingan atau pimpinan secara sadar oleh 
si pendidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si 
terdidik j')”' menuju terbentuknya kepribadian yang utama” 
Menurutnya dalam pendidikan terdapat unsur-unsur : 

a. Usaha (kegiatan), dimana usaha itu bersifat bimbingan 
(pimpinan atau pertolongan) dan dilakukan secara sadar, 
Ada pendidik atau pembimbing atau penolong, 

Ada yang dididik atau terdidik, 
Bimbingan itu mempunyai dasar atau tujuan, 
Dalam usaha itu tentu ada alat-alat yang digunakan. 


» LO 


Isu-isu Pendidikan Kontemporer - 4 


4. Langeveld mengemukakan mendidik adalah memberi 


pertolongan secara sadar dan sengaja kepada seorang anak 
(yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya menuju ke arah 
kedewasaan, dalam arti berdiri sendiri (self standing) dan 
bertanggung jawab susila atas segala tindakannya menurut 
pilihannya sendiri (Ahmadi, 1991). 


Prof. Lodge di dalam bukunya yang berjudul “Philosophy of 
Education” menyatakan: Perkataan pendidikan dipakai kadang- 
kadang dalam pengertian yang lebih luas, atau kadang kadang 
dalam pengertian yang lebih sempit. ...In the wider sense, all 
experience is said to the educative ... live is education and 
education is live (dalam pengertian luas, Semua pengalaman 
dapat dikatakan sebagai pendidikan ... hidup adalah pendidikan 
dan pendidikan adalah hidup). 

Selanjutnya dalam pengertian yang lebih sempit “pendidikan” 
dibatasi pada fungsi tertentu di dalam masyarakat yang terdiri 
atas penyerahan adat istiadat (tradisi) dengan latar belakang 
sosialnya, pandangan hidup masyarakat itu kepada warga 
masyarakat generasi berikutnya dan demikian seterusnya. Dan 
dalam pengertian sempit ini, “.... In the narrower sense, 
education becomes, in practice identical with schooling, i.e. 
formal instruction under controlled conditions” (pendidikan 
berarti bahwa prakteknya identik dengan sekolah yaitu 
pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur) (Lodge, 
1947) 


John Dewey dalam buku pendidikannya “Democracy and 
education”, menyatakan pendidikan adalah suatu usaha manusia 
untuk membantu proses hidup. Hidup itu adalah suatu proses 
yang selalu berubah, tidak ada hal sesuatu yang tetap abadi. 
Dewey menegaskan pula bahwa sebenarnya filsafat hidup itu 
berubah menurut pengalaman dan pendidikan. Sedangkan 
pendidikan berusaha memajukan dan memperbaiki filsafat 
hidup. Tujuan tersebut hanya dapat dicapai dengan usaha 
bersama atas dasar saling mengerti dan menghargai. 
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Hoogeveld menyatakan bahwa mendidik adalah membantu 
anak supaya ia cakap menyelenggarakan tugas hidupnya atas 
tanggung jawabnya sendiri (Ahmadi, 1991) 


Dari uraian tentang pengertian pendidikan di atas dapat 


dikemukakan kesimpulan sebagai berikut : 


a. 


Bahwasanya pendidikan itu tidak lain daripada bantuan 
(bimbingan) belaka. Hal ini berarti pula, dalam diri anak didik 
ada kemampuan atau potensi untuk memperkembangkan 
dirinya sendiri. 

Di dalam bimbingan ada seorang pembimbing (Si pendidik) dan 
juga ada yang dibimbing (Si terdidik). 

Bimbingan yang diberikan mempunyai arah yang bertitik tolak 
pada dasar pendidikan dan berakhir pada tujuan pendidikan 
Bimbingan tadi berlangsung pada suatu tempat atau lingkungan 
atau juga lembaga pendidikan tertentu. 

Karena bimbingan itu merupakan proses, maka proses ini 
berlangsung dalam jangka waktu tertentu. 

Di dalam bimbingan tadi terdapat bahan dan metode yang 
disampaikan kepada anak didik untuk mengembangkan pribadi 
yang kita inginkan. 


Dari keenam unsur di atas mengandung persoalan-persoalan 


(problematic) pendidikan yang menjadi obyek untuk dipecahkan, dan 
keenam unsur tersebut dapat dikemukakan dalam bentuk problematik 
sebagai berikut: 


1. 


2: 


Problematik Siapa (Who), yaitu siapa pendidik dan siapa anak 
didik. 

Problematik Mengapa (Why), yaitu mengapa pendidikan 
mempunyai dasar dan tujuan tertentu, mengapa pendidikan itu 
merupakan suatu keharusan. 

Problematik Di mana (Where), yaitu di mana berlangsungnya 
proses pendidikan tadi, di lingkungan keluarga, sekolah atau 
perkumpulan pemuda. 
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4. Problematik Bilamana (When), yaitu bilamana proses 
pendidikan itu dimulai dan bilamana berakhir. 

5. Problematik Apa (What), yaitu bahan apa yang perlu 
disampaikan pada anak agar seluruh aspek pribadi si terdidik 
dapat berkembang secara harmonis dan integeratif. 

6. Problematik Bagaimana (How), yaitu bagaimana cara atau 
metode kita dalam membimbing. 


Keenam problematik tersebut, yang secara singkat dapat disebut 
merupakan problematik yang umum dalam dunia pendidikan. Karena 
itu berdasarkan keenam problematik tersebut dapat dirumuskan 
pengertian pendidikan dalam arti yang umum dan luas sebagai berikut: 
“pendidikan pada umumnya berarti bimbingan yang diberikan dengan 
sengaja oleh seseorang terhadap perkembangan orang lain, menuju ke 
arah suatu cita-cita tertentu”. 


B. Pentingnya Pendidikan 


Pendidikan berfungsi untuk memanusiakan manusia, sebab 
tanpa pendidikan manusia tidak akan dapat menjadi manusia, 
pendidikan merupakan kegiatan antar manusia, yaitu oleh manusia dan 
untuk manusia, sebab hanya manusia yang sadar melaksanakan usaha 
pendidikan untuk manusia lainnya. 


Pada umumnya orang pasti akan mengkaitkan kata-kata 
pendidik dengan masalah lingkungan sekolah dalam arti pertemuan 
guru dengan murid. Sehingga orang tua merasa berkewajiban untuk 
mendidik anaknya baik secara langsung maupun tidak langsung lewat 
persekolahan. Pentingnya pendidikan dapat dilihat dari beberapa segi, 
antara lain : 


1. Segi Anak 
Anak merupakan makhluk/individu baru yang sedang tumbuh, 
oleh karena itu pendidikan pada diri seorang anak menjadi sangat 


penting sebab dengan adanya pendidikan akan menjadikan seorang 
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anak lebih mandiri, dapat merawat dirinya sendiri, bertahan hidup, 
memiliki keterampilan, kepandaian dan perubahan tingkah laku dalam 
kehidupan sehari hari. Penerapan pendidikan dilakukan pada anak 
dimulai sejak bayi dimana anak belum bisa mandiri dan masih 
membutuhkan bantuan orang lain (orang tua). 


2. Segi Orang Tua 


Pendidikan adalah dorongan orang tua yang timbul dari hati 
nurani yang paling dalam, yang mempunyai sifat kodrati untuk 
mendidik anaknya agar menjadi manusi baru yang tangguh, mandiri, 
berguna, bermoral, dan dapat menjadi tumpuan orang tua kelak di hari 
tua. Hal ini dilakukan dengan rasa kasih sayang sebagai orang tua 
yang bertanggung jawab untuk mengasuh anaknya yang telah 
diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk memelihara dan 
mendidik anaknya dengan sebaik baiknya. 


Dari dua sorotan di atas ada langkah yang mengikutinya agar 
sampai kepada tujuan yaitu agar anak dapat mandiri, langkah itu ialah: 


a. Adanya perawatan dan pemeliharaan tubuh bagi anak, yang 
cukup kesehatan anak, perlindungan dari pengaruh cuaca maka 
anak harus diberi pakaian, pemberian makan dan minum. 

b. Tambah besar tubuh dan usia anak, maka tambah pula 
keperluan belajarnya baik untuk pembentukan sikap 
pengetahuan dan keterampilannya. 


Selain dua segi pentingnya pendidikan di atas, menurut Ahmadi, 
(1991) pentingnya pendidikan dapat diuraikan sebagai berikut: 


1. Untuk Pengembangan Individu 
Manusia sebagai makhluk berbudaya, dapat mengembangkan 
dirinya sedemikian rupa sehingga mampu membentuk norma dan 


tatanan kehidupan yang didasari oleh nilai-nilai luhur untuk 
kesejahteraan hidup, baik perorangan maupun bersama. 
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Berkembangnya kehidupan manusia sebagai makhluk 


berbudaya setidak-tidaknya disebabkan oleh: 


a. 


Adanya kemampuan atau potensi dasar pada manusia, seperti 
intelek, imajinasi, fantasi, sikap, kehendak, dorongan, dan lain- 
lain. 

Adanya usaha pengembangan potensi manusia tersebut 
sehingga berujud kemampuan yang nyata dan adanya 
penyerahan nilai atau norma tersebut yang sudah dimiliki oleh 
kehidupan manusia dari generasi ke generasi berikutnya. 


Atas dasar itu maka pendidikan merupakan suatu kegiatan yang 


universal dalam kehidupan manusia. Artinya tidak munngkin dapat 
dijumpai suatu kehidupan masyarakat tanpa adanya kegiatan 
pendidikan. Barangkali ini maksud dari penyataan Prof. Lodge:...Life 
is education, and education is life. Hidup adalah pendidikan, dan 
pendidikan adalah hidup (Lodge, 1947) 


2. Bagi Pendidik pada Umumnya 


Dengan memahami pendidikan pendidik dapat: 


Memudahkan praktek pendidikan 

Dapat menimbulkan kecintaan pada diri pendidik terhadap 
tugasnya, terhadap anak didik dan terhadap kebenaran. 

Dapat menghindari banyak kesukaran dan kesalahan dalam 
melaksanakan praktek pendidikan. 

Kesalahan yang mungkin dibuat dalam mendidik diantaranya: 
(l) Cara mendidik yang terlalu keras dapat menimbulkan rasa 
harga diri kurang. Sebaliknya yang terlalu lunak berarti 
memanjakan anak. (2) Cara mendidik yang tidak memberi 
kesempatan untuk berkembang berarti — menghambat 
pertumbuhan. (3) Kesalahan menekankan tujuan pendidikan 
yang diinginkan. Misalnya terlalu menekankan pada 
pembentukan segi individu menjadi individualistis. Dan lain- 
lain 
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3. Dari segi Pembangunan 


Dalam pembangunan sebuah bangsa dan negara tentu 
membutuhkan banyak warga negara yang tangguh dalam berbagai 
bidang kehidupan, sebab pembangunan bangsa dapat dilaksanakan 
jika didukung dengan adanya sumber daya manusia yang berkualitas 
sesuai bidangnya masing-masing. Sumber daya manusia yang 
berkualitas hanya bisa diwujudkan melalui pendidikan yang 
berkualitas. 


Seperti kita ketahui dari GBHN tentang dasar dan tujuan 
pendidikan nasional: “Pendidikan nasional berdasarkan Pancasila dan 
bertujuan untuk meningkatkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha 
Esa, kecerdasan, keterampilan, mempertinggi budi pekerti, 
memperkuat kepribadian dan mempertebal semangat kebangsaan agar 
dapat menumbuhkan manusia-manusia pembangunan yang dapat 
membangun dirinya sendiri serta, bersama-sama bertanggung jawab 
atas pembangunan bangsa.” 


Begitu pentingnya pendidikan untuk pembangunan bangsa, 
maka pemerintah berusaha keras untuk: 


a. Meningkatkan usaha pemerataan pendidikan. 

b. Meningkatkan mutu pendidikan dalam setiap tingkat 
pendidikan. 

c. Meningkatkan relevansi pendidikan terhadap lebutuhan 
masyarakat dan kebutuhan akan pelaksanaan pembangunan. 

d. meningkatkan efektifitas dan efisiensi pelaksanaan kegiatan 
pendidikan di semua jenjang pendidikan. 


C. Unsur-unsur Pendidikan 


Dalam pelaksanaan pendidikan ada 6 (enam) unsur pendidikan 
yakni: 


1. Komunikasi 
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Adanya interaksi hubungan timbal balik antara anak dengan orang 
tua atau pendidik, atau dari orang yang belum dewasa kepada 
orang yang sudah dewasa. Sebab pendidikan juga digunakan 
untuk mendidik orang yang belum dewasa agar menjadi dewasa. 


Kesengajaan 

Komunikasi dan interaksi yang terjadi antara pendidik dan yang 
terdidik adalah suatu perbuatan yang disengaja oleh orang dewasa 
kepada anak atau guru pada murid. 


Kewibawaan 

Kewibawaan adalah “pengaruh yang diterima dengan sukarela 
tanpa paksaan yang dimiliki oleh orang dewasa”. Dalam mendidik 
hendaknya orang dewasa punya wibawa untuk mengatur dan 
mendidik seorang anak, dengan kewibawaan ini seorang anak 
akan patuh pada pendidik. Wibawa akan timbul dengan sendirinya 
tanpa dibuat-buat, sebab kewibawaan itu suatu kelebihan yang ada 
dalam orang dewasa tadi sehingga anak akan merasa: a) 
dilindungi, b) percaya, c) dibimbing, dan d) menerima dengan 
sukarela. Keempat hal ini akan memberi pengaruh ke hal-hal 
positif, bagi anak tersebut. 


Normatif 

Yaitu batasan ketentuan-ketentuan yang tidak boleh dilanggar 
oleh pendidikan baik itu berupa norma adat, norma agama, 
hukum, sosial, ataupun norma pendidikan formal. 


a. Norma Sosial 


1) Ketentuan baik dan buruk 

2) Sopan santun dalam pergaulan 
3) Adat istiadat 

4) Gotong royong 

5) Peraturan dalam masyarakat 

6) Ketentuan dan peraturan agama 


b. Prinsip Didaktik (pelajar Ordik umum) 
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Pengajaran harus ada aktivitas (self activity) 

Aktivitas menimbulkan pengalaman 

Pengajaran berdasarkan minat, perhatian 

Pengajaran menjalin teori dan praktek 

Pengajaran berpanduan belajar dan bekerja 

Pengajaran harus sistematis berdasar pedoman yang ada 
Peragaan 

Pengajaran dimulai dari hal yang sudah diketahui ke hal 
yang belum di ketahui 

Pengajaran dimulai dari kongkrit ke hal yang abstrak 
Pengajaran dimulai dari hal khusus ke hal yang umum 
Pengajaran dimulai dari hal mudah ke hal yang sulit 
Pengajaran dimulai dari hal sederhana ke hal yang 
kompleks 

Pengajaran dimulai dari induksi ke deduksi 

Pengajaran harus merangsang siswa belajar sendiri 
(kurikulum yang diterapkan pada waktu itu) 


Unsur Anak 


Anak merupakan obyek didik, anak akan menjadi manusia yang 
bermutu jika pendidikan yang diberikan pada anak berhasil dan 
tepat sasaran, untuk itulah kenalilah anak didik dengan sebaik- 
baiknya. 


Kedewasaan/Tujuan 
Perlu dipelajari arti kedewasaan baik secara phisik maupun psikis 
sesuai dengan norma-norma yang berlaku. 


D. Batas-batas Kemampuan Pendidikan 


Bertolak dari pengertian bahwa pendidikan itu hanya merupakan 


suatu bantuan, maka ia mengandung bahwa kemampuan dari 
pendidikan yang merupakan suatu bantuan itu ada batasnya. 
Kemampuan pendidikan mempunyai batas-batas tertentu. 
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Adapun faktor-faktor yang membatasi kemampuan pendidikan 
itu ialah: 1) Faktor-faktor yang terletak pada anak didik, 2) pada si 
pendidik, dan 3) yang ada dalam lingkungan (Indraksusuma, 1980) 


1. Faktor Anak Didik 


Anak didik merupakan pihak yang dibantu (dibentuk). Sebagai 
pihak yang dibentuk, sebenarnya dalam diri anak itu terdapat potensi- 
potensi. Potensi-potensi ini merupakan kemungkinan-kemungkinan, 
yang memberikan kepada bantuan yang datang dari luar, yakni 
pendidikan, itu memberikan hasil atau tidak. Setiap anak memiliki 
potensinya sendiri, yang mungkin berbeda dalam hal kualitasnya, dan 
mungkin berbeda dalam bidang lain dari potensi itu. 


Potensi yang dimaksud di sini kiranya sama dengan istilah 
pembawaan atau bakat. Sehingga dalam hal ini, seorang anak yang 
memang tidak berbakat seni lukis misalnya, biarpun mendapat 
bantuan dari luar yang baik, kiranya tidak memberikan kemungkinan 
hasil yang memuaskan. Bagaimanapun pandainya seorang pendidik, 
maka tak mungkin kiranya ia sanggup mengubah anak yang bodoh 
atau lemah ingatan menjadi seorang anak pandai dan cerdas. 


2. Faktor si Pendidik 


Pendidik adalah pihak yang memberikan bantuan. Seperti 
halnya adak didik, maka masing-masing pendidik dalam memberikan 
bantuannya, terdapat perbedaan-perbedaan. Keragaman itu mungkin 
terdapat pada sifat atau perilaku pendidik, mungkin dalam hal cara dan 
gayanya, mungkin pula dalam cara-cara pendekatan (approach) dalam 
mendidik. Kiranya perbedaan itu dapat dicontohkan bahwa, suatu 
mata pelajaran akan sangat menarik, mudah diterima dan dimnegerti, 
apabila mata pelajaran tersebut disampaikan oleh Bapak atau Ibu A. 
Tetapi sebaliknya, jika Bapak atau Ibu B yang memberikan, maka 
pembelajarannya menjadi membosankan, sukar diterima dan 
dipahami. Dengan demikian, keragaman guru dalam sifat, 
kemampuan, dan cara-cara yang dipergunakan oleh pendidik turut 
pula membatasi kemampuan pendidikan yang diberikan. 
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3. Faktor Lingkungan 


Yang dimaksud dengan faktor lingkungan di sini ialah dapat 
berupa benda-benda, orang-orang, ataupun kejadian-kejadian atau 
peristiwa-peristiwa yang ada di sekitar anak didik. 


Semua hal dan kejadian-kejadian yang ada di sekitar anak didik 
mempunyai pengaruh langsung terhadap pembentukan dan 
perkembangan anak. Pengaruh itu mungkin positif dan mungkin 
negatif. Pengaruh positif bila lingkungan itu memberikan kesempatan 
dan dorongan terhadap pembentukan dan perkembangan anak. Sedang 
pengaruh itu menjadi negatif, apabila lingkungan itu tidak 
memberikan kesempatan dan motivasi yang baik dan bahkan 
menghambat terhadap proses pendidikan. 


E. Lama Pendidikan dan Kedewasaan 


Lama pendidikan yang dimaksud di sini ialah hal yang 
menyangkut masalah kapan pendidikan itu dimulai dan kapan 
pendidikan itu berakhir. Kapan pendidikan itu dimulai dan kapan 
pendidikan itu berakhir, oleh Langeveld disebutnya juga batas-batas 
pendidikan (Indraksusuma,1980). Saat kapan pendidikan itu dimulai 
disebutnya batas bawah dari pendidikan. Saat kapan pendidikan itu 
berakhir disebutnya batas atas dari pendidikan. 


Dari kedua definisi ini, kita tidak menentukan batas dari 
pendidikan, batas dalam arti waktu, melainkan batas dari pendidikan 
itu adalah berupa persyaratan keadaan, yang berhubungan dengan 
pelaksanaan pekerjaan mendidik. 


Menurut Langeveld, batas bawah dari pendidikan itu ialah saat 
di mana anak telah mulai sadar/mengenal kewibawaan (gezaag). 
Kewibawaan dalam pendidikan dimaksudkan, adanya kesediaan untuk 
mengakui dan menerima pengaruh atau anjuran yang datang dari 
orang lain, atas dasar suka rela. Jadi penerimaan pengaruh itu bukan 
karena terpaksa, dan bukan karena takut akan sesuatu. Pada umumnya 
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anak telah mulai mengenal kewibawaan ini, apabila anak telah 
mencapai umur sekitar empat tahun (syarat masuk Taman Kanak 
Kanak). 


Sedang batas atas dari pendidikan, menurut definisi di atas ialah 
apabila anak telah mencapai tingkat dewasa. Dewasa yang dimaksud 
di sini ialah dewasa dalam arti rohaniah. 


Adapun ciri-ciri utama kedewasaan rohaniah ini antara lain: 
1. Adanya Sifat Kestabilan (Kemantapan) 


Kestabilan ini meliputi kestabilan dalam tingkah laku 
atau tindakan, kestabilan dalam pandangan hidup, dan 
kestabilan dalam nilai-nilai (Indraksusuma, 1980) 


Kestabilan dalam tingkah laku berarti, bahwa seseorang 
dewasa dengan segala perbuatan dan tindakannya, senantiasa 
berdasarkan suatu rencana. Rencana yang telah ditentukan, 
dipikirkan dan dipertimbangkan dengan masak-masak guna 
mencapai suatu tujuan tertentu. Ini tidak berarti, bahwa tindakan 
dari seorang dewasa tidak bisa terjadi perubahan. Namun 
perubahan itu pun sudah didasarkan pada suatu rencana yang 
telah dipikirkan dan dipertimbangkan masak-masak dengan 
melihat situasi dan kondisi yang ada. 


Kestabilan dalam pandangan hidup berarti, bahwa dengan 
penuh kesadaran dan keyakinan seorang dewasa telah menganut 
suatu pandangan hidup keagamaan tertentu. Ini tidak berarti 
bahwa ia mesti mempunyai pengetahauan tentang keagamaan 
yang dianut secara mendalam. Melainkan apa yang diketahui 
dari paham keagamaan yang dianutnya, dipegangnya teguh dan 
diwujudkannya dalam penghidupannya sehari-hari dengan 
penuh tanggung jawab. Di samping itu, kestabilan dalam 
pandangan hidup tidak berarti, bahwa seseorang yang telah 
dewasa itu tidak meungkin mengadakan perubahan dalam 
pandangan hidup keagamaannya, melainkan karena suatu 
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alasan, orang dewasa pun bisa merubah pandangan hidup 
keagamaannya. 


Kestabilan dalam nilai-nilai berarti, bahwa orang dewasa 
itu telah menentukan sikap-sikap yang pasti terhadap nilai-nilai 
kehidupan dalam masyarakat. Misalnya terhadap nilai-nilai 
kebenaran, keadilan, kejujuran, dan juga terhadap masalah- 
masalah seperti dekadensi moral, kriminalitas, pelacuran, dan 
sebagainya. Kestabilan dalam nilai juga dapat mengalami 
perubahan. Seorang yang jahat waktu mudanya dan 
berpendirian bahwa merampok, membunuh, berzina dan lain- 
lain sebagai suatu yang biasa saja, maka setelah tua ia berubah 
sama sekali. Ia mengutuk perbuatan itu, ia menjadi seorang 
yang alim, patuh, dan taat menjalankan perintah agama. 


Adanya Sifat Tanggung Jawab 


Sifat tanggung jawab ini meliputi tanggung jawab secara 
psikologis, paedagogis, dan sosiologis serta biologis. ((Idris, 
1987). Bertanggung jawab secara psikologis apabila peserta 
didik mudah dapat berkembang fungsi kejiwaannya, misalnya 
telah matang sosial, moral, dan emosionalnya. Tanggung jawab 
secara paedagogis, apabila peserta didik telah dapat menyadari 
dan mengenal diri-sendiri atas tanggung jawab sendiri. Tangung 
jawab secara sosiologis, jika peserta didik telah dapat 
menyesuaikan lingkungan dalam arti yang baik, misalnya 
mampu menghormati, menolong, toleransi, dan lain-lain. 
Tanggung jawab secara biologis, apabila peserta didik telah 
dapat mengadakan keturunan dengan perantaraan jenis kelamin 
lain atau telah akil balik. 


Adanya Sifat Berdiri Sendiri (Self Standing) 
Sifat berdiri sendiri di sini berarti, bahwa perbuatan- 
perbuatan dari orang dewasa itu merupakan pilihannya sendiri, 


ditentukan sendiri dan diputuskan sendiri, serta tidak 
menggantungkan kepada orang lain. Dalam hal ini tidak berarti, 
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bahwa orang dewasa itu tidakmau menerima (tertutup) terhadap 
saran-saran dan kritik-kritik. Ia tetap bersedia mendengarkan 
saran dan kritik, akan tetapi dalam ia menentukan 
keputusannya, ia bebas dan tidak menggantungkan diri pada 
saran dan kritik. Soal keputusan itu sesuai dengan saran yang 
disampaikan, adalah tidak menjadikan persoalan, dan hanya 
berdasarkan kebetulan saja. 


Ada yang mengartikan pula, bahwa sifat berdiri sendiri, 
berarti juga berdiri sendiri secara ekonomis. Dengan demikian 
dapat dikatakan, bahwa orang itu telah dewasa apabila telah 
sanggup menyelenggarakan pembiayaan dirinya sendiri (Jawa: 
sudah mentas). Dalam kenyataan hidup, maka berdiri sendiri 
secara ekonomis inilah yang banyak dipergunakan sebagai 
ukuran, apabila seorang itu telah dewasa atau belum. 


Kembali kepada batas-batas pendidikan, bahwa batas-batas 
pendidikan yang telah diuraikan di atas adalah berdasarkan pada 
tinjauan para ahli-ahli pendidikan di dunia barat. Sehingga pada 
umumnya apabila anak telah mencapai umur 20 atau 21 tahun, maka 
anak tersebut dilepaskan sepenuhnya dari tanggung jawab orang tua. 
Anak harus berdiri sendiri (selfstanding). Anak harus bertanggung 
jawab atas dirinya sendiri dalam segala hal. 


Tetapi lain halnya dengan faham di dunia Timur tentang 
pendidikan. Bangsa-bangsa Timur mempunyai faham, bahwa 
pendidikan itu tidak hanya dimulai sejak pranatal saja, melainkan 
pendidikan itu sudah dimulai sejak masa anak itu diciptakan atau masa 
konsepsi. Pendidikan masa-konsepsi berupa renungan-renungan 
tentang anak yang bagaimana yang dicita-citakan. Puja dan puji serta 
do'a kepada Maha Pencipta. Berbagai macam perbuatan dan kelakuan 
(Jawa: nglakoni), yang semuanya itu ditujukan agar dikaruniai anak 
yang baik dan shaleh, yang berbakti kepada orang tua, agama, bangsa, 
dan lain-lain. Pendidikan ini dilanjutkan dengan pendidikan pranatal 
yang antara lain berupa berbagai macam pantangan-pantangan atau 
tindakan-tindakan tabu. 
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Sesuai dengan pandangan Timur, bahwa pendidikan itu adalah 
usaha untuk mencapai kesempurnaan hidup, maka penidikan itu baru 
berakhir setelah manusia itu masuk ke liang kubur (mati). Dengan 
demikian pendidikan itu berlaku selama hidup (life long education). 
Wallahu A'lam. 
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8. HAM dan Masyarakat 
Madani dalam Pendidikan 
Nasional 


Sejarah hidup manusia dalam perjalanannya sebagai khalifah fil 
ardli telah tertulis dalam goresan kisah yang tercatat baik dalam 
bentuk lisan maupun tulisan. Penciptaan tatanan masyarakat yang 
harmonis dan ideal juga mengalami proses perjalanan yang panjang. 
Di antara perjalanan tersebut dapat kita perhatikan proses 
perkembangan perwujudan masyarakat madani, yang mana dalam 
wacana masyarakat madani semua bentuk keteraturan serta bentuk 
komunitas kehidupan manusia yang didambakan dan sesuai dengan 
naluri jiwa manusia untuk hidup dalam kedamaian dan keharmonisan 
seperti tegaknya keadilan social, penegakan HAM, adanya free 
publicsphere, demokratisasi, toleransi, pluralisme dan berkeadaban 
telah tertuang dalam istilah masyarakat madani (civil society). 


Dalam mewujudkan hal tersebut manusia mencoba mengkaji 
beberapa hal yang dapat mendukung terciptanya masyarakat madani 
yang selama ini mereka idamkan. Diantara hal-hal yang mendukung 
bagi terwujudnya masyarakat madani pendidikan dan merupakan hal 
yang paling berpengaruh dalam menciptakan masyarakat yang 
berkeadaban — adalah pendidikan yang baik dan maju yang tidak 
hanya berorientasi pada kesejahteraan manusia secara materi tetapi 
juga non materi. Oleh sebab itu, bab ini mencoba untuk mengulas 
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bagaimanakah wacana HAM dan masyarakat madani dalam sistem 
pendidikan, khususnya pendidikan Nasional di Indonesia. 


A. Hak Asasi Manusia (HAM) 
1. Pengertian Hak Asasai Manusia (HAM) 


Kata HAM terbentuk dari kata “hak” dan “asasi manusia”. Hak 
secara definitif merupakan suatu unsur normatif yang berfungsi 
sebagai pedoman berprilaku, melindungi kebebasan , kekebalan serta 
menjamin adanya peluang bagi manusia dalam menjaga harkat 
martabat, sehingga dapat disimpulkan bahwa hak adalah unsur 
normatif yang melekat pada diri manusia dalam ruang lingkup hak 
persamaan dan hak kebebasan yang terkait dengan interaksinya antara 
individi dengan instansi (Azra, 2005:199). 


Sedangkan Hak Asasi Manusia menurut beberapa ahli 
mempunyai beberapa pengertian, diantaranya: 


1. Teaching Human Rights yang diterbitkan oleh Perserikatan 
Bangsa Bangsa (PBB) yang dikutip Baharuddin Lopa 
menegaskan “bahwa hak asasi manusia adalah hak-hak yang 
melekat pada setiap manusia, yang tanpanya manusia mustahil 
dapat hidup sebagai manusia”. 


2. John Lock menyatakan bahwa “hak asasi manusia adalah hak- 
hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta 
sebgai hak yang kodrati, karena sifatnya sangat mendasar bagi 
hidup dan kehidupan manusia yang tidak terlepas dari dalam 
kehidupan.” 


3. Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia 
menjelaskan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak 
yang melekat pada hakikat dan keberadaban manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa, dan merupakan anugerahnya 
yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh 
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negara, hukum, pemerintah demi kehormatan serta 
perlindungan harkat dan martabatnya (Azra, 2005:200-201). 


2. Bentuk dan Nilai-nilai Hak Asasi Manusia (HAM) 
Bagir Manan membagi HAM pada beberapa kategori yaitu: 


a. Hak sipil, terdiri dari hak diperlakukan sama di muka hukum, 
hak bebas dari kekerasan, hak hidup dan kehidupan. 

b. Hak politik, terdiri dari hak kebebasan berserikat dan 
berkumpul, hak kemerdekaan mengeluarkan pikiran dengan 
lisan dan tulisan, hak menyampaikan pendapat di muka umum. 

c. Hak ekonomi, terdiri dari hak jaminan sosial, hak perlindungan 
kerja, hak perdagangan, dan hak pembangunan berkelanjutan. 

d. Hak sosial budaya, terdiri dari hak memperoleh perumahan dan 
pemukiman. 


Teori relativisme kultural berpandangan bahwa nilai-nilai moral 
dan budaya bersifat partikular (khusus). Hal ini berarti bahwa nilai- 
nilai moral HAM bersifat lokal dan spesifik, sehingga berlaku khusus 
pada suatu negara. Menurut teori ini ada tiga model penerapan HAM 
yaitu: 


a. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak sipil, hak 
politik dan hak pemilikan pribadi. 

b. Perapan HAM yang lebih menekankan pada hak ekonomi dan 
hak sosial. 

c. Penerapan HAM yang lebih menekankan pada hak penentuan 
nasib sendiri dan pembangunan ekonomi (Azra, 2005:214-218). 


Dalam kaitan dengan ketiga teori tentang nilai-nilai HAM ada 
dua arus pemikiran atau pandangan yang saling tarik menarik dalam 
relativitas nilai-nilai HAM yaitu strong relativist dan weakrelativist 
bahwa nilai HAM dan nilai-nilai lainnya secara prinsip ditentukan 
budaya dan lingkungan tertentu, sedangkan weak relativist memberi 
penekanan bahwa nilai-nilai HAM bersifat universal dan sulit untuk 
dimodifikasikan berdasarkan pertimbangan budaya tertentu. 
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Adapun pelanggaran hak asasi manusia adalah setiap perbuatan 
seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja 
ataupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara hukum 
mengurangi, menghalangi, membatasi dan mencabut hak asasi 
seseorang yang dijamin oleh Undang-undang. 


Dengan demikian pelanggaran HAM merupakan tindakan 
pelanggaran manusia baik dilakukan oleh individu maupun institusi 
negara tanpa ada dasar yaitu yuridis dan rasional. Pelanggaran HAM 
dikelompokan pada dua bentuk yaitu: pelanggaran HAM berat yang 
meliputi kejahatan genosida dan kejahatan kemanusiaan, sedangkan 
pelanggaran HAM ringan selain dari kedua bentuk pelanggaran HAM. 


Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau 
daerah kota yang daerah hukumnya meliputi daerah hukum 
Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM bertugas dan 
berwewenang memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM 
yang berada di wilayah negara RI oleh warga negara Indonesia (Azra, 
2005:227-230). 


3. HAM dalam Perspektif Islam 


Islam sebagai sebuah agama dengan ajarannya yang universal 
dan komprehensif meliputi kaidah, dan mu'amalat, yang masing- 
masing memuat ajaran tentang keimanan, pengabdian manusia 
terhadap Allah, hubungan manusia dengan sesama manusia dengan 
alam sekitarnya. Adanya ajaran tentang HAM dalam Islam 
menunjukkan bahwa islam sebagai agama telah menempatkan 
manusia sebagai makhluk terhormat dan mulia. Karena itu, 
perlindungan dan penghormatan terhadap manusia merupakan 
tuntunan dari ajaran Islam yang wajib dilaksanakan oleh umatnya 
terhadap sesama manusia tanpa kecuali. 


Menurut Maududi, HAM adalah hak kodrati yang 


dianugerahkan Allah SWT. Hak- hak yang diberikan Allah itu bersifat 
permanen, kekal, dan abadi. Dalam Islam terdapat dua konsep tentang 
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hak yakni hak manusia dan hak Allah. Setiap hak Allah melandasi hak 
manusia dan juga sebaliknya. 


Dalam hak manusia berhak untuk mengelola harta yang 
dimilikinya, konsekuensinya adalah bahwa seseorang berhak 
memanfaatkan benda miliknya, dengan tujuan yang tidak bertentangan 
dengan ajaran Alla SWT. 


Dalam Piagam Madinah ada dua ajaran yaitu: semua pemeluk 
Islam adalah satu umat walaupun mereka berbeda suku bangsa dan 
hubungan antara komunitas muslim dengan non muslim didasarkan 
pada prinsip (Azra, 2005:218-220): 


a. Berinteraksi secara baik dengan sesama tetangga. 

b. Saling membantu dalam menghadapi musuh bersama. 
c. Membela mereka yang teraniaya. 

d. Saling menasehati. 

e. Menghormati kebebasan beragama. 

4. HAM dalam Pendidikan Nasional 


Seperti yang telah kita ketahui bahwa HAM adalah seperangkat 
hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai 
makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang 
wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh hukum, Negara, 
pemerintah dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan 
terhadap hak dan martabat manusia. Sesuai dengan pernyataan 
tersebut, dalam hal ini negara mempunyai kewajiban untuk menjamin 
HAM dalam bidang pendidikan bagi setiap waganya. Seperti yang 
telah tercantum dalam konstitusi Undang-Undang Dasar 1945. 
Menerangkan bahwa bangsa kita mempunyai tujuan untuk 
mencerdaskan bangsa yang juga termaktub pada rumusan tujuan 
pendidikan nasional di dalam UU No. 20 tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional. Adapun tunjuan pendidikan nasional yang 
dirumuskan dalam UU dijabarkan dari UU 1945 diantaranya: 


a. Pendidikan yang mencerdaskan kehidupan bangsa 
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b. Pendidikan adalah hak seluruh rakyat 


Dari pernyataan tersebut dapat disimpulkan bahwa HAM dan 
dunia pendidikan Nasional mempunyai tempat yang signifikan dalam 
kehidupan suatu bangsa. Yang mana pendidikan nasional mempunyai 
peran untuk mencerdaskan kehidupan bangsa yang tentunya bukan 
untuk menjadikan bangsa Indonesia sebagai bangsa kelas dua dalam 
konteks negara moderen atau hanya sebagai pekerja dari industri- 
industri berskala besar yang dibiayai oleh modal asing. Namun 
menjadi bangsa yang cerdas dalam arti mampu berdiri sendiri dan 
cerdas dalam menghadapi segala permasalahan yang melanda 
bangsanya yang disebabkan arus modernisasi di abad ini. Pendidikan 
nasional juga mempunyai makna suatu proses, yaitu proses untuk 
pemerdekaan manusia Indonesia dalam arti manusia Indonesia yang 
merdeka yang mampu mewujudkan kepribadian atau akhlak yang 
dimanifestasikan dalam identitas Nasional bangsa Indonesia yang 
berdasarkan pada falsafah budaya Indonesia yang baik. 


Selain itu pendidikan nasional juga mempunyai orientasi pada 
demokratis pendidikan yaitu pendidikan yang ditujukan untuk rakyat, 
yang bukan untuk sebagian kecil masyarakat yang mana hal tersebut 
bertentangan dengan asas hak asasi manusia. Selain itu sistem 
pendidikan yang demokratis mempunyai makna memberi kesempatan 
yang sama untuk seluruh rakyat sesuai dengan kemampuan dan 
bakatnya masing-masiing untuk memperoleh pendidikan yang 
berkualitas tanpa memandang perbedaan tingkat kecerdasan diantara 
individu. 


Masyarakat madani pada dasarnya juga termasuk tujuan yang 
lebih luas dari pendidikan nasional selain tujuannya yang utama yaitu 
mencerdaskan bangsa, membentuk manusia yang beradab, 
berkepribadian atau berakhlak yang baik yang sesuai dengan budaya 
nasional Indonesia yang baik. Tatanan masyarakat yang Madani 
mampu menciptakan suatu tatanan masyarakat, bangsa, negara yang 
berperadaban. Namun dalam kenyataan yang kita rasakan saat ini 
Pendidikan Nasional masih belum mewujudkan tujuan, fungsi maupun 
perannya secara maksimal. Pelaksanaan Pendidikan Nasional masih 
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membutuhkan pembenahan diri baik dari segi penerapan interpretasi 
tentang pendidikan demokratis dan demokratisasi pendididkan dalam 
lingkup penerapannya yang nyata. 


B. Masyarakat Madani 
1. Pengertian Mayarakat Madani 


Kata “ madani” berasal dari bahasa Arab yang artinya civil atau 
civilized (beradab). Tamadduan berarti civilization, peradaban. Istilah 
mayarakat madani adalah terjemahan dari civil society atau civilized 
society yang artinya masyarakat yang berkeadaban (Ismail ed, 
2000:86). 


Secara historis masyarakat madani berasal dari istilah civil 
society yang berkembang di dunia Barat, khususnya Eropa yang 
diartikan sebagai wilayah kehidupan sosial yang terorganisasi dan 
bercirikan antara lain: kesukarelaan, keswasembadaan, dan 
keswadayaan, kemandirian tinggi terhadap negara, keterkaitan dengan 
norma-norma atau nilai-nilai hukum yang diikuti oleh warganya. 


Pengertian masyarakat madani menurut beberapa tokoh 
mempunyai beberapa definisi yang tergantung pada kondisi sosio- 
kultural suatu bangsa yaitu: 


a. Menurut Zbigniew Rau dalam kajiannya pada kawasan Eropa 
Timur dan Uni Sovyet, menyatakan bahwa yang dimaksud 
dengan masyarakat madani merupakan suatu masyarakat yang 
berkembang dari sejarah yang mengandalkan ruang dimana 
individu dan perkumpulan tempat mereka bergabung, bersaing 
satu sama lain guna mencapai nilai-nilai yang mereka yakini. 

b. Han Sung Joo, menjelaskan bahwa masyarakat madani 
merupakan sebuah kerangka hukum yang melindungi dan 
menjamin hak-hak dasar individu perkumpulan sukarela yang 
terbebas dari negara. Suatu ruang publik yang mampu 
mengartikulasikan isu-isu poltik, gerakan warga negara yang 
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mampu mengendalikan diri dan independen yang secara 
bersama-sama mengakui norma-norma dan budaya yang 
menjadi identitas dan solidaritas yang akhirnya menjadi 
kelompok inti dalam civil society ini. 

c. Kim Sunhyuk, mengatakan bahwa masyarakat madani adalah 
satu satuan dari kelompok-kelompok secara mandiri 
menghimpun gerakan-gerakan dalam masyarakat yang secara 
relatif otonom dari negara, yang merupakan satuan-satuan dasar 
dari produksi masyarakat politik melakukan dan memajukan 
kepentingan-kepentingan menurut prinsip-prinsip pluralisme. 


Sehingga dapat disimpulkan bahwa masyarakat madani adalah 
sebuah konsep masyarakat ideal yang merupakan sebuah tatanan 
komunitas masyarakat yang toleransi, demokratis dan menghargai 
pluralisme. 


2. Konsep Masyarakat Madani 


Konsep “masyarakat madani” merupakan penerjemahan atau 
pengislaman konsep “civil society”. Orang yang pertama kali 
mengungkapkan istilah ini adalah Anwar Ibrahim dan dikembangkan 
di Indonesia oleh Nurcholish Madjid. Pemaknaan civil society sebagai 
masyarakat madani merujuk pada konsep dan bentuk masyarakat 
Madinah yang dibangun Nabi Muhammad SAW. Masyarakat 
Madinah dianggap sebagai legitimasi historis ketidakbersalahan 
pembentukan civil society dalam masyarakat muslim modern. 


Antara masyarakat madani dan Civil Society sebagaimana yang 
telah dikemukakan di atas, masyarakat madani adalah istilah yang 
dilahirkan untuk menerjemahkan konsep di luar menjadi “Islami”. 
Menilik dari subtansi civil society lalu membandingkannya dengan 
tatanan masyarakat Madinah yang dijadikan pembenaran atas 
pembentukan civil society di masyarakat Muslim modern akan 
ditemukan persamaan sekaligus perbedaan di antara keduanya. 


Perbedaan lain antara civil society dan masyarakat madani 
adalah civil society merupakan buah modernitas, sedangkan 
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modernitas adalah buah dari gerakan Renaisans, gerakan masyarakat 
sekuler yang meminggirkan Tuhan. Sehingga civil society mempunyai 
moral-transendental yang rapuh karena meninggalkan Tuhan. 
Sedangkan masyarakat madani lahir dari dalam buaian dan asuhan 
petunjuk Tuhan. Dari alasan ini Maarif mendefinisikan masyarakat 
madani sebagai sebuah masyarakat yang terbuka, egalitar, dan toleran 
atas landasan nilai-nilai etik-moral transendental yang bersumber dari 
wahyu Allah. 


3. Perkembangan dan Karakteristik Masyarakat Madani 


Konsep masyarakat madani harus dipahami sebagai sebuah 
proses yang berasal dari pergolakan politik dan sejarah masyarakat 
Eropa Barat yang mengalami proses transformasi dari pola kehidupan 
masyarakat industry-kapitalis. Menurut Manfred Ridel, Cohen dan 
Arato serta Dawam Rahardjo masyarakat madani dikemukakan pada 
masa Aristoteles (384-322 SM) dengan menggunakan istilah koinonia 
politike , yakni sebuah komunitas politik tempat warga dapat terlibat 
langsung dalam berbagai peraturan ekonomi-politik dan pengambilan 
keputusan. Bertujuan digunakan untuk menggambarkan masyarakat 
politis dan etis dimana warga negara di dalamnya berkedudukan sama 
di depan hukum. 


Beberapa pendapat tentang masyarakat madani diantaranya 
yaitu: 


a. Adam Ferguson tahun 1767 menekankan bahwa masyarakat 
madani pada sebuah visi etis dalam kehidupan bermasyarakat 
digunakan untuk mengantisipasi perubahan sosial yang 
diakibatkan oleh revolusi industri dan munculnya kapitalisme 
antara publik dan individu. 

b. Thomas Paine (1737-1803), menekankan bahwa masyarakat 
madani yaitu sebagai kelompok masyarakat yang memiliki 
posisi secara diametral anti tesis dari Negara di dalamnya 
merupakan aktivitas yang tidak sah dan tidak dibenarkan. Oleh 
karena itu, maka masyarakat madani lebih kuat dan mampu 
mengontrol negara demi kebutuhannya. 
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c. Menurut G.W.F Hegel (1770-1831) masyarakat madani 
merupakan kelompok subordinatif dari negara yang 
pertumbuhannya ditandai dengan perjuangan melepaskan dari 
dominasi negara. 

d. Karl Marx memahami masyarakat madani sebagai “masyarakat 
borjuis” dalam hubungan produksi kapitalis, keberadaannya 
merupakan pembebasan manusia dari penindasan. 


Adapun karakteristik-karakteristik masyarakat madani untuk 
menjadi nilai universal dalam penegakkan satu kesatuan yang integral 
antara lain: 


a. Wilayah publik yang bebas (Free Public Sphere) 

Yang dimaksud dengan free public sphare adalah adanya ruang 
publik yang bebas sebagai sarana tanpa mengalami distorsi dan 
kekhawatiran dimana masyarakat sebagai warga negara 
memiliki akses penuh terhadap setiap kegiatan publik. Warga 
negara berhak melakukan kegiatan dalam menyampaikan 
pendapat, berserikat, berkumpul serta mempublikasikan 
informasi kepada publik. 


b. Demokratis 
Demokratis merupakan satu entitas yang menjadi penegak 
dalam menjalani kehidupan, warga negara memiliki kebebasan 
untuk menjalankan aktivitas, termasuk dalam berinteraksi 
dengan lingkungannya. Demokratis berarti masyarakat berlaku 
santun dalam pola hubungan interaksi dengan masyarakat 
sekitarnya dengan suku, ras dan agama. 


c. Toleran 
Toleran merupakan sikap dalam masyarakat madani untuk 
menunjukkan sikap saling menghargai dan menghormati 
aktivitas yang dilakukan orang lain, adanya kesadaran yang 
dilakukan oleh kelompok masyarakat lain yang berbeda. 


d. Pluralisme 
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Menurut Nurcholish Madjid yaitu persyarat bagi tegaknya 
masyarakat madani adalah pluralisme. Pluralisme merupakan 
pertalian sejati kebhinekaan dalam ikatan keadaban dan 
keselamatan umat manusia melalui mekanisme pengawasan dan 
pengimbangan. 


e. Keadilan Sosial (Sosial Justice) 
Keadilan dimaksudkan untuk menyebutkan keseimbangan dan 
pembagian yang proporsioanal terhadap hak dan kewajiban 
setiap warga negara yang mencakup seiuruh aspek kehidupan 
dan memperoleh kebijakan-kebijakan yang ditetapkan oleh 
pemerintah. 


Dari beberapa ciri tersebut, kiranya dapat dikatakan bahwa 
masyarakat madani adalah sebuah masyarakat demokratis dimana para 
anggotanya menyadari akan hak-hak dan kewajibannya dalam 
menyuarakan pendapat dan mewujudkan kepentingan- 
kepentingannya. Di mana pemerintahannya memberikan peluang yang 
seluas-luasnya bagi kreatifitas warga negara untuk mewujudkan 
program-program pembangunan di wilayahnya. Namun demikian, 
masyarakat madani bukanlah masyarakat yang sekali jadi, yang hampa 
udara, taken for granted. Masyarakat madani adalah konsep sistem 
sosial yang cair yang dibentuk dari proses sejarah yang panjang dan 
perjuangan yang terus-menerus. Bila dikaji, masyarakat di negara- 
negara maju yang sudah dapat dikatakan sebagai masyarakat madani, 
maka ada beberapa prasyarat yang harus dipenuhi untuk menjadi 
masyarakat madani, yakni adanya democratic governance 
(pemerintahan demokratis) yang dipilih dan berkuasa secara 
demokratis dan democratic civilian (masyarakat sipil yang sanggup 
menjunjung nilai-nilai civil security, civil responsibility dan civil 
resilience). 


4. Pilar Penegak Masyarakat Madani 
Yang dimaksud dengan pilar penegak masyarakat madani 


adalah institusi- institusi yang menjadi bagian dari sosial control yang 
berfungsi mengkritisi kebijakan-kebijakan penguasa dan yang mampu 
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memperjuangkan aspirasi masyarakat yang berprinsip pada prinsip 
egaliter. Di antara pilar-pilar tersebut antara lain: 


a. Lembaga Swadaya Masyarakat, yaitu membantu dan 
memperjuangkan aspirasi dan kepentingan masyarakat dan 
bertugas untuk mengadakan pemantauan empowering 
pemerintah kepada masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. 

b. Pers, merupakan penegakkan masyarakat madani yang dapat 
menganalisa serta mempublikasikan kebijakan pemerintah 
yang berkenaan dengan warga negaranya. 

c. Supremasi Hukum, setiap warga negara baik yang duduk 
dalam formasi pemerintah maupun rakyat, harus tunduk 
kepada hukum. Selain itu supremasi hukum juga memberikan 
jaminan dan perlindungan terhadap segala bentuk penindasan 
individu dan kelompok yang melanggar norma-norma hukum 
dan segala bentuk hak asasi manusia yang civilized. 

d. Perguruan tinggi merupakan kekuatan sosial dan 
menyalurkan aspirasi masyarakat dan kebijakan-kebijakan 
pemerintah, dengan catatan gerakan yang dilancarkan oleh 
mahasiswa tersebut masih pada jalur yang benar dan 
memposisikan diri pada realitas yang betul-betul objektif, 
menyuarakan kepentingan masyarakat. 


Menurut Riswanda Imawan, Perguruan Tinggi memiliki tiga 
peran yang strategis dalam mewujudkan masyarakat madani, 
yakni: 


1) Pemihakan yang tegas pada prinsip egalitarianisme yang 
menjadi dasar kehidupan politik yang demokratis. 


2) Membangun dengan mengembangkan dan 
mempublikasikan informasi secara objektif dan tidak 
manipulatif. 


3) Melakukan tekanan terhadap ketidakadilan dengan cara 
santun, saling menghormati. 


e. Partai Politik merupakan wahana bagi warga negara untuk 
dapat menyalurkan aspirasi politiknya. Maka partai politik ini 
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menjadi prasyarat bagi tegaknya masyarakat madani (Azra, 
2005:242-245). 


5. Masyarakat Madani dalam Pendidikan Nasional 


Masyarakat madani berusaha mewujudkan suatu Negara yang 
berkeadaban yang bercirikan adanya demokrasi disegala bidang, 
adanya wilayah publik yang bebas, toleransi, kemajemukan dan 
keadilan disegala bidang. Masyarakat madani adalah suatu wacana 
konsep sistem sosial yang ideal dan tidak mudah diwujudkan jika 
tidak disertai dengan strategi maupun kekompakan manajemen yang 
baik dan bermoral diberbagai aspek kehidupan masyarakat. 
Masyarakat yang mempunyai kesadaran tinggi terhadap prinsip moral 
yang menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dengan 
kestabilan masyarakat. Wilayah publik yang bebas (free publik 
sphere), demokratis, toleransi, kemajemukan, plularisme dan keadilan 
sosial hanya bisa terwujud dengan pendidikan yang baik, di mana 
pendidikan secara kasat mata pada awalnya bertujuan untuk 
meningkatkan kecerdasan manusia namun pada akhirnya ditujukan 
untuk melanggengkan suatu kekuasaan Sehingga dalam hal ini 
Pendidikan Nasional perlu melakukan reformasi dalam proses 
perwujudan tujuannya yaitu untuk mengoptimalkan segala potensi 
manusia secara maksimal sehingga mampu melaksanakan fungsinya 
sebagai khalifah di muka bumi dengan baik tanpa mengandung unsur 
misi untuk melanggengkan status guo suatu rezim secara tak ketara, 
sehingga pendidikan hanya bersifat stupidifikasi yang tercermin pada 
pelaksanaan kurikulum yang terkesan indoktrinasi paham suatu 
kekuasaan (rezim) sehinngga mematikan daya kreativitas manusia 
yang bertentangan dengan asas-asas hak asasi manusia secara tidak 
langsung. 


Pendidikan berfungsi sebagai transformator yang tidak hanya 
berupa ilmu pengetahuan namun juga nilai-nilai kehidupan yang ideal 
bersumber pada budaya suatu bangsa seperti demokrasi, toleransi, 
keadilan sosial, terbuka pada pembaharuan yang membawa kemajuan 
dan kesejahteraan kehidupan manusia. Pendidikan Nasional sebagai 
proses untuk mencetak generasi insan kamil juga membekaskan 
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goresan sejarah dan hasil yang saat ini kita rasakan diberbagai bidang 
sehingga dapat dikatakan bahwa pendidikan nasional mempunyai 
peran dan pengaruh besar untuk mewujudkan terbentuknya 
masyarakat madani. 


Bentuk-bentuk upaya atau strategi untuk mewujudkan 
masyarkat madani dalam pendidikan nasional di Indonesia dapat kita 
contohkan yaitu pelaksanaan pendidikan agama Islam yang 
diharapkan mampu melaksanakan tugas pendidikan nasional dalam 
rangka pedidikan karakter bangsa yang ideal sesuai dengan falsafah 
bangsa Indonesia, pendidikan dan penyadaran politik yang baik, 
pendididkan demokrasi yang sesuai dengan penegakan asas-asas hak 
asasi manusia. Namun semua upaya tersebut juga memerlukan 
kekompakan dan dukungan dari semua komponen masyarakat. 
Misalnya birokrasi yang baik (good goverment), dimana sistem 
pendidikan nasional mempunyai standar dan kurikulum nasional yang 
tidak boleh bertentangan dengan fungsi pendidikan sebagai 
pembebasan (empowerment) manusia yang bertanggung jawab, yaitu 
manusia yang bermoral juga kreatif sehingga tidak diikat secara 
membuta oleh kekuasaan Negara, baik secara langsung maupun tidak 
langsung dapat mematikan kreatifitas individu yang nantinya dapat 
berimbas pada sektor-sektor yang lain dalam kehidupan bernegara. 
Wallahu A'lam. 
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Kultur Good Govermance 
dalam Pendidikan 


A. Pengertian Kultur (Kebudayaan) 


Dalam arti sempit kebudayaan adalah keseniaan, yaitu pikiran, 
karya dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan 
keindahan. Sedangkan dalam arti luas kebudayaan adalah seluruh total 
dari pemikiran, karya dan hasil karya manusia yang tidak berakar 
kepada nalurinya karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia 
sesudah suatu proses belajar. 


Menurut Koentjaraningrat (dalam Wahyudin, 2008:63-64) 
terdapat tujuh unsur universal kebudayaan, yaitu: 


. Sistem religi atau upacara keagamaan. 
. Sistem organisasi kemasyarakatan. 
Sistem pengetahuan. 

Kesenian. 

Bahasa 

. Sistem mata pencaharian hidup. 

. Sistem teknologi dan peralatan. 


NA UP 


Wujud dari pada kebudayaan dibagi atas tiga, yaitu: 


1. Wujud ideal, yaitu wujud kebudayaan sebagai suatu kompleks 
dari suatu ide-ide, gagasan, nilai-nilai, norma, dan peraturan. 
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2. Wujud dari sistem sosial, yaitu wujud kebudayaan dari suatu 
yang kompleks aktivitas kelakuan berpola dari manusia dalam 
masyarakat. 

3. Wujud fisik, yaitu wujud kebudayaan sebagai benda-benda hasil 
karya manusia. 


Fungsi kebudayaan digolongkan menjadi enam oleh Keber dan 
Smith, diantaranya: 


Pelanjut keturunan dan pengasuh anak. 
Pengembang kehidupan ekonomi. 
Transmisi budaya. 

Realigi (agama) 

Pengendalian sosial. 

Rekreasi. 


DAUR OA 


B. Hubungan Kultur dengan Kepribadian 


Kepribadian adalah susunan unsur-unsur akal dan jiwa yang 
menentukan perbedaan tingkah laku atau tindakan dari tiap-tiap 
individu manusia. G.W. Allport dalam buku Child Development 
karangan Elizabeth Hurlock, mengatakan bahwa kepribadian adalah 
organisasi (susunan) dinamis dari sistem psikofisik dalam diri individu 
yang menentukan penyesuaiannya yang unik terhadap lingkungan. 
Chambers, menyatakan bahwa kepribadian adalah hal yang aneh yang 
tidak bisa diperhitungkan, jika berbicara tentang diri sendiri akan 
kelihatan berbeda dengan setiap orang (Djaali, 2007:2-3). Adapun 
menurut John. J. Honnigman, kepribadian itu menunjukkan adanya 
tingkah laku, cara berfikir, dan perasaan-perasaan yang merupakan 
suatu karakteristik dari seseorang. 


Kepribadian bersifat psikofisik (fisik dan mental), yang berarti 
baik faktor jasmaniah maupun rohaniah individu bersama-sama 
memegang peranan dalam kepribadian, yang menyebabkan individu 
berbuat dan bertindak seperti apa yang dia lakukan. Selain itu 
kepribadian juga bersifat unik, artinya kepribadian seseorang bersifat 
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khas, mempunyai ciri-ciri yang membedakan individu itu dengan 
individu yang lainnya. Termasuk di dalamnya sikap, kepercayaan, 
cita-cita, pengetahuan dan keterampilan, macam-macam cara gerak 
tubuhnya dan sebagainya. Hal inilah yang membuat David Lykken 
berkesimpuan bahwa kepribadian sebagai suatu perangai dan langkah 
serta semua kekhasan yang membuat orang berbeda dari orang lain 
dalam hal kemungkinan hubungan dengan genetik tertentu dalam diri 
manusia (Djaali, 2007:3). 


Kebudayaan merupakan hasil karya, cipta, dan karsa manusia. 
Namun sebaliknya kebudayaan itu menyusupi kehidupan sadar 
manusia, bahkan kebudayaan memasuki diri manusia. Kebudayaan 
membentuk manusia secara intelektual, emosional, secara fisik atau 
tingkah laku manusia (Wahyudin, 2008:64-66). Jadi, hubungan kultur 
dengan kepribadian yakni, kebudayaan berpengaruh dan membangun 
kepribadian seseorang. Sedangkan kepribadian yang buruk akan 
menjadiakn kehancuran pada negaranya sendiri. Contohnya: Korupsi, 
Kolusi, dan Nepotisme (KKN). 


C. Hubungan Kultur dengan Pendidikan 


Kebudayaan mempengaruhi manusia melalui apa yang 
dimaksud dengan Enkulturasi (pendidikan), yaitu suatu proses dimana 
seseorang menyerap cara berrfikir, bertindak dan merasa apa yang 
mencerminkan kebudayaan. 


Antara kebudayaan dengan pendidikan terdapat hubungan 
komplementer, yakni sebagai berikut: 


1. Kebudayaan berperan sebagai masukan (input) bagi pendidikan. 
Contohnya: tujuan pendidikan ditentukan oleh sistem nilai yang 
dianut oleh masyarakat, kurikulum dan metode pendidikan, 
serta menjadi alat bantu dalam rangka praktik pendidikan. 


2. Pendidikan berfungsi untuk melestarikan kebudayaan 
masyarakat dan juga berfungsi dalam rangka melakukan 
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pengembangan dan perubahan kebudayaan manusia ke arah 
yang lebih baik (fungsi kreasi atau inovasi) (Wahyudin, 
2008:68-70). 


D. Pengertian Good Govermance 


Istilah Good Govermance merupakan wacana baru dalam kosa 
kata ilmu politik. Good govermance muncul pada tahun 1990-an. 
Good govermance dipelopori pertama oleh lembaga dana 
intternasional seperti, World Bank, UNDP, dan IMF. dalam rangka 
menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan 
kepada negara-negara sasaran bantu. 


Secara umum istilah good govermance adalah segala hal yang 
terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, 
mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan 
nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Bakti Santoso 
menjelaskan bahwa good govermance sebagaimana didefinisikan 
UNDP adalah pelaksanaan politik, ekonomi, dan administrasi dalam 
pengelola masalah-masalah bangsa. Pelaksanaan kewenangan tersebut 
bisa dikatakan good govermance, jika dilakukan dengan efektif dan 
efisien, responsif terhadap kebutuhan rakyat, dan suasana demokratis, 
akuntabel, serta trasparan. 


Sebagai sebuah paradigma pengelolaan lembaga negara, good 
govermance dapat terwujud secara maksimal jika ditopang oleh dua 
unsur yang saling terkait yaitu negara dan masyarakat madani yang 
didalamnya terdapat sektor swasta. 


E. Prinsip-Prinsip Pokok Good Govermance 


Untuk merealisasikan pemerintah yang profesional dan 
akuntabel yang bersandar pada prinsip-prinsip good govermance. 
Lembaga Administrasi Negara (LAN) merumuskan sembilan aspek 
fundamental dalam good govermance yanng harus diperhatikan, yaitu: 
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1. Partisipasi (Participation) 


Asas partisipasi adalah bentuk keikutsertaan warga masyarakat 
dalam pengambilan keputusan, baik langsung maupun melalui 
lembaga perwakilan yang sah yang mewakili kepentingan mereka. 
Bentuk partisipasi menyeluruh tersebut dibangun berdasarkan prinsip 
demokrasi yakni, bebas berkumpul dan mengeluarkan pendapat secara 
konstruktif. 


Untuk mendorong partisipasi masyarakat dalam seluruh aspek 
pembangunan, termasuk dalam sektor-sektor kehidupan sosial lainnya 
selain kegiatan politik, maka regulasi birokrasi harus diminimalisir. 
Paradigma birokrasi sebagai pusat pelayanan publik seyogianya 
diikuti dengan deregulasi berbagai aturan, sehingga proses sebuah 
usaha dapat dilakukan dengan efisien dan efektif. Efisiensi pelayanan 
publik meliputi pelayanan yang tepat waktu dan biaya murah. 
Paradigma ini tentu saja menghajadkan perubahan-perubahan orientasi 
birokrasi dari yang dilayani menjadi birokrasi yang melayani (Hidayat 
dan Azra, 2011:161-162). 


2. Penegak Hukum 


Partisipasi masyarakat dalam proses politik dan perumusan- 
perumusan kebijakan publik memerlukan sistem dan aturan-aturan 
dalam hukum. Tanpa ditopang oleh sebuah aturan hukum dan 
penegaknya secara konsisten, maka partisipasi publik dapat berubah 
menjadi tindakan anarkis. Publik membutuhkan ketegasan dan 
kepastian hukum. Tanpa kepastian dan ketegasan hukum, proses 
politik tidak berjalan dan tertata dengan baik. 


Sehubungan dengan hal tersebut, realisasi wujud good 
govermance, harus diimbagi dengan komitmen pemerintah untuk 
menegakkan hukum yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut : 


a. Supremasi hukum (supremacy of low), yakni setiap tindakan 


unsur-unsur kekuasaan negara dan peluang partisipasi 
masyarakat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara 
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didasarkan pada hukum aturan yang jelas serta tegas, dan 
dijamin pelaksanaannya dengan benar dan independen. 
Supremasi hukum akan menjamin tidak terjadi tindakan atas 
dasar diskresi (tindakan sepihak berdasarkan kewenangan yang 
dimiliki). 

b. Kepastian hukum (legal certainty), bahwa setiap kehidupan 
berbangsa dan bernegara diatur oleh hukum yang jelas dan 
pasti, tidak duplikatif dan tidak bertentangan antara satu dengan 
yang lainya. 

c. Hukum yang responsif, yakni aturan hukum yang disusun 
berdasarkan aspirasi masyarakat luas, dan mampu 
mengakomodasi berbagai kebutuhan publik secara adil. 

d. Penegakan hukum yang konsisten dan nondiskriminatif, yakni 
penegakan hukum berlaku untuk setiap orang tanpa pandang 
bulu. Untuk itu diperlukan penegak hukum yang memiliki 
integritas moral dan bertangung jawab terhadap kebenaran 
hukum. 

e. Independensi pengadilan, yakni peradilan yang independen 
bebas dari pengaruh penguasa atau kekuatan lainnya. 


3. Transparatif 


Asas transparansi adalah unsur lain yang menopang 
terwujudnya good govermance. Akibat tidak adanya prinsip 
transparansi ini, menurut banyak ahli Indonesia telah terjerembab ke 
dalam kubangan korupsi yang sangat parah. 


Untuk tidak mengulangi pengalaman masa lalu dalam 
pengelolaan kebijakan politik, khususnya bidang ekonomi, pemerintah 
di semua tingkatan harus menerapakan prinsip transparansi dalam 
proses kebijakan publik. Hal ini mutlak dilakukan dalam rangka 
menghilangkan budaya korupsi di kalangan pelaksanaan pemerintahan 
baik pusat maupun di bawahnya. 


Dalam pengelolaan negara terdapat delapan unsur yang harus 
dilakukan secara trasparansi, yaitu: 
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a. Penetapan posisi, jabatan, kedudukan. 

b. Kekayaan pejabat publik. 

c. Pemberian penghargaan. 

d. Penetapan kebijakan yang terkait dengan pencerahan 
kehidupan. 


Kesehatan. 

Moralitas para pejabat dan aparatur pelayanan publik. 

. Keamanan dan ketertiban. 

. Kebijakan strategis untuk pencerahan kehidupan masyarakat. 


ta » 


Dalam hal penetapan posisi jabatan publik harus dilakukan 
melalui mekanisme test and proper test (uji kelayakan) yang 
dilakukan oleh lembaga-lembaga independen. Uji kelayakan bisa 
dilakukan oleh lembaga legislatif maupun komisi independen, seperti 
komisi yudisial, komisi kepolisian, komisi pajak, dan sebagainya. 


4. Responsif 


Asas responsif adalah pelaksanan prinsip-prinsip good 
govermance bahwa pemerintahan harus tanggap terhadap persoalan- 
persoalan masyarakat. Pemerintah harus memahami kebutuhan 
masyarakat, bukan menunggu mereka menyampaikan keinginan- 
keinginanya, tetapi pemerintah harus proaktif dalam mempelajari dan 
menganalisis kebutuhan masyarakat. 


Sesuai dengan asas responsif, setiap unsur pemerintah harus 
memiliki dua etika yakni, etika individu dengan etika sosial. 
Kualifikasi etika individu menuntut pelaksanan birokrasi pemerintah 
agar memilikki kriteria kapabilitas dan loyalitas profesional. 
Sedangkan etika sosial menuntut mereka agar memiliki sensitivitas 
terhadap berbagai kebutuhan publik (Wahyudin, 2008:163-164). 


5. Konsensus 
Asas konsensus adalah keputusan apapun harus dilakukan 


melalui proses musyawarah melalui konsensus. Cara pengambilan 
keputusan kosensus, selain dapat memuaskan semua pihak atau 
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sebagian besar pihak, cara ini akan mengikat sebagian besar 
komponen musyawarah dan memiliki kekuatan memaksa (coersif 
power) terhadap semua yang terlibat untuk melakukan keputusan 
tersebut. Sekalipun para pejabat pada tingkatan tertentu dapat 
mengambil kebijakan secara personal sesuai batas kewenangannya, 
tetapi menyangkut kebijakan-kebijakan penting dan bersifat publik 
seyogianya diputuskan secara bersama dengan seluruh unsur terkait. 
Kebijakan individual hanya dapat dilakukan sebatas menyangkut 
teknis pelaksanaan kebijakan, sesuai batas kewenangan. 


Paradigma ini perlu dikembangkan dalam konteks pelaksanaan 
pemerintahan, karena urusan yang mereka kelola adalah persoalan- 
persoalan publik yang harus dipertanggungjawabkan kepada rakyat. 
Semakin banyak yang terlibat dalam proses pengambilan keputusan 
secara partisipasiif, maka akan semakin banyak aspirasi dan 
kebutuhan masyarakat yang terwakili. Selain itu, semakin banyak 
yang melakukan pengawasan serta kontrol terhadap kebijakan- 
kebijakan umum, maka akan semakin tinggi tingkat kehati-hatian, dan 
akuntabilitas pelaksanaanya dapat semakin dipertanggungjawabkan. 


6. Kesetaraan 


Asas kesetaraan (eguity) adalah kesamaan dalam perlakuan dan 
pelayanan publik. Asas kesetaraan ini mmengharuskan setiap 
pelaksanaan pemerintah untuk bersikap dan berperilaku adil dalam hal 
pelayanan publik tampa memperbedakan keyakinan, suku, jenis 
kelamin, dan kelas sosial. 


7. Efektifitas dan Efisiensi 


Untuk menunjang asas-asas yang telah disebutkan di atas good 
govermance juga harus memnuhi kriteria efektif dan efisien, yakni 
berdaya guna dan berhasil guna. Kriteria efektifitas biasanya diukur 
dengan parameter produk yang dapat menjangkau sebesar-besarnya 
kepentingan masyarakat dari berbagai kelompok dan lapisan sosial. 
Sedangkan asas efisiensi diukur dengan rasionalitas biaya 
pembangunan untuk memenuhi kebutuhan semua masyarakat. 
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Semakin kecil biaya yang terpakai untuk kepentingan yang terbesar, 
maka pemerintahan tersebut termasuk dalam kategori pemerintahan 
yang efisien. 


8. Akuntabilitas 


Asas akuntabilitas adalah pertanggungjawaban pejabat publik 
terhadap masyarakat yang memberinya kewenangan untuk mengurusi 
kepentingan mereka. Setiap pejabat publik dituntut untuk 
mempertangungjawabkan semua kebijakan, moral maupun netralitas 
sikapnya terhadap masyarakat. Inilah yang dituntut dalam asas 
akuntabilitas dalam upaya menuju pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa. 


9. Visi Strategis 


Visi strategis adalah pandangan-pandangan strategis untuk 
menghadapi masa yang akan datang. Kualifikasi ini menjadi penting 
dalam rangka realisasi good govermance. Dengan kata lain dengan 
kebjakan apapun yang diambil saat ini, harus diperhitungkan 
akibatnya pada sepuluh atau dua puluh tahun ke depan. 


Tidak sekedar memiliki agenda strategis untuk masa yang akan 
datang, seorang yang menempati jabatan publik atau lembaga 
profesional lainnya harus mempunyai kemampuan menganalisis 
persoalan dan tantangan yang akan dihadapi oleh lembaga yang 
dipimpin (Wahyudin, 2008:165). 


F. Good Govermance dan Kontrol Sosial 


Sejalan dengan prinsip-prinsip demokrasi, partisipasi 
masyarakat merupakan salah satu tujuan dari implementasi good 
govermance. Ketertiban masyarakat dalam proses pengelolaan 
lembaga pemerintahan pada akhirnya akan melahirkan kontrol 
masyarakat terhadap jalannya pengelolaan lembaga pemerintahan. 
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Kontrol masyarakat akan berdampak pada tata pemerintahan yang 
baik dan efektif, bersih, bebas dari KKN. 


Untuk mewujudkan pemerintahan yang baik dan bersih 
berdasarkan prinsip-prinsip good govermance, setidaknya dapat 
dilakukan melalui pelaksanaan prioritas program, yakni: 


1. Penguatan Fungsi dan Peran Lembaga Perwakilan 


Penguatan peran lembaga perwakilan rakyat, MPR, DPR. dan 
DPRD, mutlak dilaksanakan dalam rangka peningkatan fungsi mereka 
sebagai pengontrol jalanya pemerintahan. Selain melakukan check and 
balance, lembaga legislatif harus pula mampu menyerap dan 
mengartikulasikan aspirasi rakyat dalam bentuk usulan pembangunan 
yang berorientasi pada kepentingan masyarakat kepada lembaga 
eksekutif. 


Tidak sekedar menyuarakan kepentingan rakyat, peningkatan 
fungsi kontrol lembaga legislatif dapat dilakukan melalui keterlibatan 
setiap angota legislatif untuk mengontrol dan mengawasi akuntabilitas 
pelaksanaan program pembangunan. Melalui kontrol lembaga 
legislatif diharapkan dapat terwujud pemerintahan yang bersih dan 
berwibawa (good govermance). 


Secara konstitusional, tangung jawab lembaga legislatif sebagai 
fungsi kontrol jalannya pemerintahan telah diatur dalam sejumlah 
perundang-undangan. Lahirnya UU No. 2 tahun 1999 tentang partai 
politik, UU No. 3 tahun 1999 tentang pemilihan umum dan UU No. 4 
tahun 1999 tentang susunan dan kedudukan MPR, DPR, dan DPRD, 
telah memberi peluang berjalannya proses politik yang lebih 
demokratis dan lembaga-lembaga perwakilan berada dalam posisinya 
sebagai lembaga yang menyuarakan aspirasi rakyat, serta mengontrol 
jalanya pemerintahan dalam rangka check and balance. 


2. Kemandirian Lembaga Peradilan 
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Untuk mewujudkan negara yang bersih dan berwibawa 
berdasarkan prinsip good govermance peningkatan profesionalittas 
aparat penegak hukum dan kemandirian lembaga peradilan mutlak 
dilakukan. 


Selain itu akuntabilitas aparat penegak hukum dan lembaga 
yudikatif juga menjadi pilar yang menentukan dalam menegakkan 
asas penegakan hukum (rule of low) dan perwujudan peradilan. 


3. Profesionalitas dan Integritas Aparatur Pemerintah 


Perubahan paradigma aparatur negara dari birokrasi elitis 
menjadi birokrasi populis (pelayanan rakyat) harus dibarengi dengan 
peningkatan profesionalitas dan integritas moral jajaran birokrasi 
pemerintahan. Mental birokrasi untuk memberikan pelayanan ini, 
dalam lapangan pendidikan menjadi sangat penting karena gerakan 
intelektual memerlukan suasana, situasi, dan kondisi yang sangat 
kondusif bagi munculnya kreativitas dan inovasi baru. 


Akuntabilitas jajaran birokrasi akan berdampak pada naiknya 
akuntabilitas dan legitimasi birokrasi itu sendiri. Aparatur birokrasi 
yang mempunyai karakter tersebut dapat menjadikan pelayanan 
birokrasi secara cepat dan berkualitas serta efektif (Hidayat, 2005). 


4. Penguatan Partisipasi Masyarakat Madani 


Peningkatan partisipasi masyarakat adalah unsur penting lainya 
dalam merealisasikan pemerintahan yang good govermance. 
Partisipasi masyarakat sipil dalam proses kebijakan publik mutlak 
harus dilakukan dan difasilitasi pemerintah. Tanpa partisipasi 
masyarakat dalam pembangunan sama saja dengan membiarkan 
eksistensi pemerintahan yang kurang, bahkan tidak legitimate. 


Peran aktif masyarakat dalam proses kebijakan publik pada 
dasarnya dijamin oleh prinsip-prinsip HAM. Masyarakat mempunyai 
hak atas informasi, hak untuk menyampaikan usulan, dan juga hak 
untuk melakukan kritik terhadap berbagai kebijakan pemerintahan. 
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Kritik dapat dilakukan melalui lembaga-lembaga perwakilan, pers 
maupun dilakukan secara langsung lewat dialog-dialog terbuka 
dengan LSM, partai politik, organisasi massa, atau institusi sosial 
lainnya. 


5. Peningkatan Kesejahteraan Rakyat dalam Kerangka 
Otonomi Daerah 


Pengelolaan pemerintahan yang bersih dan berwibawa dapat 
dilakukan di semua tingkatan, baik pusat maupun daerah. Untuk 
merealisasikan prinsip-prinsip good govermance, kebijakan otonomi 
daerah dapat dijadikan sebagai media transformasi perwujudan model 
pemerintah yang menopang tumbuhnya kultur demokrasi di Indonesia. 


Lahirnya UU No. 32 tahun 2004 tentang pemerintahan telah 
diberikan kewenangan pada untuk melakukan pengelolaan dan 
memajukan masyarakat dalam politik, ekonomi sosial, dan budaya 
dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Dengan pelaksanan otonomi 
daerah tersebut, pencapaian tingkat kesejahteraan dapat diwujudkan 
secara lebih cepat yang pada akhirnya akan mendorong pada adanya 
kemandirian masyarakat. 


Dalam tata pemerintahan yang baru perlu dikembangkan 
hubungan yang sinergis antara warga dengan pemerintah, hal ini bisa 
dilakukan dengan melibatkan warga negara ikut serta dalam 
perumusan kebijakan dan implementasiannya. 


Tujuan diarahkan melalui komitmen pada misi organisasi bukan 
semata-mata pada program. Sehingga diharapkan akan muncul 
responsifitas dalam proses pencapaian tujuan yang diinginkan 
(Hidayat, 2005:230-231). 
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Tabel 3.1 


Karakteristik Govermance Baru 


Karakteristik 


Govermance Baru 


Birokrasi Klasik/ 
Ortodok 


Hubungan dengan 
warga negara 


Memumgkinkan adanya 
hubungan dan mengikut 
sertakan masyarakat 


Langsung dengan 
pengumuman 


Diarahkan dengan 


Goals Diarahkan dengan misi 
program 
Pena Proaktif dengan memberikan Pekat Nenen : 
kepada masalah- : individu sebagai 
kesempatan untuk kreatif : 
masalah solusi permasalahan 


Prilaku umum 


Desentralistis, kewira 
usahaan, pasar mengarahkan 
dalam penentuan pilihan 


Sentralistis, hirarkhi 


Perlakuan kepada 
warga negara 


Pelanggan, pemerintah 
dengan penekanan pada 
pelanggan 


Klien, pemerintah 
ditekankan kepada 
kepentingan spesifik 


Nilai-nilai sukses 


Mengembanngkan hasil 


Mengutamakan input 


yang berkepentingan 


3 . Keuntungan jangka 
Pengeluaran Keuntungan jangka panjang Bendek 
Jaringan aa Hera Hirarkhi, satu ukuran 
organisasi 8 p p untuk seluruh kondisi 


G. Upaya Membangun Good Govermance 


Jeremy Pope menawarkan strategi untuk memberantas korupsi 


yang mengedepankan kontrol 


dalam tindakan korupsi: 


1. Peluang korupsi 
2. Keinginan korupsi 


terhadap dua unsur paling berperan 
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Korupsi terjadi jika peluang dan keinginan datang dengan 
secara bersamaan. Karena dua itu, yang perlu dikontrol. Peluang dapat 
dikurangi dengan cara mengadakan perubahan sistematis, sedangkan 
keinginan dapat dikurangi dengan cara membalikkan siasat “laba 
tinggi, resiko rendah“, menjadi “laba rendah, resiko tinggi”, dengan 
cara menegakkan hukum dan menakuti secara efektif, dan 
menegakkan mekanisme akuntabilitas. 


Pada prinsipnya, korupsi tidak dapat ditangkal hanya dengan 
satu cara saja, karena “ konsep ibarat air “, ia akan mengalir ke segala 
tempat di mana ia dapat mengalir. Dengan demikian penangulanggan 
korupsi dilakukan dengan pendekatan komprehensif dan sistemik 
yaitu terkait, terpadu dan simultan. 


Mekanisme penangulangan korupsi dapat digambarkan, sebagai 
berikut : 


Politis Legal 
Education Religi 
Kelembagaan Good Govermance 
Gambar 3.1 


Mekanisme Penanggulangan Korupsi 


Pertama, adalah dari sisi politik yaitu adanya polical will dan 
politik action dari pejabat negara dan pimpinan lembaga pemerintahan 
pada setiap satuan keja organisasi untuk melakukan langkah proaktif 
pencegahan dan pemberantasan perilaku dan tindak pidana korupsi. 
Perdana Menteri RRC misalnya, ketika pertama kali dilantik berkata 
“menyiapkan 1000 peti plus satu, 1000 bagi para koruptor, dan satu 
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buah untuk dirinya sendiri, jika ia terbukti melakukan korupsi”. 
Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mencoba cara yang sama, 
dengan cara mengajak seluruh menteri melakukkan sumpah untuk 
tidak melakukan korupsi, membangun Komisi Pemberantasan Korupsi 
(KPK), memimpin gerakan pemberantasan korupsi, dan menghadirkan 
berbagai kasus korupsi dalam proses pengadilan. 


Kedua, penegakan hukum secara adil. Proses eksekusi mati bagi 
koruptor di Cina membuat sejumlah pejabat tinggi dan pengusaha 
menjadi jera untuk melakukan tindakan korupsi. Hal yang sama di 
negara-negara maju di Asia, seperti Korea Selatan. Sementara itu, 
Singapura dan Jepang termasuk negara yang paling ketat dengan 
ancaman bagi pelanggar korupsi. Tindakan tersebut diperlukan “Shock 
Therapy” untuk membuat tindak korupsi terhenti. 


Ketiga, membangun lembaga-lembaga yang mendukung upaya 
pencegahan korupsi, misalnya Komisi Ombudsman sebagai lembaga 
yang memeriksa pengaduan pelayanan administrasi publik yang 
buruk. Ombudsman tidak bersaing dengan pengadilan, dan bukan pula 
pengadilan, atau memeriksa badan pengadilan, karena peran lembaga 
ini lebih sebagai lembaga yang mendorong pemerintah untuk 
memperbaiki pelayanan. Pada beberapa negara, mandat Ombudsman 
mencakup pemeriksaan dan infeksi atas sistem administrasi untuk 
memastikan sistem administrasi pemerintahan mampu menangkap. Di 
Indonesia, juga dibentuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Tim 
Tastipikor (Tim Penuntasan Tindak Pidana Korupsi) dengan tugas 
melakukan investivigasi dan lembaga, khususnya aparatur di 
pemerintah yang melakukan korupsi. Selain lembaga bentukan 
pemerintah. masyarakat juga membentuk lembaga yang mengembang- 
kan misi tersebut seperti Indonesia Corruption Watch ICW) dam 
lain-lain. 


Keempat, membangun mekanisme penyelenggaraan 
pemerintahan yang menjamin terlaksananya praktek good & clean 
govermance, baik di sektor pemerintah, bisnis, nirlaba atau organisasi 
kemasyarakatan. selain itu membuat perangkat perundang-undangan 
yang mendukung pada upaya pencegahan tindakan korupsi, seperti: 
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UU Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak 
Pidana Korupsi, UU No 20 tahun 2001 tentang perubahan atas UU 
Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, 
UU Nomor 28 tahun 1999 tentang Penyelengaraan Negara Yang 
Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme dan peraturan 
perundang-undangan lainnya yang relevan. 


Kelima, memberikan pendidikan anti korupsi, baik melalui 
pendidikan formal (pendidikan dasar sampai perguruan tingi) maupun 
pendidikan non formal. Dalam pendidikan formal, sejak pendidikan 
pra-sekolah sampai perguruan tinggi, diajarkan bahwa korupsi adalah 
kejahatan, bentuk korupsi adalah mengambil barang yang bukan 
haknya. 


Keenam, gerakan religiusitas yaitu gerakan membangun 
kesadaran keagamaan dan mengembangkan sepiritualitas anti-korupsi, 
sehingga terbangun spiritual atmosphere dan budaya kerja yang anti- 
korupsi dalam lingkungan instansi pemerintah, dunia usaha, dan 
masyarakat (Hidayat, 2005:237-240). Wallahu A'lam. 
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Pendidikan dan 
Kesetaraan Gender 


Pendidikan adalah bimbingan secara sadar oleh pendidik kepada 
terdidik terhadap perkembangan jasmani dan rohani si terdidik menuju 
kepribadian yang lebih baik, yang pada hakikatnya mengarah pada 
pembentukan manusia yang ideal (Abudinnata, 101). Manusia ideal 
adalah manusia yang sempurna akhlagnya, yang nampak dan sejalan 
dengan misi kerasulan Nabi Muhammad SAW, yaitu 
menyempurnakan akhlak yang mulia. 


Langeveld seorang ahli pedagogik dari Belanda mengemukakan 
mendidik adalah memberi pertolongan secara sadar dan sengaja 
kepada seorang anak (yang belum dewasa) dalam pertumbuhannya 
menuju ke arah kedewasaan, dalam arti berdiri sendiri (self standing) 
dan bertanggung jawab susila atas segala tindakannya menurut 
pilihannya sendiri (Ahmadi, 1991). Sedangkan Prof. Rechey 
berpendapat bahwa pendidikan adalah suatu proses yang lebih luas 
daripada proses yang berlangsung di dalam sekolah saja. Pendidikan 
adalah suatu aktivitas sosial yang essensial yang memungkinkan 
masyarakat menjadi lebih kompleks dan modern. fungsi pendidikan 
ini mengalami peoses spesialisasi dan melembaga dengan pendidikan 
formal, yang tetap berhubungan dengan proses pendiddikan formal, 
yang tetap berhubungan dengan proses pendidikan informal di luar 
sekolah (Noor Syam, 1987). 
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Prof. Lodge di dalam bukunya yang berjudul “Philosophy of 
Education” menyatakan: Perkataan pendidikan dipakai kadang-kadang 
dalam pengertian yang lebih luas, atau kadang kadang dalam 
pengertian yang lebih sempit. 


...In the wider sense, all experience is said to the educative ... live is 
education and education is live (dalam pengertian luas, Semua 
pengalaman dapat dikatakan sebagai pendidikan ... hidup adalah 
pendidikan dan pendidikan adalah hidup). Selanjutnya dalam 
pengertian yang lebih sempit “pendidikan” dibatasi pada fungsi 
tertentu di dalam masyarakat yang terdiri atas penyerahan adat istiadat 
(tradisi) dengan latar belakang sosialnya, pandangan hidup 
masyarakat itu kepada warga masyarakat generasi berikutnya dan 
demikian seterusnya. Dalam pengertian sempit ini, “.... In the 
narrower sense, education becomes, in practice identical with 
schooling, i.e. formal instruction under controlled conditions” 
(pendidikan berarti bahwa prakteknya identik dengan sekolah yaitu 
pengajaran formal dalam kondisi-kondisi yang diatur) (Lodge, 1947) 


Pendidikan mengemban tugas untuk menghasilkan generasi 
yang baik, manusia-manusia yang lebih berkebudayaan, manusia 
sebagai individu yang memiliki kepribadian yang lebih baik. Nilai- 
nilai yang hidup dan berkembang di suatu masyarakat atau negara, 
Tujuan pendidikan adalah untuk mencapai suatu kehidupan yang lebih 
baik. 


A. Pengertian Gender 


Kata “Gender” berasal dari bahasa Inggris “gender” yang 
berarti jenis kelamin (Echols, 1983:265). Gender adalah perbedaan 
dan fungsi peran sosial yang dikonstruksikan oleh masyarakat, serta 
tanggung jawab laki-laki dan perempuan. Sehingga gender belum 
tentu sama di tempat yang berbeda, dan dapat berubah dari waktu ke 
waktu. 


Di dalam Women's Studies Enclyclopedia dijelaskan bahwa 
gender adalah suatu konsep kultural yang berupaya membuat 
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pembedaan (distinction) dalam hal peran, perilaku, mentalitas, dan 
karakteristik emosional antara laki-laki dan perempuan yang 
berkembang dalam masyarakat. 


Seks adalah jenis kelamin yang terdiri dari perempuan dan laki- 
laki yang telah ditentukan secara kodrat oleh Tuhan. Oleh karena itu 
tidak dapat ditukar atau diubah. Ketentuan ini berlaku sejak dahulu 
kala, sekarang dan berlaku selamanya. Sedangkan gender bukanlah 
kodrat ataupun ketentuan Tuhan. Oleh karena itu gender berkaitan 
dengan proses keyakinan bagaimana seharusnya laki-laki dan 
perempuan berperan dan bertindak sesuai dengan tata nilai yang 
terstruktur, ketentuan sosial dan budaya di tempat mereka berada. 
Dengan demikian gender dapat dikatakan pembedaan peran, fungsi, 
dan tanggung jawab antara perempuan dan laki-laki yang 
dibentuk/dikonstruksi oleh sosial budaya dan dapat berubah sesuai 
perkembangan zaman. 


Istilah “gender” sebenarnya mempunyai pengertian yang 
beragam dan relatif. Setiap feminis memiliki pandangan pribadi 
sendiri tentang gender. Kebanyakan kaum feminis memaknai gender 
sebagai hasil penjabaran sosial tentang jenis kelamin biologis. Mereka 
menolak pandangan bahwa gender dibangun berdasarkan jenis 
kelamin biologis, bahkan pandangan ini dianggap melebih-lebihkan 
perbedaan biologis dan membawa perbedaan tersebut ke dalam 
domain yang tidak relevan. Menurut kaum feminis, seharusnya tidak 
ada alasan biologis untuk mengharuskan perempuan menjadi lembut 
dan laki-laki harus tegas. Maka sebagai hasil konstruksi sosial, gender 
tidak bersifat alami dan karenanya bersifat lentur dan bisa berubah 
(Eckert and Sally, 2003:10). Dalam perkembangannya, istilah teknis 
“gender” yang telah didefinisikan sebagai konstruksi budaya, 
belakangan ini secara tajam berlawanan dengan jenis kelamin (sex) 
sebagai karakteristik biologis. 


Dari beragam uraian tentang definisi istilah ”gender” di atas, 
dapat disimpulkan bahwa pemaknaan ”gender” sebagai konstruk 
sosial sarat dengan nilai, ideologi, ambisi dan kepentingan kelompok 
tertentu. Konsep gender yang dibentuk secara sosial dimaksudkan 
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untuk tidak melihat perempuan sebagai kebalikan dari laki-laki yang 
lebih cocok untuk melahirkan anak, mengasuh, dan merawat. Maka 
kategori biologis male dan female ditentukan secara sosial dari peran 
yang diambil dari setiap manusia. 


Wacana kesetaraan gender dan isu diskriminasi terhadap 
perempuan kerap dihembuskan seiring mempromosikan perempuan 
untuk berperan di ranah publik. Padahal semestinya berperan di mana 
pun, boleh jadi merupakan konstruksi sosial sebuah masyarakat sesuai 
dengan nilai-nilai yang dianutnya. Menentukan peran adalah pilihan 
hidup yang tidak seharusnya dicampuri oleh pihak mana pun. Gender 
sebagai pemaknaan sosial yang diberikan kepada laki-laki dan 
perempuan tidak seharusnya menghilangkan keberagaman kultur 
dalam masyarakat dengan membentuk satu sistem sosial baru yang 
harus diikuti oleh semua perempuan lintas bangsa. 


Dengan demikian gender sebagai hasil konstruksi sosial yang 
berdasarkan pada relativisme seharusnya membiarkan berbeda setiap 
budaya yang dikonstruk oleh masyarakat, selama tidak menimbulkan 
kerugian mendasar dari salah satu jenis kelamin. 


B. Kesetaraan Gender 


Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 
perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai 
manusia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan 
politik, hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan 
dan keamanan nasional (hankamnas), serta kesamaan dalam 
menikmati hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga 
meliputi penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik 
terhadap laki-laki maupun perempuan. 


Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil 
terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti 
tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi 
dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. 
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Terwujudnya kesetaran dan keadilan gender ditandai dengan 
tidak adanya diskriminasi antara perempuan dan laki-laki, dan dengan 
demikian mereka memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan 
kontrol atas pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan 
adil dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti 
memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber daya 
dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan terhadap cara 
penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. Memiliki kontrol berarti 
memiliki kewenangan penuh untuk mengambil keputusan atas 
penggunaan dan hasil sumber daya. Sehingga memperoleh manfaat 
yang sama dari pembangunan. 


Bentuk-bentuk ketidakadilan akibat diskriminasi gender 
termanifestasikan ke dalam beberapa bentuk, diantaranya sebagai 
berikut (Handayani dan Sugiarti, 2008): 


1. Marginalisasi 


Marginalisasi sering disebut sebagai pemiskinan terhadap kaum 
perempuan atau disebut juga pemiskinan ekonomi. Dari segi 
sumbernya bisa berasal dari kebijakan pemerintah, keyakinan, 
tafsiran, agama, keyakinan tradisi dan kebiasaan atau bahkan asumsi 
ilmu pengetahuan. Marginalisasi perempuan dapat berarti peminggiran 
perempuan. Pertama, perempuan terpinggirkan dari pekerjaan 
produktif yang karena perempuan dianggap tidak memiliki 
keterampilan tinggi. Terlepas dari persoalan sektor yang digeluti 
perempuan, keterlibatan perempuan di sektor manapun dicirikan oleh 
“skala bawah”. Kedua, masalah yang dihadapi oleh buruh perempuan 
yaitu adanya kecenderungan perempuan terpinggirkan pada jenis-jenis 
pekerjaan yang berupah rendah, kondisi kerja buruk dan tidak 
memiliki kestabilan kerja. Ketiga, adalah marginalisasi dengan adanya 
feminisasi sektor-sektor tertentu. Saat ini banyak ditemukan industri 
yang sudah mulai dikuasai oleh perempuan, namun buruh perempuan 
tersebut tetap saja dilapisan paling bawah. Keempat, yaitu pelebaran 
ketimpangan ekonomi antara perempuan dan laki-laki yang 
diindikasikan oleh perbedaan upah atau gaji. 
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2. Subordinasi 


Subordinasi adalah anggapan bahwa perempuan tidak penting 
terlibat dalam pengambilan keputusan politik. Perempuan 
tersubordinasi oleh faktor-faktor yang dikonstruksikan secara sosial. 
Hal ini disebabkan karena belum terkondisikannya konsep gender 
dalam masyarakat yang mengakibatkan adanya diskriminasi kerja bagi 
perempuan. Anggapan sementara perempuan itu irrasional atau 
emosional, sehingga perempuan tidak bisa tampil memimpin, dan 
berakibat munculnya sikap yang menempatkan perempuan pada posisi 
yang tidak penting. Perempuan diidentikkan dengan jenis-jenis 
pekerjaan tertentu. Diskriminasi yang diderita oleh kaum perempuan 
pada sektor pekerjaan misalnya, persentase jumlah pekerja 
perempuan, penggajian, pemberian fasilitas, serta beberapa hak-hak 
perempuan yang berkaitan dengan kodratnya yang belum terpenuhi. 
Bentuk subordinasi terhadap perempuan yang menonjol adalah bahwa 
semua pekerjaan yang dikategorikan sebagai reproduksi dianggap 
lebih rendah dan menjadi subordinasi dari pekerjaan produksi yang 
dikuasai kaum laki-laki. Hal ini menyebabkan banyak laki-laki dan 
perempuan sendiri akhirnya menganggap bahwa pekerjaan domestik 
dan reproduksi lebih rendah dan ditinggalkan. Keyakinan gender 
ternyata ikut menyumbangkan diskriminasi terhadap posisi buruh 
perempuan dalam struktur perusahaan dan pabrik-pabrik. Misalnya, 
sebagian besar fasilitas untuk buruh perempuan yang berada di bawah 
standar dan “tidak ramah”. Kondisi kamar mandi dan toilet buruh 
(perempuan) jauh lebih buruk dan kotor dibanding fasilitas serupa 
untuk aparatur perusahaan. Air kamar mandi dan toilet buruh nyaris 
tidak bisa dipakai untuk membasuh wajah atau membersihkan tubuh 
karena berbau busuk dan kotor. Setiap hari mereka harus membawa 
minimal satu liter air botol untuk dipergunakan membersihkan tubuh 
masing-masing. 


3. Stereotip 
Stereotip adalah pelabelan terhadap suatu kelompok atau jenis 


pekerjaan tertentu. Stereotip adalah bentuk ketidakadilan. Secara 
umum stereotip merupakan pelabelan atau penandaan terhadap suatu 
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kelompok tertentu, dan biasanya pelabelan ini selalu berakibat pada 
ketidakadilan, sehingga dinamakan pelabelan negatif. Hal ini 
disebabkan pelabelan yang sudah melekat pada laki-laki, misalnya 
laki-laki adalah manusia yang kuat, rasional, jantan, dan perkasa. 
Sedangkan perempuan adalah makhluk yang lembut, cantik, 
emosional, atau keibuan. Dengan adanya pelabelan tersebut 
berdampak pada munculnya stereotip yang dikonstruksi oleh 
masyarakat sebagai hasil hubungan sosial tentang perbedaan laki-laki 
dan perempuan. Oleh karena itu perempuan identik dengan pekerjaan- 
pekerjaan di rumah, maka peluang perempuan untuk bekerja di luar 
rumah sangat terbatas, bahkan ada juga perempuan yang 
berpendidikan tidak pernah menerapkan pendidikannya untuk 
mengaktualisasikan diri. Akibat adanya stereotip (pelabelan) ini 
banyak tindakan-tindakan yang seolah-olah sudah merupakan kodrat. 


4. Kekerasan 


Kekerasan (violence) adalah suatu serangan (assault) terhadap 
fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan 
terhadap manusia ini sumbernya macam-macam, namun ada salah satu 
jenis kekerasan yang bersumber anggapan gender. Kekerasan ini 
disebut sebagai “gender-related violence”, yang pada dasarnya 
disebabkan oleh kekuasaan. 


Berbagai macam dan bentuk kejahatan yang dapat 
dikategorikan kekerasan gender ini, baik dilakukan di tingkat rumah 
tangga sampai di tingkat negara, bahkan tafsiran agama. Dalam 
hampir semua kelompok masyarakat, terdapat perbedaan tugas dan 
peran sosial atas laki-laki dan perempuan. Tanpa disadari, perbedaan 
tugas dan peran ini telah menghambat potensi dasar laki-laki dan 
perempuan dalam berbagai hal. Realitas ini menunjukkan bagaimana 
jenis kelamin telah menghambat seseorang untuk mempelajari ilmu 
pengetahuan tertentu, mengembangkan bakat dan minat dalam bidang 
tertentu dan sebagainya, semata-mata karena alasan bahwa hal itu 
telah pantas (secara sosial budaya) bagi jenis kelamin tertentu. Buruh 
perempuan yang bekerja di pabrik kerapkali mengalami kekerasan. 
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Misalnya: pelecehan seksual secara verbal maupun non-verbal yang 
dilakukan oleh para penyelia atau satpam. 


5. Beban Kerja 


Berkembangnya wawasan kemitrasejajaran berdasarkan 
pendekatan gender dalam berbagai aspek kehidupan, maka peran 
perempuan mengalami perkembangan yang cukup cepat. Namun, 
perlu dicermati bahwa perkembangan perempuan tidaklah 
“mengubah” peranannya yang “lama” yaitu peranan dalam lingkup 
rumah tangga (peran reproduktif). Maka dari itu perkembangan 
peranan perempuan ini sifatnya menambah, dan umumnya perempuan 
mengerjakan peranan sekaligus untuk memenuhi tuntutan 
pembangunan. Untuk itulah maka beban kerja perempuan terkesan 
berlebihan. Karena adanya anggapan bahwa kaum perempuan bersifat 
memelihara, rajin dan tidak akan menjadi kepala rumah tangga, maka 
akibatnya semua pekerjaan domestik menjadi tanggung jawab kaum 
perempuan. Oleh karena itu perempuan menerima beban ganda, selain 
harus bekerja domestik, mereka masih harus bekerja membantu 
mencari nafkah. 


C. Keadilan Gender 


Kesetaraan dan Keadilan Gender (KKG) menjadi isu yang 
sangat penting dan sudah menjadi komitmen bangsa-bangsa di dunia 
termasuk Indonesia, sehingga seluruh negara menjadi terikat dan harus 
melaksanakan komitmen tersebut. Upaya mewujudkan Kesetaraan dan 
Keadilan Gender (KKG), di Indonesia dituangkan dalam Rancangan 
Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2004-2009, 
Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program Pembangunan 
Nasional (PROPENAS) 2000-2004, dan dipertegas dalam Instruksi 
Presiden No. 9 tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) 
dalam Pembangunan Nasional, mengamanatkan kepada seluruh 
departemen maupun lembaga non-departemen dan pemerintah 
provinsi dan kabupaten atau kota untuk melakukan pengarusutamaan 
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gender dalam perencanaan, pelaksanaan, pemantauan dan penilaian 
dari seluruh kebijakan dan program pembangunan. 


Kesetaraan gender berarti kesamaan kondisi bagi laki-laki dan 
perempuan untuk memperoleh kesempatan serta hak-haknya sebagai 
manuia, agar mampu berperan dan berpartisipasi dalam kegiatan 
politik,hukum, ekonomi, sosial budaya, pendidikan dan pertahanan 
dan keselamatan kerja nasional, serta kesamaan dalam menikmati 
hasil pembangunan tersebut. Kesetaraan gender juga meliputi 
penghapusan diskriminasi dan ketidakadilan struktural, baik terhadap 
laki-laki maupun perempuan. 


Keadilan gender adalah suatu proses dan perlakuan adil 
terhadap perempuan dan laki-laki. Dengan keadilan gender berarti 
tidak ada pembakuan peran, beban ganda, subordinasi, marginalisasi 
dan kekerasan terhadap perempuan maupun laki-laki. Kesetaraan dan 
keadilan gender adalah suatu kondisi dimana porsi dan siklus sosial 
perempuan dan laki-laki setara, serasi, seimbang dan harmonis. 
Kondisi ini dapat terwujud apabila terdapat perlakuan adil antara 
perempuan dan laki-laki. Penerapan kesetaraan dan keadilan gender 
harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional, bukan 
berdasarkan perhitungan secara matematis dan tidak bersifat universal. 


Keadilan merupakan suatu perlakuan yang adil kepada laki-laki 
dan perempuan dalam pelaksanaan peraturan. Wujud Kesetaraan dan 
Keadilan Gender adalah: 


1. Akses: Kesempatan yang sama bagi perempuan dan laki-laki 
pada sumber daya pembangunan. Contoh: memberikan 
kesempatan yang sama memperoleh informasi pendidikan dan 
kesempatan untuk meningkatkan karir bagi PNS laki-laki dan 
perempuan. 


2. Partisipasi: Perempuan dan laki-laki berpartisipasi yang sama 
dalam proses pengambilan keputusan. Contoh: memberikan 
peluang yang sama antara laki-laki dan perempuan untuk ikut 
serta dalam menentukan pilihan pendidikan di dalam rumah 
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tangga, melibatkan calon pejabat struktural baik dari pegawai 
laki-laki maupun perempuan yang berkompetensi dan 
memenuhi syarat ”Fit and Proper Test” secara obyektif dan 
transparan. 


Kontrol: perempuan dan laki-laki mempunyai kekuasaan yang 
sama pada sumber daya pembangunan. Contoh: memberikan 
kesempatan yang sama bagi PNS laki-laki dan perempuan 
dalam penguasaan terhadap sumber daya (misalnya: 
sumberdaya materi maupun non-materi daerah) dan mempunyai 
kontrol yang mandiri dalam menentukan apakah PNS mau 
meningkatkan jabatan struktural menuju jenjang yang lebih 


tinggi 


Manfaat: Pembangunan harus mempunyai manfaat yang sama 
bagi perempuan dan laki-laki. Contoh: Program pendidikan dan 
latihan (Diklat) harus memberikan manfaat yang sama bagi 
PNS laki-laki dan perempuan. Terwujudnya kesetaran dan 
keadilan gender ditandai dengan tidak adanya diskriminasi 
antara perempuan dan laki-laki, dan dengan demikian mereka 
memiliki akses, kesempatan berpartisipasi, dan kontrol atas 
pembangunan serta memperoleh manfaat yang setara dan adil 
dari pembangunan. Memiliki akses dan partisipasi berarti 
memiliki peluang atau kesempatan untuk menggunakan sumber 
daya dan memiliki wewenang untuk mengambil keputusan 
terhadap cara penggunaan dan hasil sumber daya tersebut. 
Memiliki kontrol berarti memiliki kewenangan penuh untuk 
mengambil keputusan atas penggunaan dan hasil sumber daya. 
Sehingga memperoleh manfaat yang sama dari pembangunan. 
Wallahu A'lam. 
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Akuntabilitas dalam 
Pendidikan 


Tatanan kehidupan masyarakat yang semrawut (chaos) 
merupakan akibat dari system perekonomian yng tidak kuat, telah 
mengantarkan bangsa pada krisis yang berkepanjangan. Krisis yang 
terjadi dalam berbagai bidang kehidupan sebenanrnya bersumber dari 
rendahnya kualitas, kemampuan, dan semangat kerja. Secara jujur 
dapat kita katakana bahwa bangsa ini belum mampu mandiri dan 
terlalu banyak mengandalkan intervensi pihak asing. Meskipun 
agenda reformasi terus digulirkan untuk memperbaiki sendi-sendi 
kekuatan dengan menetapkan prioritas tertentu, hal tersebut belum 
berlangsung secara kaffah (menyeluruh), baru pada tahap mencari 
siapa bersalah (Mulyasa, 2004:3). 


Pendidikan merupakan bagian penting dari proses 
pembangunan nasional yang ikut menentukan pertumbuhan ekonomi 
suatu negara. Sistem tata kelola pendidikan akan berkembang baik 
manakala dilaksanakan melalui sistem yang baik oleh para pengelola 
yang bersih dan profesional sehingga akan terwujud tata kelola 
pendidikan yang bersifat accountable. 


Perbaikan — manajemen pendidikan — diarahkan — untuk 
memberdayakan sekolah sebagai unit pelaksanaan terdepan dalam 
kegiatan belajar mengajar di sekolah. Hal ini dimaksudkan agar 
sekolah lebih mandiri dan bersifat kreatif, dapat mengembangkan 
iklim kompetitif antar sekolah di wilayahnya, serta bertanggungjawab 
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terhadap stakeholder (orang-orang atau golongan yang memiliki 
kepentingan bersama dalam suatu tindakan tertentu, dan 
konsekuensinya, serta yang dipengaruhi olehnya (Welsh dan McGinn, 
1998). Pendidikan, khususnya orang tua dan masyarakat di era 
otonomi ini akan menjadi dewan sekolah. Dalam pelaksanaannya, 
manajemen pendidikan harus lebih terbuka, accountable, 
mengoptimalkan partisipasi orang tua dan masyarakat, serta dapat 
mengelola semua sumber daya yang tersedia di sekolah dan 
lingkungannya untuk digunakan seluas-luasnya bagi peningkatan 
prestasi siswa dan mutu pendidikan pada umumnya (Sidi, 2003:20). 


Nilai dan kultur, serta matinya perasaan terdesak menjadi faktor 
penghadang dalam merealisasikan akuntabilitas pendidikan. 
Walaupun demikian, sebagaimana kita sudah melihat, proses 
reformasi pendidikan itu kompleks. Namun, agenda itu harus jelas dan 
sederhana, serta siap untuk dikomunikasikan ke stakeholders 
pendidikan, khususnya orangtua dan masyarakat. Bagi para peserta, 
proses reformasi harus mengatur dirinya sendiri berdasarkan 
pengalaman belajar yang bermanfaat luas. Oleh karena itu, hanya 
dengan kemauan dan visi perubahan niscaya prinsip akuntabilitas 
dapat membumi di sekolah (Connel, 2004:85). 


Perlu disadari bahwa, manajemen sekolah sangat berbeda 
dengan manajemen bisnis dan merupakan bagian dari manajmen 
Negara. Namun, manajemen sekolah tidak persis sama dengan 
manajemen Negara. Kalau manajemen Negara mengejar kesuksesan 
program baik rutin maupun pembagunan, maka manajemen sekolah 
mengejar kesuksesan pekembangan anak manusia melalui pelayanan- 
pelayanan pendidikan yang memadai. Dengan demikian, manajemen 
bisnis maupun manejemen Negara tidak dapat diterapkan begitu saja 
dalam dunia pendidikan (Siagian, 1989:8). 


Pada saat ini tuntutan akan manajemen pendidikan yang 
accountable terus disuarakan banyak pihak, namun belum semua 
aparatus pendidikan menyambutnya. Karena hal ini sangat berkaitan 
dengan persoalan kemauan, kemampuan, persepsi, dan kepercayaan 
pelaksana pendidikan dalam mengoptimalkan layanan pendidikan 
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sesuai dengan prinsip accountable dan perkembangan zaman. Dalam 
hal ini, pemerintah juga sudah mengaturnya dalam PerMenDikNas No 
14 Tahun 2006 tentang Laporan Akuntabilitas Kinerja pasal 1 ayat 1 
yang berbunyi: ”Setiap pimpinan unit utama di lingkungan 
Departemen Pendidikan Nasional wajib menyampaikan laporan 
perkembangan capaian kinerja unit kerjanya masing-masing termasuk 
unit pelaksana teknis yang jadi binaannya pada Rapat Pimpinan 
Tingkat Menteri setiap bulan.” 


Adapun visi dan misi pendidikan tinggi dalam era globalisasi 
meliputi: akuntabilitas, relevansi, kualitas, otonomi kelembagaan, 
jaringa kerja sama, kompetitif dan kualitas yang ada dalam lembaga 
tersebut (Tilaar, 2004:110). 


A. Pengertian Akuntabilitas Pendidikan 


Akuntabilitas berasal dari bahasa Latin, yaitu: accomptare 
(mempertanggungjawabkan) bentuk kata dasar  computare 
(memperhitungkan) yang juga berasal dari kata putare (mengadakan 
perhitungan). Sedangkan kata itu sendiri tidak pernah digunakan 
dalam bahasa Inggris secara sempit tetapi dikaitkan dengan berbagai 
istilah dan ungkapan seperti keterbukaan (openness), transparansi 
(transparency), aksesibilitas (accessibility), dan berhubungan kembali 
dengan publik (reconnecting with the public). 


Akuntabilitas — adalah — kewajiban untuk memberikan 
pertanggungjawaban atau menjawab dan menerangkan kinerja 
seseorang/badan — hukum/pimpinan suatu organisasi tentang 
pengeleloaan dan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan 
kebijakan termasuk keberhasilan atau kegagalan dalam mencapai 
tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui media 
pertanggungjawaban berupa laporan pelaksanaan (akuntabilitas 
kinerja) secara periodik kepada pihak yang memiliki hak/yang 
berkewajiban untuk meminta keterangan atau pertanggungjawaban. 
Menurut J.B. Ghartey, akuntabilitas ditujukan untuk mencari jawaban 
terhadap pertanyaan yang berhubungan dengan pelayanan apa, siapa, 
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kepada siapa, milik siapa, yang mana, dan bagaimana. Dengan 
demikian, maka akuntabilitas adalah suatu keadaan performan para 
petugas yang mampu bekerja dan dapat memberikan hasil kerja sesuai 
dengan kriteria yang telah di tentukan bersama, sehingga memberikan 
rasa puas kepada pihak lain yang berkepentingan. 


Pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk 
mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta 
didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki 
kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya 
dan masyarakat. Menurut UU No. 20 tahun 2003 pendidikan adalah 
usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan 
proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan 
potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaaan, 
pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta 
ketrampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan Negara. 


Sedangkan akuntabilitas pendidikan adalah suatu kewajiban 
untuk memberikan pertanggungjawaban/menjawab dan menerangkan 
kinerja institusi pendidikan kepada pihak yang memiliki hak, seperti: 
dinas pendidikan, masyarakat/orang tua peserta didik/publik tentang 
segala sesuatu mengenai kinerja yang telah dilaksanakan dalam 
mengelola pendidikan. Akuntabilitas pendidikan merupakan 
paradigma pendidikan yang menuntut masyarakat untuk menjadi 
bagian dari terselenggaranya akuntabilitas pendidikan, bukan 
pengawas pendidikan. Karena unsur pengawasan hanya bersifat 
administrasi dan dilakukan oleh birokrasi. 


Semakin besar partisipasi masyarakat di dalam pendidikannya, 
maka semakin tinggi pula akuntabilitas pendidikan, termasuk di dalam 
relevansi pendidikan terhadap kebutuhan yang nyata dalam 
masyarakat. Demikianlah demokratisasi pendidikan menuntut 
desentralisasi penyelenggaraan pendidikan dengan segala aspek di 
dalamnya, sehingga akan terwujud masyarakat madani yang 
berdasarkan pada kebhinekaan budaya Indonesia yang secara 
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keseluruhannya menentukan akuntabilitas pendidikan dan relevansi 
pendidikan (Tilaar, 2004:90). 


Sumber pendanaan pendidikan ditentukan berdasarkan prinsip 
keadilan, kecukupan, dan keberlanjutan (pasal 47 ayat 1). Dalam 
memenuhi tuntutan-tuntutan tersebut maka pemerintah pusat, 
pemerintah daerah, dan masyarakat mengerahkan sumber daya yang 
ada sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (pasal 
47 ayat 2). Oleh karena itu, maka pengelolaan dana pendidikan harus 
berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas 
publik. Akuntabilitas publik adalah kewajiban pihak pemegang 
amanah (agent) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, 
melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang 
menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (principal) 
yang memiliki hak dan kewenangan untuk meminta 
pertanggungjawaban tersebut (Peraturan Pemerintah pasal 48 ayat 2 
Tahun 2008). 


Hal ini berkaitan dengan masalah pengawasan pendidikan yang 
diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem 
Pendidikan Nasional Bab XIX Pasal 66 ayat 1 dan 2 yang 
menyebutkan bahwa pengawasan dilakukan oleh pemerintah, 
pemerintah daerah, dewan pendidikan, dan komite sekolah/madrasah. 
Pengawasan yang dimaksud dilakukan dengan prinsip transparansi 
dan akuntabilitas publik. Namun, jika berkaitan dengan unsur 
administrasi dan dana-dana dari pemerintah, maka sifatnya bukan lagi 
pengawasan, tetapi akuntabilitas pendidikan sebagai salah satu inti 
profesionalisme. 


Akuntabilitas pendidikan sebagai salah satu program dan 
kegiatan pendidikan hanya bisa terwujud apabila upaya pemberdayaan 
pengawas pendidikan dilakukan secara kontinuitas dan selalu 
konsisten, dengan pengawas pendidikan maka akuntabilitas 
pendidikan akan menjadi penopang utama untuk mewujudkan good 
governmant. 
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Akuntabilitas : . 
: Akreditasi 


Sedangkan pengawas kegiatan pendidikan menurut Ace (2007), 
harus melakukan sinergi dengan ketiga pilar, yakni: pemerintah 
swasta, pengusaha dan masyarakat secara serentak simultan dan 
seimbang. Selain itu pengawasan pendidikan juga harus melakukan 
koordinasi dengan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota 
untuk mencapai profesionalisme dalam akuntabilitas pendidikan. 


Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan yang 
dituangkan dalam UU Sisdiknas 2003 bab III tentang prinsip 
penyelenggaraan pendidikan (pasal 4) menyebutkan bahwa 
pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan, serta 
tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai 
keagamaan , nilai kultural, dan kemajemukan bangsa (ayat 1). Karena 
pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan 
pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat (ayat 
3), serta dengan memberdayakan semua komponen masyarakat, 
melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu 
layanan pendidikan. 


Apabila pendidikan disingkirkan dari tanggung jawab dan 
partsipasi masyarakat, maka pendidikan itu akan menjadi asing dari 
masyarakat karena tidak memberikan jawaban terhadap kebudayaan 
nyata. Dengan kata lain pendidikan yang terlepas dari masyarakat dan 
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budaya masyarakatnya, adalah kebudayaan yang tidak memiliki 
akuntabilitas. 


B. Tujuan dan Manfaat Akuntabilitas dalam 
Pendidikan 


1. Tujuan Akuntabilitas dalam Pendidikan 


Tujuan akuntabilitas pendidikan adalah agar terciptanya 
kepercayaan publik terhadap sekolah. Kepercayaan publik yang tinggi 
akan sekolah dapat mendorong partisipasi yang lebih tinggi pula 
terhadap pengelolaan manajemen sekolah. Sekolah akan dianggap 
sebagai agen bahkan sumber perubahan masyarakat. 


Selain itu, tujuan akuntabilitas adalah menilai kinerja sekolah 
dan kepuasaan publik terhadap pelayanan pendidikan yang 
diselenggarakan oleh sekolah, untuk mengikutsertakan publik dalam 
pengawasan pelayanan pendidikan dan untuk mempertanggung 
jawabkan komitmen pelayanan pendidikan kepada publik. Rumusan 
tujuan akuntabilitas di atas hendak menegaskan bahwa akuntabilitas 
bukanlah akhir dari sistem penyelenggaran manajemen sekolah, tetapi 
merupakan faktor pendorong munculnya kepercayaan dan partisipasi 
yang lebih tinggi lagi. Bahkan, boleh dikatakan bahwa akuntabilitas 
baru sebagai titik awal menuju keberlangsungan manajemen sekolah 
yang berkinerja tinggi. 


2. Manfaat Akuntabilitas dalam Pendidikan 
Akuntabilitas mampu membatasi ruang gerak terjadinya 
perubahan dan pengulangan, dan revisi perencanaan. Sebagai alat 
kontrol, akuntabilitas memberikan kepastian pada aspek-aspek penting 


perencanaan, antara lain (Mulyasa, 2004:25): 


a. Sekolah dapat mengoptimalkan sumber daya yang tersedia 
untuk memajukan sekolahnya, karena bisa lebih mengetahui 
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peta kekuatan, kelemahan, peluang dan ancaman yang mungkin 
dihadapi. 

Sekolah lebih mengetahui kebutuhan lembaganya, khususnya 
input dan output pendidikan yang akan dikembangkan dan 
didayagunakan dalam proses pendidikan sesuai dengan tingkat 
perkembangan dan kebutuhan peserta didik. 

Pengambilan keputusan partisipatif yang dilakukan dapat 
memenuhi kebutuhan sekolah karena sekolah lebih tahu apa 
yang terbaik bagi sekolahnya. 

Penggunaan sumber daya pendidikan lebih efisien dan efektif 
apabila masyarakat turut serta mengawasi. 

Keterlibatan warga sekolah dalam pengambilan keputusan 
sekolah menciptakan transparansi dan demokrasi yang sehat. 
Sekolah bertanggung jawab tentang mutu pendidikan di 
sekolahnya kepada pemerintah, orang tua, peserta didik dan 
masyarakat. 

Sekolah dapat bersaing dengan sehat untuk meningkatkan mutu 
pendidikan. 

Sekolah dapat merespon aspirasi masyarakat yang berubah 
dengan pendekatan yang tepat dan cepat. 


C. Institusionalisasi Manajemen Pendidikan Sesuai 


dengan Jiwa Otonomi Daerah 


Pendidikan yang berorientasi kepada masyarakat dan yang 


dimiliki oleh masyarakat lokal meminta lembaga-lembaga yang baru 
berdasarkan paradigma pengembangan dan kebudayaan yang telah 
dikemukakan. Dengan sendirinya kantor-kantor dinas vertikal seperti 
kanwil-kanwil dihapuskan. Sesuai dengan bentuk-bentuk otonomi 
daerah, desentralisasi, dekonsentrasi (pelimpahan wewenang dari 
pemerintah tingkat atas ke tingkat lebih rendah), dan tenaga 
perbantuan maka lembaga-lembaga yang ada di daerah perlu 
disesuaikan. 
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1. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi 


Dengan hilangnya kantor-kantor wilayah, maka yang ada di 
provinsi ialah Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi. Tentunya 
fungsi utama dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi ialah 
melaksanakan tugas-tugas dekonsentrasi misalnya di dalam menjaga 
standar mutu pendidikan nasional. Dengan tugas ini Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi melakukan koordinasi di dalam berbagai 
bidang yang belum dapat dilaksanakan oleh kabupaten/kota misalnya 
penyediaan tenaga guru dan manajemen pendidikan, peningkatan 
mutu guru melalui program-program penataran dengan menggunakan 
lembaga-lembaga yang ada seperti Balai Penataran Guru dan 
universitas-universitas yang ada di daerah. Yang menjadi tugas 
pemerintah pusat ialah menyiapkan rambu-rambu yang dapat 
digunakan oleh daerah di dalam penyusunan kurikulumnya. 


Demikian pula tugas Badan Akreditasi Nasional yang selama 
ini sangat setralistik diubah menjadi Badan Akreditasi Regional yang 
harus dilepaskan dari unsur-unsur birokrasi yang sentralistis. Di dalam 
Badan Akreditasi Regional ini peranan masyarakat antar daerah sangat 
menentukan. 


Di dalam melaksanakan fungsi dan peranan Dinas Pendidikan 
dan Kebudayaan Provinsi adalah sangat menentukan jika bekerja sama 
erat dengan lembaga-lembaga pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi di 
daerah harus berorientasi ke daerah dan bukan menjadi pengikut- 
pengikut setia pemerintah pusat dengan standarnya yang semu itu. 
Barangkali di setiap provinsi perlu diadakan suatu lembaga koordinasi 
pendidikan provinsi yang bukan merupakan suatu lembaga birokrasi. 


2. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota 


Pada tingkat kabupaten/kota inilah terletak makna otonomi 
daerah. Oleh sebab itu Dinas Pendidikan dan Kebudayaan menjadi 
sangat penting karena akan merupakan lembaga yang menjalankan 
kegiatan pendidikan di kabupaten/kota. Hal ini berarti dinas tersebut 
harus memiliki kemampuan-kemampuan dari kegiatan perencanaan 
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sampai pada pelaksanaan evaluasi seluruh jenis dan tingkat 
pendidikan yang berada di kabupaten/kota tersebut. Sebagai lembaga 
yang mempersiapkan sumber daya manusia yang diperlukan oleh 
kabupaten, maka dinas ini perlu kerjasama yang sangat erat dengan 
sumber daya manusia di berbagai bidang, seperti: pertanian, industri, 
perdagangan, tambang, perhubungan dan sebagainya perlu 
diintegrasikan dengan rancangan pengembangan bidang pendidikan 
dan kebudayaan. Termasuk pula di sini pengembangan kebudayaan 
daerah yang terdapat di kabupaten/kota tersebut. 


Sebagaimana juga pada tingkat Provinsi, dinas pada tingkat 
kabupaten/kota perlu dibantu oleh suatu badan koordinasi 
pengembangan pendidikan di kabupaten/kota yang beranggotakan 
seluruh unsur masyarakat. Badan ini akan mengadakan berbagai usaha 
koordinasi segala sumber yang menguntungkan perkembangan 
pendidikan dan kebudayaan serta dapat mengatasi dan memanfaatkan 
sumber-sumber pendidikan secara optimal. Hal-hal yang merupakan 
tanggung jawab pemerintah pusat yang didekonsentrasikan kepada 
provinsi dapat dibicarakan bersama antar kabupaten/kota (Tilaar, 
2004:96-98). 


3. Hubungan Kemitraan antara Masyarakat Pemda 
Kabupaten, Pemda Provinsi, Pemerintah Pusat dan 
Universitas di dalam Pelaksanaan Pendidikan yang 
Berwawasan Kemitraan 


Seperti yang ditentukan di dalam Undang-Undang No. 23 Tahun 
1999 tentang Pemerintahan Daerah, Kabupaten mempunyai Otonomi 
yang seluas-luasnya, provinsi mempunyaai wewenang koordinatif, 
dan Pemerintah Pusat mempunyai wewenang di dalam menentukan 
kebijakan-kebijakan umum. Antara Pemda Kabupaten dengan Pemda 
Provinsi terdapat hubungan koordinatif dan konsultatif, sedangkan 
antara Pemda Provinsi dan Pemerintah Pusat terdapat hubungan 
akuntabilitas vertical (vertical accountability). Pertanggungjawaban 
vertikal adalah adalah pertanggungjawaban atas pengelolaan dana 
kepada otoritas yang lebih tinggi, misal pertanggungjawaban unit-unit 
kerja (dinas) kepada pemerintah daerah, pertanggungjawaban 
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pemerintah daerah kepada pemerintah pusat, dan pemerintah pusat 
kepada MPR. Sedangkan akuntabilitas horizontal (horizontal 
accountability) adalah pertanggungjawaban kepada masyarakat luas. 


Apabila masyarakat dan Pemda Kabupaten terdapat 
akuntabilitas horizontal yang artinya kedua-duanya mempertanggung 
jawabkan kebijakan pendidikan terhadap masyarakat local, maka 
Pemda Provinsi dan Pemerintah Pusat mempunyai tanggung jawab di 
dalam akuntabilitas vertikal misalnya di dalam penentuan standar 
pendidikan nasional, penggunaan bahasa Indonesia sebagai sarana 
keutuhan persatuan Negara. Pemda Provinsi yang mempunyai tugas 
koordinatif dan melaksanakan tugasnya untuk mengkoordinasikan 
kegiatan-kegiatan pendidikan dan kebudayaan antar Pemda-Pemda 
setempat (Tilaar, 2004:106). 


4. Pusat Jaringan Kerjasama Regional dalam Bidang 
Pendidikan 


Telah kita lihat perlunya suatu perubahan wawasan di dalam 
penyelenggaraan pendidikan yaitu memberikan peranan yang besar 
kepada masyarakat di dalam menyelenggarakan pendidikan. 
Masyaraka, bersama-sama dengan Pemda, bertanggungjawab terhadap 
mutu pendidikan di daerahnya. Penyelenggaraan tersebut dibantu oleh 
wewenang provinsi menkoordinasikan kegiatan-kegiatan pendidikan 
di daerahnya dengan bantuan Universitas di daerah. Oleh sebab 
pengalaman kita di dalam penyelenggaraan pendidikan yang lahir dari 
dan untuk masyarakat masih sangat baru, maka diperlukan saling 
membantu di dalam memberikan atau pertukaran informasi yang 
bermanfaat bagi masing-masing daerah. Dengan demikian 
pelaksanaan otonomi daerah di dalam bidang pendidikan dan 
kebudayaan akan lebih cepat dan lebih bermutu. Di dalam kaitan ini 
dirasa perlu adanya jaringan kerja sama. Sebagai ilustrasi, daerah Jawa 
dan Bali boleh dikatakan mempunyai karakteristik penduduk dan 
budaa serta ekologi yang hemogeni serta didukung oleh sarana 
transportasi yan lebih baik, memungkinkan dijalinnya jaringan kerja 
sama yang saling menguntungkan antar-daerah. 
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Melihat pada fungsi Universitas di daerah sebagai pusat yang 
mempunyai kemampuan dan kedudukan yang otonom maka lembaga 
universitas di daerah dapat dijadikan pusat jaringan kerja sama untuk 
masing-masing provinsi. Universitas di daerah tersebut brfungsi bukan 
hanya sebagai clearing house dari hasil uji-coba dan pusat informasi, 
tetapi juga dapat dijadikan sebagai mitra penarik gerbong reformasi 
pendidikan di daerah. 


Lulusan pendidikan yang dianggap telah memenuhi semua 
persyaratan dan memiliki kompetensi yang dituntut berhak mendapat 
sertifikat. Lembaga pendidikan beserta perangkat-perangkatnya yang 
dinilai mampu menjamin produk yang bermutu disebut sebagai 
lembaga terakreditasi (accredited). Lembaga pendidikan yang 
terakreditasi dan dinilai mampu untuk menghasilkan lulusan bermutu, 
selalu berusaha menjaga dan menjamin mutunya sehingga dihargai 
oleh masyarakat adalah lembaga pendidikan yang akuntabel. 
Akuntabilitas menyangkut dua dimensi, yakni akuntabilitas vertikal 
dan akuntabilitas horisontal. Akuntabilitas vertikal menyangkut 
hubungan antara pengelola sekolah dengan masyarakat, sekolah dan 
orang tua siswa, sekolah dan instansi di atasnya (Dinas pendidikan). 


Sedangkan akuntabilitas horisontal menyangkut hubungan 
antara sesama warga sekolah, antara kepala sekolah dengan komite, 
dan antara kepala sekolah dengan guru. Komponen pertama yang 
harus melaksanakan akuntabilitas adalah guru. Hal ini karena inti dari 
seluruh pelaksanaan manajemen sekolah adalah proses belajar 
mengajar. Pihak pertama di mana guru harus bertanggung jawab 
adalah siswa. Guru harus dapat melaksanakan ini dalam tugasnya 
sebagai pengajar. Akuntabilitas dalam pengajaran dilihat dari 
tanggung jawab guru dalam hal membuat persiapan, melaksanakan 
pengajaran, dan mengevaluasi siswa. 


D. Pelaksana Akuntabilitas dalam Pendidikan 


Sejarah pertumbuhan peradaban manusia banyak menunjukkan 
bukti bahwa salah satu faktor yang menentukan keberhasilan dan 
keberlangsungan organisasi adalah kuat tidaknya kepemimpinan. 
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Kepala sekolah merupakan motor penggerak, penentu arah 


kebijaka sekolah, yang akan menentukan bagaimanga tujuan-tujuan 
sekolah dan pendidikan dapat direalisasikan. Sehubungan dengan itu, 
kepemimpinan kepala sekolah yang efektif harus memenuhi kriteria 
berikut ini: 


1. 


2. 


Mampu memberdayakan guru-guru untuk melaksanakan proses 
pembelajaran dengan baik, lancar, dan produktif. 

Dapat menyelesaikan tugas dan pekerjaan sesuai dengan waktu 
yang telah ditetapkan. 

Mampu menjalin hubungan yang harmonis dengan masyarakat 
sehingga dapat melibatkan mereka secara aktif dalam rangka 
mewujudkan tujuan sekolah dan pendidikan. 

Berhasil menerapkan prinsip kepemimpinan yang sesuai 
dengan tingkat kedewasaan guru dan pegawai lain di sekolah. 
Bekerja dengan tim manajemen. 

Berhasil mewujudkan tujuan sekolah secara produktif sesuai 
dengan ketentuan yang telah ditetapkan (Mulyasa, 2004:126). 


Pelaksana akuntabilitas ditekankan pada guru, administrator, 


orang tua siswa, masyarakat serta orang-orang luar lainnya. Di dalam 
perencanaan participatory, yaitu perencanaan yang menekankan sifat 
lokal atau desentralisasi, berikut ini adalah pihak-pihak yang 
melaksanakan akuntabilitas: 


1. 


Guru, sebab guru yang paling banyak menangani dan bergaul 
denga siswa sebagi objek yang dididik dan sebagai subjek yang 
dikembangkan. Karena tujuan pendidikan adalah 
mengembangkan siswa melalui proses pendidikan. 
Administrator meliputi kepala sekolah, para kepala kantor 
pendidikan, para ketua jurusan, para dekan, para rektor. Karena 
pengaturan lembaga pendidikan secara keseluruhan ada di 
tangan mereka. 

Kelompok minoritas dengan adanya kelompok ini diharapkan 
ada perhatian yang lebih terhadap pendidikan anak-anaknya 
tergantung kepada kelompok tersebut agar pada perjalanan 
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zaman tidak saling menguasai satu sama lain di antara 
kelompok yang ada. 

4. Orang tua siswa. Karena tanggung jawab pendidikan tidak 
hanya terletak pada personalia pendidikan di lembaga 
pendidikan, melainkan juga pada orang tua dan masyarakat. 
Orang tua dan masyarakat perlu bekerjasama membina anak- 
anak agar pendidikan di sekolah dan di rumah menjadi 
singkron. 

5. Ahli psikometri, mereka diajak untuk menemukan konsep- 
konsep baru dan tempat konsultasi dalam pembuatan tes. 

6. Orang-orang luar lainnya. Yaitu semua orang yang ada di 
dalam lingkungan pendidikan yang ikut andil dalam 
pengembangan pendidikan, misal warga masyarakat dan tokoh- 
tokoh masyarakat (Pidarta, 2005:35). 


Sedangkan urutan akuntabilitas pada personalia yaitu: 


1. Manajer/administrator/ketua lembaga, sesuai dengan fungsinya 
sebagai manajer. 

2. Ketua perencana, yang dianggap paling bertanggungjawab atas 
keberhasilan perencanaan. Ketua perencana adalah dekan, 
rektor, kepala sekolah, atau pimpinan unit kerja lainnya. 

3. Para anggota perencana, mereka dituntut memiliki akuntabilitas 
karena mereka bekerja mewujudkan konsep perencanaan dan 
mengendalikan implementasinya di lapangan. 

4. Konsultan, para ahli perencana yang menjadi konsultan. 

5. Para pemberi data, harus memiliki performan yang kuat 
mengingat tugasnya memberikan dan menginformasikan data 
yang selalu siap dan akurat. 


E. Pelaksanaan Akuntabilitas dalam Pendidikan 


Penerapan prinsip akuntabilitas dalam penyelenggaraan 
manejemen sekolah mendapat relevansi ketika pemerintah 
menerapkan otonomi pendidikan yang ditandai dengan pemberian 
kewenangan kepada sekolah untuk melaksanakan manajemen sesuai 
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dengan kekhasan dan kebolehan sekolah. Dengan pelimpahan 
kewenangan tersebut, maka pengelolan manajemen sekolah semakin 
dekat dengan masyarakat yang adalah pemberi mandat pendidikan. 
Oleh karena manajemen sekolah semakin dekat dengan masyarakat, 
maka penerapan akuntabilitas dalam pengelolaan merupakan hal yang 
tidak dapat ditunda-tunda. 


Akuntabilitas pendidikan juga mensyaratkan adanya manajemen 
yang tinggi. Misalnya di Indonesia hari ini telah lahir manajemen 
berbasis sekolah (MBS), yang bertumpu pada sekolah dan masyarakat. 
Akuntabilitas tidak datang dengan sendiri setelah lembaga-lembaga 
pendidikan melaksanakan usaha-usahanya. Ada tiga hal yang 
memiliki kaitan, yaitu kompetensi, akreditasi dan akuntabilitas. 


Selain itu dalam hal keteladan, seperti disiplin, kejujuran, 
hubungan dengan siswa menjadi penting untuk diperhatikan. 
Tanggung jawab guru selain kepada siswa juga kepada orang tua 
siswa. Akuntabilitas tidak saja menyangkut proses pembelajaran, 
tetapi juga menyangkut pengelolaan keuangan, dan kualitas output. 
Akuntabilitas keuangan dapat diukur dari semakin kecilnya 
penyimpangan dalam pengelolaan keuangan sekolah. Baik sumber- 
sumber penerimaan, besar kecilnya penerimaan, maupun 
peruntukkannya dapat dipertanggungjawabkan oleh pengelola. 
Pengelola keuangan yang bertanggung jawab akan mendapat 
kepercayaan dari warga sekolah dan masyarakat. Sebaliknya pengelola 
yang melakukan praktek korupsi tidak akan dipercaya. Akuntabilitas 
tidak saja menyangkut sistem tetapi juga menyangkut moral individu. 


Jadi, moral individu yang baik dan didukung oleh sistem yang 
baik akan menjamin pengelolaan keuangan yang bersih, dan jauh dari 
praktek korupsi. Akuntabilitas juga semakin memiliki arti, ketika 
sekolah mampu mempertanggungjawabkan mutu outputnya terhadap 
publik. Sekolah yang mampu mempertanggungjawabkan kualitas 
outputnya terhadap publik, mencerminkan sekolah yang memiliki 
tingkat efektivitas output tinggi. Sekolah yang memiliki tingkat 
efektivitas outputnya tinggi, akan meningkatkan efisiensi eksternal. 
Bagaimana sekolah mampu mempertanggungjawabkan kewenangan 
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yang diberikan kepada publik, tentu menjadi tantangan tanggung 
jawab sekolah. 


Headington (2000:36) berpendapat ada tiga dimensi yang 
terkandung dalam akuntabilitas, yaitu moral, hukum, dan keuangan. 
Ketiganya menuntut tanggung jawab dari sekolah untuk 
mewujudkannya, tidak saja bagi publik tetapi pertama-tama harus 
dimulai bagi warga sekolah itu sendiri, misalnya akuntabilitas dari 
guru. Secara moral maupun secara formal (aturan) guru memiliki 
tanggung jawab bagi siswa maupun orang tua siswa untuk 
mewujudkan proses pembelajaran yang baik. Tidak saja guru tetapi 
juga badan-badan yang terkait dengan pendidikan (Headington, 
2000:36). 


1. Prinsip-Prinsip Akuntabilitas Pendidikan 


Dalam — pelaksanaan akuntabilitas — pendidikan perlu 
memperhatikan prinsip-prinsip pendidikan sebagai berikut: 


a. Harus ada komitmen dari pimpinan mulai dari pimpinan 
Diknas, Dinas pendidikan Propinsi, Dinas Pendidikan 
Kabupaten/Kota, Pimpinan Sekolah untuk melakukan 
pengelolaan pelaksanaan misi pendidikan Nasional agar 
akuntabel. 

b. Harus merupakan sistem yang dapat menjamin penggunaan 
sumber daya secara konsisten dengan peraturan perundang— 
undangan yang berlaku. 

c. Harus dapat menunujukkan tingkat pencapaian tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan. 

d. Harus berorientasi pada pencapaian visi dan misi serta hasil dan 
manfaat yang diperoleh. 

e. Harus obyektif, jujur, transparan dan inovatif sebagai 
katalisator perubahan di lingkungan Depdikbudnas, Dinas 
Pendidikan, Lembaga penyelenggara pendidikan dalam bentuk 
peutakhiran metode dan teknik pengukuran kinerja dan 
penyusunan laporan akuntabilitas. 
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f. 


Akuntabilitas juga harus meyajikan penjelasan deviasi antara 
realisasi dan rencana serta keberhasilan dan kegagalan dalam 
pencapaian tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. 


Perencanaan Strategis 


Dalam sistem akuntabilitas pelaksanaan kinerja, perencanaan 


strategis merupakan awal suatu mandat. Setiap perencanaan pada 
umumnya memiliki satu tujuan perencanaan yang mencakup langkah 
keseluruhan perencanaan, mulai perencanaan strategi sampai 
keperencanaan operasional. Dengan demikian proses perencanaan 
melalui tahap-tahap seperti: 


a. 


b. 


ga MPN 


Menentukan kebutuhan dasar antisipasi terhadap perubahan 
lingkungan/masalah yang muncul. 

Melakukan forecasting, menentukan program, tujuan, misi 
perencanaan. 

Menspesifikasi tujuan. 

Menentukan standar performan. 

Menentukan alat/metode/alternatif pemecahan. 

Melakukan implementasi dan menilai. 

Mengadakan reviu. 


Untuk memiliki akuntabilitas diperlukan syarat yaitu pembinaan 


profesi para petugas pendidikan, pembinaan merupakan dasar untuk 
meningkatkan akuntabilitas. Kondisi pendidikan yang diperlukan para 
petugas pendidikan adalah: 


a. 


Ada pembinaan profesi terhadap para petugas pendidikan 
melalui belajar secara formal, maupun pembinaan langsung dari 
pihak manajer atau petugas-petugas pendidikan yang senior. 
Pendidikan yang desentralisasi lebih mudah untuk melakukan 
pengawasan dalam perencanaan. 

Kekompakan dan kebersamaan perlu ditingkatkan untuk 
memudahkan dalam akuntabilitas kegiatan. 
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d. 


Penilaian dan kontrol dilakukan oleh pihak atasan petugas 
bersangkutan bersama-sama dengan warga masyarakat dan 
petugas kantor pendidkan setempat. 


Dalam perencanaan pendidikan partisipatori, akuntabilitas 


pendidikan terdiri atas (Pidarta, 2005:85): 


a. 


b. 


Misi/tujuan perencanaan, perencanaan akuntabilitas pendidkan 
juga ditujukan pencapaian tujuan perencanaan. 

Desain perencanaan, desain atau konsep perencanaan yang 
mencakup perencanaan strategi, perencanaan operasional, dan 
perencanaan anggaran serta perencanaan personalia semua 
ditujukan agar misi perencanaan tercapai yang ditujukan 
kepada konsep atau desain perencanaan. 


. Implementasi dan aplikasi perencanaan, akuntabilitas ditujukan 


kepada implementasi atau uji coba konsep tersebut beserta 
aplikasinya pada wilayah yang lebih luas setelah perencanaan 
itu berhasil. 


Sedangkan menurut Koppel, terdapat lima dimensi dari 


akuntabilitas dalam menentukan strategis, di dalamnya harus memuat: 


Transparansi (Transparancy) 

Transparansi merupakan instrumen yang paling penting untuk 
menilai kinerja organisasi. Dalam prakteknya, transparansi 
mensyaratkan bahwa birokrasi merupakan subyek untuk 
direview dan ditanya secara reguler . Sebuah organisasi publik 
yang transparan akan memberikan akses kepada masyarakat, 
media, kelompok kepentingan serta pihak lainnya yang tertarik 
dengan aktivitas organisasi. Melalui konsep ini diharapkan 
dapat memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah 
menunjukkan fakta terkait kinerjanya. 


Mengena (Liability) 

Konsep yang memasukkan kesalahan ke dalam transparansi. 
Artinya, seorang individu atau organisasi harus liable untuk 
tindakan mereka, siap dihukum apabila melakukan kesalahan 
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dan siap untuk mendapatkan penghargaan apabila berhasil. 
Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban 
apakah sebuah organisasi menghadapi konsekuensi terkait 
kinerjanya. 


c. Pengawasan (Controllability) 
Merupakan konsep yang dominan dalam akuntabilitas. Konsep 
ini merupakan titik awal dalam melakukan analisa terhadap 
akuntabilitas organisasi. Melalui konsep ini diharapkan dapat 
memberikan jawaban apakah sebuah organisasi telah 
melaksanakan kewajiban yang seharusnya dilaksanakan. 


d. Tanggung jawab (Responsibility) 

Konsep yang menekankan bahwa birokrat dan organisasi dapat 
dibatasi oleh hukum, aturan dan norma. Tanggungjawab dapat 
mengambil berbagai bentuk diantaranya bentuk formal maupun 
informal standar maupun norma dalam berperilaku. Melalui 
standar tersebut diharapkan dapat mendorong perilaku yang 
lebih baik. Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan 
jawaban apakah sebuah organisasi telah mengikuti 
aturan/standar yang ada. 


e. Ketanggapan (Responsiveness) 
Konsep mengenai perhatian organisasi terhadap ekspresi 
langsung atau kebutuhan dan keinginan dari konstituen 
organisasi berdasarkan perintah dari pejabat yang dipilih. 
Melalui konsep ini diharapkan dapat memberikan jawaban 
apakah organisasi telah memenuhi harapan (permintaan, 
keinginan) secara substansial. 
Transparansi dan liability adalah dimensi dasar yang menjadi 
pondasi bagi dimensi lainnya. 


3. Langkah-Langkah dalam Menentukan Akuntabilitas 


Mengingat pentingnya akuntabilitas dalam pendidikan, maka 
keterwujudan akuntabilitas menjadi syarat mutlak untuk keberhasilan 
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dalam pendidikan di Indonesia, maka langkah-langkah yang dapat 
ditempuh yaitu (Pidarta, 2005:178): 


go MP PTP 


Langkah- langkah menentukan akuntabilitas menurut Morhet: 


Kembangkan kriteria performan untuk setiap program. 
Siapkan pemeriksaan yang bebas untuk mengukur performan. 
Siapkan laporan kepada masyarakat tentang hasil pengukuran. 


Langkah-langkah menetukan akuntabilitas menurut Mc Ashan: 


Tentukan tujuan secara jelas dan nyatakan siapa yang 
bertanggung jawab. 

Tujuan dijabarkan sespesifik mungkin sehingga dapat diukur. 
Garis otoritas ditentukan. 

Kondisi tempat tanggung jawab ditentukan secara spesifik. 
Penilaian dilakukan untuk menentukan akuntabilitas seseorang. 


Dari dua pendapat tersebut dapat diintegrasikan menjadi: 


Tentukan tujuan program yang dikerjakan. 

Progran yang dioperasikan harus spesifik. 

Tempat dan kondisi tempat kerja ditentukan. 

Otoritas dan kewenangan setiap petugas ditentukan. 

Tentukan pengukur bebas. 

Pengukuran dilakukan secara incidental, berkala dan terakhir. 
Hasil pengukuran dilaporkan kepada orang-orang yang terkait 
pada pendidikan. 


Pemanfaatan akuntabilitas dalam pendidikan dan perencanaan 


pendidikan adalah sebagai berikut: 


a. 


b. 


Kebutuhan akan tujuan program sesuai dengan lapangan 
pekerjaan. 

Kriteria performan para petugas pendidikan dan para 
pelaksanaan implementasi perencanaan ditentukan. 
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c. Pemeriksaan secara tepat tentang proses pendidikan dan 
implementasi perencanaan serta hasil-hasil yang dicapai sesuai 
dengan rencana semula perlu dilakukan. 

d. Mutu dan kuantitas pendidikan dalam lembaga termasuk 
perencanaan pendidikannya harus dijaga agar tidak sampai 
menurun mutu dan kuantitasnya. 

e. Intensitas bukan hanya membayar tenaga dan fikiran para 
pelaksana pendidikan dan para perencana, tetapi juga 
menghargai jasa-jasa mereka sebagai profesional. 


Akuntabilitas sebagai alat kontrol dalam perencanaan kegiatan. 
Suatu perencanaan tidak akan berubah pada pelaksanaan bila 
dilakukan dengan konsep perencanaan yang baik yang 
diimplementasikan terhadap program maupun alat dan metode 
kerjanya. Hal-hal yang relatif dalam perencanaan pendidikan dengan 
dimanfaatkannya akuntabilitas adalah: 


a. Tujuan atau performan yang ingin dicapai. 

b. Program atau tugas yang harus dikerjakan untuk tercapainya 

tujuan. 

Cara atau performan pelaksanaan dalam mengerjakan tugas. 

d. Alat atau metode yang sudah jelas, dana yang dipakai, dan lama 
bekerja yang semua sudah tertuang dalam alternatif 
penyelesaian yang eksak/nyata. 

e. Lingkungan tertentu tempat program dilaksanakan juga sudah 
ditentukan secara jelas dan lengkap dengan situasi dan 
kondisinya. 

f. Insentif pelaksanaan sudah ditntukan dengan baik. 


3 


Hal-hal ini dapat dilaksanakan dengan tepat, dengan asumsi 
bahwa kondisi dan situasi tidak berubah serta dilakukan dengan 
landasan perencanaan yang benar. Karena masing-masing unsur 
sudah berjalan dengan sendirinya sesuai dengan mekanisme kerjanya 
sendiri-sendiri. 


Selain akuntabilitas sebagai alat kontrol, alat kontrol yang lain 
yang dipakai yaitu: 
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a. Alat-alat visual seperti PERT (Programe Evaluation Review 
Technigue), CPM (Critical Path Methode), Peta Gantt, dan 
macam grafik. 

b. Komputer. 

c. Laporan tertulis. 

d. Pertemuan staf secara berkala. 

F. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 


Akuntabilitas dalam Pendidikan 


Faktor yang mempengaruhi akuntabilitas terletak pada dua hal, 


yakni faktor sistem dan faktor orang. Sistem menyangkut aturan- 
aturan dan tradisi organisasi, tapi faktor orang menyangkut motivasi, 
persepsi dan nilai-nilai yang dianutnya yang mempengaruhi. 


Sedangkan beberapa faktor yang mendukung terwujudnya 


akuntabilitas dalam lembaga pendidikan, yaitu: 


1. 


Kepemimpinan dan manajemen sekolah yang baik, akan 
berhasil jika ditopang oleh kemampuan profesional Kepala 
Sekolah dalam memimpin dan mengelola sekolah secara efektif 
dan efisien, serta mampu menciptakan iklim organisasi di 
sekolah yang kondusif untuk proses belajar mengajar. 

Kondisi sosial, ekonomi, dan apresiasi masyarakat terhadap 
pendidikan. Faktor eksternal yang akan turut menentukan 
keberhasilan akuntabilitas adalah kondisi tingkat pendidikan 
orang tua siswa dan masyarakat. Kemampuan dalam membiayai 
pendidikan, serta tingkat apresiasi dalam mendorong anak untuk 
terus belajar. 

Dukungan Pemerintah. Faktor ini sangat menentukan efektivitas 
implementasi akntabilitas dalam lembaga pendidikan, terutama 
bagi sekolah yang kemampuan orang tua/masyarakatnya relatif 
belum siap memberikan kontribusi terhadap penyelenggaraan 
pendidikan. Alokasi dana pemerintah APBN, APBD dan 
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G. 


pemberian kewenangan dalam pengelolaan sekolah menjadi 
penentu keberhasilan. 

Profesionalisme. Faktor ini sangat strategis dalam upaya 
menentukan mutu dan kinerja sekolah. Tanpa profesionalisme 
Kepala Sekolah, Guru, dan Pengawas akan sulit dicapai proses 
belajar mengajar yang bermutu tinggi serta prestasi siswa 
(Slamet, 2005:73). 


Upaya Peningkatan Akuntabilitas dalam Dunia 
Pendidikan 


Menurut Slamet (2005:6) ada delapan hal yang harus 


dikerjakan oleh sekolah untuk peningkatan akuntabilitas: 


1. 


2. 


Sekolah harus menyusun aturan main tentang sistem 
akuntabilitas termasuk mekanisme pertanggungjawaban 
Sekolah perlu menyusun pedoman tingkah laku dan sistem 
pemantauan kinerja penyelenggara sekolah dan sistem 
pengawasan dengan sanksi yang jelas dan tegas. 

Sekolah menyusun rencana pengembangan sekolah dan 
menyampaikan kepada publik/stakeholders di awal setiap tahun 
anggaran. 

Menyusun indikator yang jelas tentang pengukuran kinerja 
sekolah dan disampaikan kepada stakeholders. 

Melakukan pengukuran pencapaian kinerja pelayanan 
pendidikan dan menyampaikan hasilnya kepada publik/ 
stakeholders di akhir tahun. 

Memberikan tanggapan terhadap pertanyaan dan pengaduan 
publik. 

Menyediakan informasi kegiatan sekolah kepada publik yang 
akan memperoleh pelayanan pendidikan. 

Memperbaharui rencana kinerja yang baru sebagai kesepakatan 
komitmen baru. 


Kedelapan upaya di atas, semuanya bertumpu pada kemampuan 


dan kemauan sekolah untuk mewujudkannya. Jika sekolah mengetahui 
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sumber dayanya, maka dapat lebih mudah digerakkan untuk 
mewujudkan dan meningkatkan akuntabilitas. Sekolah dapat 
melibatkan stakeholders untuk menyusun dan memperbaharui sistem 
yang dianggap tidak dapat menjamin terwujudnya akuntabilitas di 
sekolah. Komite sekolah, orang tua siswa, kelompok profesi, dan 
pemerintah dapat dilibatkan untuk melaksanakannya. Dengan begitu 
stakeholders sejak awal tahu dan merasa memiliki akan sistem yang 
ada. 


Untuk mengukur berhasil tidaknya akuntabilitas dalam 
pendidikan dapat dilihat pada beberapa hal, sebagaimana dinyatakan 
oleh Slamet (2005:7) yaitu: 


1. Meningkatnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap 
sekolah. 

2. Tumbuhnya kesadaran publik tentang hak untuk menilai 
terhadap penyelenggaran pendidikan di sekolah. 

3. Meningkatnya kesesuaian kegiatan-kegiatan sekolah dengan 
nilai dan norma yang berkembang di masyarakat. 


Ketiga indikator di atas dapat dipakai oleh sekolah untuk 


mengukur apakah akuntabilitas manajemen sekolah telah mencapai 
hasil sebagaimana yang dikehendaki atau belum. Wallhu A'lam. 
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BAB Pendidikan Berbasis 
Multikultural 


Indonesia adalah bangsa yang majemuk, bahkan Indonesia 
adalah salah satu negara multikultural terbesar di dunia. Menurut 
Atho” Mudzhar multikulturalitas bangsa Indonesia ini dapat dibedakan 
menjadi dua, yaitu perbedaan vertikal dan perbedaan horizontal. 
Perbedaan vertikal ditandai dengan realitas adanya pelapisan sosial 
atas-bawah dalam struktur kemasyarakan sebagai akibat perbedaan 
masing-masing individu di bidang politik, ekonomi, sosial dan 
pendidikan. Sedangkan perbedaan horizontal adalah perbedaan 
masyarakat berdasarkan kesatuan sosial budaya suku, ras, bahasa, 
adat-istiadat dan agama. 


Multikulturalitas bangsa Indonesia ini bisa diibaratkan pisau 
bermata ganda. Di satu sisi ia menjadi potensi yang berharga dalm 
membangun peradaban bangsa, disisi lain apabila tidak dapat dikelola 
dengan baik, multikulturalitas tersebut akan memunculkan konflik 
yang mampu menghancurkan sendi-sendi kehidupan berbangsa dan 
bernegara bahkan disintegrasi bangsa. Perbedaan-perbedaan tersebut 
akan menjadi beban atau kekayaan tergantung bagaimana cara 
mengolahnya. Dengan semboyan “Bhineka Tunggal Ika” yang telah 
dicetuskan oleh para founding fathers and mothers bangsa ini, 
diharapkan masyarakat Indonesia dapat hidup bersama berdampingan 
dalam suasana aman, damai, dan sejahtera. 
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A. Pengertian Multikultural 


Istilah “Multikulturalisme” secara etimologis marak digunakan 
pada tahun 1950-an di Kanada. Menurut Longer Oxford Dictionary 
istilah — “multiculturalism” — merupakan turunan dari kata 
“multicultura?”. Kamus ini menyitir kalimat dari surat kabar Kanada, 
Montreal Times yang menggambarkan masyarakat Montreal (kota di 
Kanada) sebagai masyarakat “multicultural dan multi-lingual” 
(Suparta, 2008:25). Akar kata “multikulturalisme” adalah kebudayaan. 
Secara etimologi, multikulturalisme dibentuk dari kata multi (banyak), 
kultur (budaya), dan isme (aliran/paham). Secara hakiki, dalam kata 
itu terkandung pengakuan akan martabat manusia yang hidup dalam 
komunitasnya dengan kebudayaannya masing-masing yang unik 
(Mahfud, 2006:75). 


Sedangkan Webster's New World College Dictionary 
mengartikan multikulturalisme adalah sitem nilai yang menerima 
kelompok lain secara sama sebagai satu kesatuan, tak peduli 
perbedaan budaya, gender, agama ataupun yang lain. Konsep ini tidak 
hanya mengakui perbedaan, tapi lebih memberikan penegasan bahwa 
segala perbedaan itu mempunyai kedudukan dan kesempatan yang 
sama (giving eguel attention) di ruang publik. 


Secara sederhana multikultural dapat dipahami sebagai 
keragaman budaya dalam satu komunitas. Di dalamnya terdapat 
interaksi, toleransi, dan bahkan integrasi-disintegrasi. Singkat kata, 
multibudaya merupakan suatu fakta yang harus diterima dan diolah 
secara positif demi perkebangan kebudayaan. Konsep masyarakat 
multibudaya diperkenalkan untuk membedakan dengan pengertian 
masyarakat monokultur (mono-budaya). 


Dengan demikian setiap individu merasa dihargai sekaligus 
merasa bertanggung jawab untuk hidup bersama komunitasnya. 
Pengingkaran suatu masyarakat terhadap kebutuhan untuk diakui 
(politic of recognition) yang merupakan akar dari segala ketimpangan 
dalam berbagai bidang kehidupan. Multikultural juga mengandung arti 
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keragamaman kebudayaan, aneka kesopanan, atau banyak 
pemeliharaan (Maslikhah, 2007:47). 


Multikukturalisme sebenarnya merupakan konsep di mana 
sebuah komunitas dalam konteks kebangsaan dapat mengakui 
keberagamaan, perbedaan dan kemajemukan budaya, baik ras, suku, 
etnis dan agama. Sebuah konsep yang memberikan pemahaman kita 
bahwa sebuah bangsa yang plural atau majemuk adalah bangsa yang 
dipenuhi dengan budaya-budaya yang beragam (multikultur). Bangsa 
yang multikultur adalah bangsa yang kelompok-kelompok etnik atau 
budaya (etnic and cultural groups) yang ada dapat hidup 
berdampingan secara damai dalam prinsip co-existence yang ditandai 
oleh kesediaan untuk menghormati budaya lain (Mahendrawati dan 
Syafei, 2001:34). 


Adapun masyarakat multikuyltur adalah masyarakat yang 
mamapu menekankan dirinya sebagai arbitrer, yaitu sebagai penengah 
bagi proses rekonsiliasi ketika proses dialektika tersebut menemui 
kejumudan atau titik jenuh. Tidak mungkin sebuah masyarakat 
selamanya berada dalam keadaan damai tanpa persoalan, sebab justru 
dalam persoalan inilah dinamika hidup bergerak. Masyarakat 
multikultur adalah masyarakat yang senantiasa memiliki optimisme 
yang didukung oleh kemampuan dan kemauan untuk selalu 
meningkatkan kecerdasan itelektual, emosional, dan spiritual agar 
dapat meemiliki sensibilitas, sensivitas, apresiasi, simpati, dan empati 
untuk menyelesaikan persoalan apapun yang dihadapi (Liweri, 
2003:16). 


B. Pendidikan Multikultural 


Pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah istilah yang 
sudah lama muncul dalam dunia pendidikan. Masyarakat yang harus 
mengapresiasi pendidikan multikulturalisme adalah masyarakat yang 
secara objektif memiliki anggota plural. Paling tidak keanekaragaman 
masyarakat itu bisa dilihat dari eksistensi keragaman suku, ras, agama, 
dan budaya (Khumaidah, 2004:264). 
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Penafsiran tentang pendidikan multikultural banyak perbedaan 
antara satu pakar dengan pakar lainnya. Menurut pendapat Andersen 
dan Cusher, bahwa “pendidikan multikultural dapat diartikan sebagai 
pendidikan mengenai keragaman kebudayaan”. Kemudian James 
Banks mendefinisikan pendidikan multikultural sebagai “pendidikan 
untuk people of color artinya pendidikan multikultural ingin 
mengeksplorasi  perbedaaan sebagai keniscayaan (anugerah 
tuhan/sunatullah)”. Sejalan dengan pemikiran di atas, Muhaemin el 
Ma'hady berpendapat, bahwa secara sederhana pendidikan 
multikultural dapat didefinisikan sebagai “pendidikan keragaman 
kebudayaan dalam meresponi perubahan demografis dan kultural 
lingkungan masyarakat tertentu atau bahkan dunia secara 
keseluruhan.” 


Dalam bukunya “Multicultural Education: Teacher Guide to 
Linking Context, process, and Content”, Hilda Hernandez 
mengartikan pendidikan multikultural sebagai “perspektif yang 
mengakui realitas politik, sosial, dan ekonomi yang dialami oleh 
masing-masing individu dalam pertemuan manusia yang kompleks 
dan beragam secara kultur, dan merefleksikan pentingnya budaya, ras, 
seksualitas dan gender, etnisitas, agama, status sosial, ekonomi, dan 
pengecualian-pengecualian dalam proses pendidikan”. Atau, dengan 
kata lain bahwa ruang pendidikan sebagai media transformasi ilmu 
pengetahuan (transfer of knowledge) hendaknya mampu memberikan 
nilai-nilai multikulturalisme dengan cara saling menghargai dan 
menghormati atas realitas yang beragam (plural), baik latar 
belakangnya maupun basis sosial budaya yang melingkupinya 
(Makhfud, 2006:175-176). 


James Bank (1994) menjelaskan, bahwa pendidikan 
multikultural memiliki beberapa dimensi yang saling berkaitan antara 
yang satu dengan yang lainnya, yaitu: Pertama, Content Integration, 
yaitu mengintegrasikan berbagai budaya dan kelompok untuk 
mengilustrasikan konsep mendasar, generalisasi dan teori dalam mata 
pelajaran/disiplin ilmu. Kedua, the knowledge construction process, 
yaitu membawa siswa untuk memahami implikasi budaya ke dalam 
sebuah mata pelajaran. Ketiga, an eguity paedagogy, yaitu 
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menyesuaikan metode pengajaran dengan cara belajar siswa dalam 
rangka memfasilitasi prestasi akademik siswa yang beragam baik dari 
segi ras, budaya (culture) ataupun sosial (sosial). Keempat, prejudice 
reduction, yaitu mengidentifikasi karakteristik ras siswa dan 
menentukan metode pengajaran mereka (Makhfud, 2006:177). 


Selain keempat dimensi pendidikan multikultural yang telah 
disebutkan di atas, Tilaar menambahkan dimensi pemberdayaan 
budaya sekolah sebagai salah satu dimensi pendidikan multikultural. 
Sekolah sebagai lembaga pendidikan formal dipandang sebagai pintu 
gerbang untuk melaksanakan tugas pengembangan budaya bagi 
peserta didik. Sebagai pintu gerbang, maka sekolah harus memiliki 
kekuatan strategis untuk menciptakan budaya positif sesuai dengan 
falsafah masyarakat. Sekolah harus merupakan suatu motor penggerak 
dalam perubahan struktur masyarakat yang timpang (Maslikhah, 
2007:79). 


Dari berbagai definisi yang telah disampaikan oleh para pakar 
tersebut dapat diambil dasar-dasar pelaksanaan pendidikan 
multikulturalisme, yaitu (Khumaidah, 2004:266): 


1. Pendidikan multikulturalisme merupakan sebuah proses 
pengembangan (developing), yaitu sebagai suatu proses yang 
tidak diibatasi oleh ruang, waktu, subjek, objek, dan relasinya. 
Proses ini biasa dilakukan di mana saja, kapan saja, untuk siapa 
saja dan berkaitan dengan siapa saja. 

2. Pendidikan multikulturalisme mengembangkan seluruh potensi 
manusia, yaitu potensi yang sebelumnya sudah ada dan 
diimiliki oleh manusia. Yaitu potensi intelektual, sosial, 
religius, moral, ekonomi, teknis, kesopanan, dan tentunya etnis 
budaya. 

3. Pendidikan multikulturalisme adalah pendidikan yang 
menghargai pluralitas. Pendidikan yang menjunjung tinggi 
keragaman budaya, etnis, dan aliran agama, yaitu sikap yang 
sangat urgen untuk disosialisasikan. 


Ada enam tujuan pendidikan multikultural, yaitu: 
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1. Mengembangkan perspektif sejarah yang beragam dari 
kelompok-kelompok masyarakat. 

2. Memperkuat kesadaran budaya yang hidup di masyarakat. 

3. Memperkuat kompetensi intelektual dari budaya-budaya yang 
hidup di masyarakat. 

4. Membasmi berbagai prasangka. 

Mengembangkan kesadaran atas kepemilikan planet bumi. 

6. Mengembangkan keterampilan aksi sosial. 


Si 


Dari penjelasan di atas, diperlukan penjabaran dari konsep ini 
dalam berbagai jenis reformasi kegiatan pembelajaran, yaitu: 


1. Reformasi kurikulum, yaitu diperlukan kurikulum baru yang 
sesuai dengan analisis historis dan harus sesuai dengan 
pluralisme budaya. 

2. Mengajarkan prinsip-prinsip keadilan sosial. 


3. Mengembangkan kompetensi multikultural, yaitu 
pengembangan identitas etnis-sub-etnis melalui kegiatan 
kebudayaan. 


4. Melaksanaan pedagogik kesetaraan, yaitu dilaksanakan dengan 
pengajaran yang tidak menyinggung tradisi kelompok tertentu. 


C. Pentingnya Pendidikan Multikultural 


Keberagaman dan pluralisme di negara Indonesia merupakan 
realitas empirik yag tidak terbantahkan. Oleh sebab itu, keberagaman 
harus dipandang sebagai sebuah rahmat dan potensi positif untuk 
mengembangkan bangsa dan negara, dan bukan sebaliknya. 
Menyadari pentingnya potensi ini, maka para pendiri bangsa (founding 
Jfathers and mothers) mencoba untuk merumuskan sebuah konsep 
negara yang mampu merengkuh keberagaman dan kepelbagaian 
tersebut dalam rangka persatuan dan kesatuan dengan semboyan 
“Bhinneka Tunggal Ika”. 


Pluralitas dan keberagaman bangsa yang dibentangkan dalam 
jargon Bhinneka Tunggal Ika itu, sayangnya ternodai dengan 


Isu-isu Pendidikan Kontemporer - 88 


munculnya praktik-praktik korupsi, kolusi, nepotisme, premanisme, 
perseteruan politik, kekerasan, kemiskinan, sparatisme, perusakan 
lingkungan, dan hilangnya rasa kemanusiaan untuk saling 
menghormati hak-hak orang lain. Kondisi persatuan dan kebersamaan 
dalam keberagamaan itu semakin terkoyak-koyak menjelang terbitnya 
fajar Reformasi 1998. Hal ini ditandai dengan munculnya konflik 
berbau SARA seperti konflik Sambas, kasus Sampit, konflik Ambon, 
konflik Poso dan sejumlah konflik lainnya (Suparta, 2008:13). 


Miris, ironis, dan paradoks. Inilah yang sering muncul dalam 
benak ketika menerawang kondisi negeri ini yang konon memiliki 
banyak kearifan dalam menyikapi perbedaan, khusunya perbedaan 
agama dan kepercayaan. Fakta ini menjadi lampu merah bagi bangsa 
ini untuk menyiapkan berbagai early warning system terhadap potensi 
konflik SARA yang dilihat dari sudut manapun pasti akan merugikan. 
Keadaan semacam itu, menurut Ridho (dalam Suparta, 2008:14) 
disamping karena warisan rezim Orde Baru, juga dikukuhkan oleh 
pendidikan di sekolah-sekolah, terutama pendidikan agama yang 
membekali anak didik dengan mental yang amat sempit dan berpikiran 
negatif terhadap orang lain. Pendidikan di sekolah, baik pendidikan 
sejarah, geografi, pancasila (Kewarganegaraan) hingga pendidikan 
agama itu sendiri, menciptakan siswa yang hanya berpikiran searah, 
tidak memungkinkan alternatif-alternatif yang lebih baik, apalagi 
progresif. 


Pendidikan di sekolah-sekolah menurut Ridho (dalam suparta, 
2008:14) adalah pendidikan yang bersifat ideologis-otoriter dan tidak 
dikembangkan nuansa dialog. Pendidikan diajarkan secara literal, 
formalistik, sehingga wawasan pluralisme dan multikulturalisme yang 
menjadi realitas masyarakat kita tidak tampak sama sekali. Di sinilah, 
pentingnya kita “pertanyakan” pendidikan model lama tersebut, untuk 
kemudian dirumuskan semacam kerangka baru, sehingga pendidikan 
memang masih penting dibicarakan di negeri pluralis ini. 


Bertolak dari berbagai fakta di atas, maka pendidikan berbasis 


multikultural menemukan titik urgensitasnya. Hadirnya model 
pendidikan multikultural di tengah-tengah dunia pendidikan kita saat 
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ini menjadi hal yang sangat mendesak. Sebab, selain menawarkan 
solusi untuk keluar dari konflik-konflik berbau SARA, model 
pendidikan ini juga mengandaikan terbentuknya rasa toleransi, saling 
menghormati, menghargai dan menjunjung tinggi rasa kebersamaan 
dalam keberbedaan (unity in diversity). 


Di sisi lain, menurut Jose A. Cardinas sebagaimana dikutip 
Suparta (2008:15-16), pentingnya pendidikan multikultural ini 
didasarkan pada lima pertimbangan, yakni: 


Ketidakmampuan hidup secara harmoni (incompatibility) 
Tuntutan bahasa lain (other languages acguisition) 

Keragaman kebudayaan (cultural pluralism) 

Pengembangan citra diri yang positif (development of positive 
self-image) 

5. Kesetaraan memperoleh kesempatan pendidikan (eguility of 
educational opportunity) 


aa bed aa 


Akhirnya, bila pendidikan multikultural dapat dilakukan dalam 
sekolah, baik sekolah umum maupun agama, hasilnya akan 
melahirkan peradaban dan bangunan masyarakat yang toleran, 
demokratis, penuh kebjikan, suka tolong menolong, tenggang rasa, 
menjunjung tinggi keadilan, keindahan, keharmonisan dan nilai-nilai 
kemanusiaan lainnya (Suparta, 2008:19). 


D. Tujuan Pendidikan Multikultural 


Sebagaimana halnya sistem pendidikan pada umumnya, 
pendidikan multikultural juga memiliki tujuan dan orientasi. Menurut 
Arif sebagaimana dikutip Suparta (2008:40), tujuan pendidikan 
multikultural adalah: 


1. Menciptakan kondisi yang kondusif bagi masyarakat majemuk 
Menumbuhkan kesadaran anak atas kultur mereka sendiri dan 
menyelaraskannya dengan kenyataan bahwa ada banyak cara 
hidup lain selain cara hidup merkea sendiri. 
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3. Menumbuhkan repek terhadap life style lain selain life style 

mereka sendiri, sehingga anak akan saling memahami dan 

menghormati. 

4. Menumbuhkan komitmen persamaan hak dan keadilan. 

5. Membuat pilihan-pilihan bagi anak tentang bagaimana 

bertindak berkaitan dengan isu-isu diskriminasi dan kecurigaan. 

6. Menghargai dan menghormati kesamaan dan perbedaan. 

7. Menjadikan anak dapat mengungkapkan kultur dan sejarh 
mereka sendiri. 


Untuk mewujudkan tujuan pendidikan yang multikultural 
semacam ini, dalam proses keyakinannya, setiap komunitas 
pendidikan perlu memperhatikan konsep unity in diversity (kesatuan 
dalam keberbedaan). Selain itu, juga harus disertai dengan sikap yang 
tidak saja mengandaikan sutau mekanisme berpikir terhadap agama 
yang tidak saja monointerpretable, atau menanamkan kesadaran 
bahwa keragaman dalam hidup sebagai suatu kenyataan yang harus 
dihadapi dan disikapi dengan penuh kearifan, tetapi juga memerlukan 
kesadaran moralitas dan kebajikan. Tentu saja, penanaman konsep 
seperti ini dilakukan dengan tidak mempengaruhi kemurnian masing- 
masing agama yang diyakini kebenarannya oleh anak didik. Ini yang 
harus memperoleh penegarasn agar tidak terjadi kesalahpahaman. 
Keyakinan suatu agama tidak perlu dan bahkan tidak boleh 
dicampuradukkan dengan keyakinan agama lainnya. 


Jika dilacak, pendidikan Islam pluralis-multikultural terinspirasi 
oleh gagasan Islam Transformatif. Islam transformatif berarti Islam 
yang selalu berorientasi pada upaya untuk mewujudkan cita-cita 
Islam, yakni membentuk dan mengubah keadaan masyarakat kepada 
cita-cita Islam: membawa rahmat bagi seluruh alam (rahmatan lil 
alamin) (Nata, 2002:79). Dengan mengacu pada tujuan ini, pendidikan 
Islam pluralis-multikultural bertujuan untuk menciptakan sebuah 
masyarakat damai, toleran, dan saling menghargai dengan 
berlandaskan kepada nilai-nilai ketuhanan (Naim dan Saugi, 2008:54). 
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E. Peran Pendidikan Islam dalam Membangun 
Multikulturalisme di Indonesia 


Sebelum membahas tentang peran Pendidikan Islam dalam 
membangun multikulturalisme di Indonesia, alangkah lebih baiknya 
kita mengetahui pandangan Islam terhadap prinsip multikulturalisme. 


Terkait dengan diskursus multikulturalisme, sejatinya jauh 
sebelum wacana ini mencuat di dunia Barat, Islam telah berbicara 
tentang hal tersebut. Salah satu ayat yang sangat representatif dalam 
konteks ini adalah firman Allah SWT. yang artinya: 
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“Hai manusia, Sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari 
seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan 
kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku supaya kamu saling 
kenal-mengenal. Sesungguhnya orang yang paling mulia 
diantara kamu disisi Allah ialah orang yang paling tagwa 
diantara kamu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui lagi 
Maha Mengenal. (OS. Al-Hujurat:13). 


Islam sebagai agama diturunkan untuk mewujudkan kedamaian 
dan perdamaian. Dengan demikian, segala bentuk terorisme, 
brutalisme, perusakan dan tindak kekerasan yang dilakukan oleh 
kelompok-kelompok muslim radikal yang mengatasnamakan Islam 
sebenarnya bertentangan dengan watak dasar dan misi damai Islam itu 
sendiri. Tidak ada doktrin dalam Islam juga agama-agama yang lain 
yang mengajarkan terorisme, brutalisme, perusakan, pembakaran atau 
pun tindak tanduk kekerasan lainnya (Riswanti, 2008:31). 


Islam sebagai suatu perangkat ajaran dan nilai, meletakkan 
konsep dan doktrin yang memberikan rahmat bagi al- alamin. Islam 


sebagai ajaran yang memuat nilai-nilai normatif, sarat dengan ajaran 
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yang menghargai dimensi pluralis-multikultural begitu bagusnya 
dalam memandang dan menempatkan martabat dan harkat manusia, 
baik sebagai makhluk individu maupun sebagai anggota sosial. Dalam 
Al-Our'an dijelaskan tentang kewajiban seorang Muslim untuk 
menjadi juru damai, yaitu senantiasa menjaga kedamaian dan 
kerukunan hidup dalam lingkungannya. Allah berfirman dalam Al- 
Our'an surat An-Nisa: 114: 
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“Tidak ada kebaikan pada kebanyakan bisikan-bisikan mereka, 
kecuali bisikan-bisikan dari orang yang menyuruh (manusia) 
memberi sedekah, atau berbuat ma'ruf, atau Mengadakan 
perdamaian di antara manusia. dan Barangsiapa yang berbuat 
demikian karena mencari keridhaan Allah, Maka kelak Kami 
memberi kepadanya pahala yang besar.” (OS. An-Nisa':114) 


Kewajiban ini tidak hanya ditujukan kepada saudara seagama 
saja, sebab Allah SWT, secara tegas menyatakan bahwa manusia 
berasal dari seorang laki-laki (Adam a.s) dan seorang perempuan 
(Hawa), sehingga mereka semua bersaudara. Lebih jauh, ajaran Islam 
juga mewajibkan umatnya mencegah segala bentuk penganiayaan 
yang hendak dilakukan oleh “saudaranya” kepada “saudaranya” yang 
lain. Sebagaimana termaktub dalam Hadits Rasul, yang artinya: 


“Tolonglah saudaramu, baik ia berlaku aniaya maupun 
teraniaya. Seorang sahabat bertanya, wahai Rasulullah, kami 
pasti akan menolongnya jika ia teraniaya, akan tetapi 
bagaimana kami menolongnya jika ia berlaku aniaya?, Nabi 
menjawab: Halangi dan cegahlah dia agar tidak berbuat 
aniaya. Yang demikian itulah pertolongan baginya”. (HR 
Bukhari). 
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Demikian agungnya ajaran Islam, sehingga sebenarnya jika 
seorang Muslim mau bersungguh-sungguh dalam mempelajari dan 
mengamalkannya secara utuh (kaffah), maka keberadaan umat Islam 
akan benar-benar menjadi rahmat bagi lingkungannya (rahmatan lil 
alamin) (Yusri, 2008:8). 


Di antara nilai-nilai Islam yang menghargai pluralis- 
multikultural adalah: 


1. Konsep Kesamaan (as-Sawiyah) 


Konsep kesamaan memandang manusia pada dasarnya sama 
derajatnya. Satu-satunya pembedaan kualitatif dalam pandangan Islam 
adalah ketakwaan. Pada waktu melakukan ibadah haji terakhir Nabi 
Muhammad SAW membuat pernyataan dengan etika global: 


“Wahai umat manusia, semua orang berasal dari Adam sedang 
Adam dari ekstrak tanah. Orang Arab tidak lebih mulia 
daripada non-Arab, orang kulit putih tidak lebih mulia 
daripada orang kulit hitam, kecuali karena kelebihan 
ketagwaannya” (HR Abu Hurairah). 


Hal ini membuktikan bahwa Islam tidak membeda-bedakan 
perlakuan terhadap seseorang berdasarkan ras, agama, etnis, suku, 
ataupun kebangsaannya, hanya ketagwaan seseoranglah yang 
membedakannya di hadapan Sang Pencipta. 


2. Konsep Keadilan (al- Adalah) 


Konsep keadilan membongkar budaya nepotisme dan sikap- 
sikap korup, baik dalam politik, ekonomi, hokum, hak dan kewajiban, 
bahkan dalam praktik-praktik keagamaan. Al-Our'an memerintahkan 
kita berlaku adil terhadap siapapun (OS. An-Nisa':58), jangan sampai 
kebencian terhadap suatu pihak itu mendorong untuk tidak berlaku 
adil (OS. Al-Maidah: 8). Adil harus dilakukan terhadap diri sendiri, 
keluarga, kelompok, dan juga terhadap lawan. 
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“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat 
kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) 
apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu 
menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi 
pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya 
Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.” (OS. An- 
Nisa”: 58) 
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“Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu Jadi orang- 
orang yang selalu menegakkan (kebenaran) karena Allah, 
menjadi saksi dengan adil. dan janganlah sekali-kali 
kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk 
Berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat 
kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya 
Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (OS. Al- 
Maidah: 8) 


3. Konsep Kebebasan atau Kemerdekaan (al-Hurriyah) 
Konsep kebebasan dan kemerdekaan memandang semua 
manusia pada hakikatnya hamba Tuhan saja, sama sekali bukan 


hamba sesama manusia. Berakar dari konsep ini, maka manusia dalam 
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pandangan Islam mempunyai kemerdekaan dalam memilih profesi, 
memilih wilayah hidup, bahkan dalam menentukan pilihan agamapun 
tidak dapat dipaksa. Firman Allah SWT. 
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“Tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam): 
Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang 
sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan 
beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang 
kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan 
Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.” (OS. Al- 
Bagarah: 256). 


4. Konsep Toleransi (Tasammuh). 


Toleransi mengandaikan adanya rasa dan sikap saling 
menghargai dan menghormati antara satu dengan yang lain dengan 
tetap menjunjung tinggi rasa persatuan dan persaudaraan demi 
mewujudkan keidupan yang damai, tenteram dan bahagia. Toleransi 
merupakan sikap membiarkan dan menghormati keyakinan orang lain 
tanpa memerlukan persetujuan. Dengan demikian, toleransi dapat 
diartikan memberikan kemerdekaan kepada golongan kecil untuk 
menganut dan menyatakan pandangan-pandangan politik dan 
agamanya, memberikan hak-hak istimewa seperti yang diperoleh 
golongan besar. Dengan toleransi, persaudaraan, persatuan, dan 
kebersamaan akan terwujud. Dengan toleransi pula, manusia akan 
selalu ingat bahwa nenek moyang mereka adalah satu, yaitu Adam as. 
“Manusia ini berasal dari Adam, dan Adam itu diciptakan dari 
tanah.” (HR. Ibnu Sa'd dari Abu Hurairah). 
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Toleransi dalam pergaulan hidup antar umat beragama bukanlah 
toleransi dalam masalah-masalah keagamaan, melainkan perwujudan 
sikap keberagamaan pemeluk suatu agama dalam pergaulan hidup 
antara orang yang tidak seagama, dalam masalah-masalah 
kemasyarakatan atau kemaslahatan umum. Suatu tanda bahwa ada 
sikap dan suasana toleransi di antara sesama manusia, atau katakanlah 
di antara pemeluk agama yang berbeda ialah ketika adanya sikap 
mengakui hak setiap orang, menghormati keyakinan orang lain, setuju 
dalam perbedaan, saling mengerti dan adanya kesadaran serta 
kejujuran. 


Berdasarkan keterangan di atas dapat dipahami bahwa Islam 
sebagai agama rahmatan lil “alamin sudah mengembangkan prinsip- 
prinsip multikulturalisme jauh sebelum wacana multikulturalisme itu 
muncul. Islam adalah agama yang sempurna, di dalamnya ada aturan- 
aturan tentang urusan dunia dan akhirat. Di antaranya adalah terdapat 
dasar-dasar peraturan untuk hidup berdampingan secara damai dengan 
siapapun. 


Dengan demikian, seseorang tidak boleh mencela, mencaci, 
mengumpat, menganggap rendah, berprasangka buruk, saling 
membenci, menghasut, berkata yang menyakitkan orang lain, tidak 
memandang apakah orang itu Muslim atau bukan Muslim. Semuanya 
itu adalah untuk menjaga agar persaudaraan dan suasana aman damai 
tetap berjalan. Maka semua anggota masyarakat hendaknya 
menghindari hal-hal yang menjurus kepada panasnya suatu 
masyarakat. 


Keragaman adalah anugerah Ilahi yang harus dirangkai menjadi 
simfoni keindahan yang harmonis. Mustahil kita hidup dalam satu 
kesatuan yang seragam. Anak didik harus dibuka mata dan 
wawasannya untuk melihat sekian perbedaan yang ada di sekitarnya, 
di mana masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang heterogen 
dan plural. Paling tidak heterogenitas dan pluralitas masyarakat itu 
dapat dilihat dari eksistensi keragaman suku (etnis), ras, agama, dan 
budaya. Inilah realitas bangsa yang multikultural dan multi religius. 
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Kekayaan ini harus dijaga menjadi keragaman di bawah semangat 
kebersamaan, bukan penyatuan. 


Untuk mencapai hal tersebut dibutuhkan instrumen pendidikan 
yang mampu mengarahkan kemajemukan ini. Pendidikan Islam adalah 
salah satu jawaban, karena ia merupakan ranah yang strategis untuk 
membangun bangsa ini menjadi bangsa yang bermartabat. Pendidikan 
merupakan wahana yang paling tepat untuk membangun kesadaran 
multikulturalisme serta sebagai salah satu media penting yang dapat 
membentuk bagaimana corak pandangan hidup seseorang atau 
masyarakat, apakah pandangan hidup mereka hanya untuk 
kepentingan hidup di dunia ini saja atau di akhirat saja atau untuk 
keduanya. Selain itu lembaga pendidikan dapat membentuk manusia 
yang cerdas, bermoral, memliki semangat hidup dan memiliki 
semangat mengembangkan ilmu dan teknologi guna membangun 
bangsanya. 


Spektrum kultur masyarakat Indonesia yang amat beragam 
menjadi tantangan bagi dunia pendidikan guna mengolah perbedaan 
tersebut menjadi suatu asset, bukan sumber perpecahan. Saat ini, 
dunia pendidikan, dalam hal ini pendidikan Islam yang merupakan 
bagian dari pendidikan nasional mempunyai dua tanggung jawab 
besar, yaitu menyiapkan bangsa Indonesia untuk siap menghadapi arus 
budaya luar di era globalisasi dan menyatukan bangsa sendiri yang 
terdiri dari berbagai macam budaya. 


Konsep pendidikan Islam saat ini harus mampu 
mengembangkan nilai-nilai multikultularisme yang memang sudah 
terkandung dalam ajaran Islam. Ada beberapa aspek yang perlu 
diperhatikan dalam mengimplementasikan pendidikan Islam, yaitu: 


1. Pendidikan Islam adalah pendidikan yang menghargai dan 
merangkul segala bentuk keragaman. Dengan demikian, 
diharapkan akan tumbuh kearifan dalam melihat segala bentuk 
keragaman yang ada. 
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2. Pendidikan Islam merupakan sebuah usaha sistematis untuk 
membangun pengertian, pemahaman, dan kesadaran anak didik 
terhadap realitas yang pluralis — multikultural. 

3. Pendidikan Islam tidak memaksa atau menolak anak didik 
karena persoalan identitas SARA. Mereka yang berasal dari 
beragam perbedaan harus diposisikan secara setara. 

4. Pendidikan Islam memberikan kesempatan untuk tmbuh dan 
berkembangnya kepercayaan diri pada setiap anak didik. 


Pendidikan Agama Islam berbasis multikulturalisme muncul 
sebagai respon terhadap keberadaan pendidikan Islam yang seolah- 
olah “kurang terlibat” dalam menjawab berbagai masalah yang aktual. 
Pendidikan agama terkesan hanya digunakan sebagai legimitasi 
terhadap kesalehan sosial sebagai way of life, lebih-lebih sebagai 
transformasi transendental. Dalam hubungan ini, Pendidikan Islam 
hanya digunakan sebatas urusan hubungan manusia dengan Allah dan 
tidak terlibat dalam urusan hubungan manusia dengan alam, 
lingkungan sosial, dan berbagai problema kehidupan yang semakin 
kompleks. 


Oleh karena itu, Pendidikan Islam harus mampu menjadi 
transmitor yang bersifat transendental. Pendidikan yang mampu untuk 
memperkokoh rasa cinta tanah air, setia kawan, dan bertanggung 
jawab atas kesejahteraan masyarakat untuk semua kultur sosial yang 
dijiwai pada nilai-nilai keislaman. Di samping itu pendidikan Islam 
harus memodifikasi dirinya agar mampu menjalankan perannya 
sebagai subsistem pendidikan nasional seiring dengan adanya 
keterbukaan sekat-sekat yang secara empirik menjadikan hubungan 
antarkultur menjadi sangat dekat dengan berbagai konflik sosial 
(Maslikhah, 2007:162). Wajah ganda agama ini dengan mudah dapat 
dimanfaatkan untuk kepentingan tertentu atau bahkan mendamaikan 
pertikaian antar satuan masyarakat. Ironisnya pendidikan Islam sering 
“ditunggangi” dan tidak jarang dijadikan sumber tenaga untuk 
menyulut konflik. 


Pendidikan agama memang masih menuai banyak kritik. 
Beberapa faktor penyebab kegagalan pendidikan agama adalah: 
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Praktik pendidikannya lebih banyak memperhatikan aspek 
kognitif dari pertumbuhan kesadaran nilai-nilai (agama), dan 
kurang pembinaan aspek afektif dan konatif-volutif, yakni 
kemauan dan tekad untuk mengamalkan nilai-nilai ajaran 
agama. 

Pendekatan masih cenderung normatif, dalam arti pendidikan 
agama menyajikan norma-norma yang seringkali tanpa ilustrasi 
konteks sosial budaya, sehingga peserta didik kurang 
menghayati nilai-nilai agama sebagai nilai hidup dalam 
keseharian. 

Para guru kurang berupaya menggali berbagai metode yang 
mungkin bisa dipakai untuk pendidikan agama sehingga 
pelaksanaan pembelajaran cenderung monoton. 

Keterbatasan sarana prasarana yang mengakibatkan pengelolaan 
cenderung seadanya. 

Pendidikan agama lebih menitik beratkan pada aspek yang lebih 
menekankan pada hafalan teks-teks keagamaan yang sudah ada. 
Dalam system evaluasi, bentuk soal-soal ujian agama Islam 
menunjukkan priorits utama pada kognitif dan jarang 
pertanyaan tersebut mempunyai bobot muatan nilai dan makna 
spiritual keagamaan yang fungsional dalam kehidupan sehari- 
hari. 

Kelemahan dalam pemahaman materi pendidikan maupun 

dalam pelaksanaannya, yaitu: 

a. Dalam bidang teologi, ada kecenderungan mengarah pada 
paham fatalistik. 

b. Bidang akhlak yang hanya berorientasi pada urusan sopan 
santun dan belum dipahami sebagai keseluruhan pribadi 
manusia beragama. 

c. Bidang ibadah, diajarkan sebagai kegiatan rutin agama dan 
kurang ditekankan sebagai proses pembentukan 
kepribadian. 

d. Dalam bidang hukum (figh) cenderung dipelajari sebagai 
tata aturan yang tidak akan berubah sepanjang masa, dan 
kurang memahami dinamika dan jiwa hukum Islam. 
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e. Agama Islam cenderung diajarkan sebagai dogma dan 
kurang mengembangkan rasionalitas serta kecintaan pada 
kemajuan ilmu pengetahuan. 

f. Orientasi mempelajari Al-Gur'an masih cenderung pada 
kemampuan membaca teks, belum mengarah pada 
pemahaman arti dan penggalian makna. 


Orientasi semacam ini menyebabkan terjadinya keterpisahan 
dan kesenjangan antara ajaran agama dan realitas perilaku 
pemeluknya. Oleh karena itu, diperlukan reorientasi dalam 
pembelajaran agama Islam. Harus ada perubahan paradigma 
pendidikan yang selam ini dikembangkan. Perubahan paradigma yang 
dimaksud adalah mengubah cara belajar dari model warisan menjadi 
cara belajar pemecahan masalah, dari hafalan ke dialog, dari pasif ke 
heuristic, dari strategi menguasai materi sebanyak-banyaknya menjadi 
menguasai metodologi, dari mekanis ke kreatif, dari memandang dan 
menerima ilmu sebagai hasil final yang mapan menjadi memandang 
dan menerima ilmu dalam dimensi proses, dan fungsi pendidikan 
bukan hanya mengasah dan mengembangkan akal, namun mengolah 
dan mengembangkan hati (moral) dan keterampilan. 


Paradigma pendidikan yang ditawarkan oleh UNESCO perlu 
dicermati oleh para pelaku dan pemerhati pendidikan Islam. 
Paradigma yang ditawarkan tersebut adalah proses pendidikan bukan 
hanya mengarahkan dan membimbing peserta didik untuk learning to 
think (berpikir), learning to do (berbuat), learning to be (menjadi) 
saja, namun proses pendidikan juga hendaknya dapat membentuk 
peserta didik untuk learning to live together (hidup bersama) dengan 
orang lain. Tiga paradigma pertama cenderung mengoptimalkan 
peserta didik sebagai individu, baik yang menyangkut ranah kognitif, 
afektif, maupun psikomotorik. Sedangkan paradigma yang keempat 
adalah mengoptimalkan potensi sosial. 


Pendidikan Islam dalam pelaksanaannya paling tidak 


metodologi pengajaran, silabi dan kurikulumnya harus memenuhi tiga 
hal ini, yaitu: 
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1. Membongkar kurikulum yang eksklusif doktriner dengan 
kurikulum yang pluralis yang mampu membebaskan peserta 
didik keluar dari pandangan eksklusif. 

2. Porsi moralitas dan etika universal harus diberikan secara lebih 
proporsional dengan pengajaran ritualitas-formalis. 

3. Peserta didik perlu diberi wawasan yang cukup mengenai 
agama-agama lain, karena ketidakmengertian terhadap hal 
tersebut seringkali menimbulkan asumsi miring bahkan negatif 
terhadap agama lain. 


Dari segi metode pengajaran, hendaknya hubungan guru dan 
murid bersifat dialogis-komunikatif. Guru tidak dipandang sebagai 
satu-satunya sumber belajar, murid bukan sebagai objek pengajaran. 
Namun guru dan murid sama-sama sebagai subjek belajar sehingga 
suasana di kelas akan dinamis dan hidup. Dalam hal ini pendidikan 
bisa dimaknai sebagai pemberdayaan manusia agar mandiri dan 
kreatif. 


Reorientasi pelaksanaan pendidikan Islam diharapkan dapat 
menghasilkan output yang memiliki kesalehan individual juga 
kesalehan sosial sebagai modal utama dalam menghadapi kehidupan 
yang sangat kompleks dengan kondisi masyarakat yang multikultural 
dan multi religius. Terbentuknya anak didik yang memiliki cakrawala 
pandang yang luas, menghargai perbedaan, penuh toleransi, memiliki 
sikap simpatik, respek, apresiasi dan empati terhadap penganut agama 
dan budaya yang berbeda serta jauh dari sikap stereotip, egoistik, 
individualistik, dan eksklusif akan menciptakan suasana masyarakat 
yang bermoral, toleran, damai, dan harmonis. Wallahu A 'lam. 
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Industrialisasi Pendidikan: 
Fenomena Sekolah 
Unggulan dan Sekolah 
Mahal 


Bagian 1: Sekolah Unggulan 


Pada umumnya sekolah berkualitas dikategorikan oleh 
masyarakat sebagai sekolah “favorit” atau “unggulan”, biasanya 
masyarakat mengkategorikan sekolah “favorit” berstatus pada 
“negeri” tapi, belakangan ini kategori “favorit atau unggulan” tidak 
lagi dimonopoli oleh sekolah negeri. Tapi lembaga swasta juga 
menawarkan kepada masyarakat tentang sekolah unggulan swasta 
yang diposisikan sebagai sekolah berstandar internasional. Karena 
keunggulan merupakan barang langka, maka sesuai dengan hukum 
ekonomi, produk yang memiliki keunggulan identik dengan mahal. 
Maka dari sudut itulah sekolah unggulan dikategorikan sekolah “orang 
kaya” (Sa'roni, 2010:27). 


Di samping sekolah unggul tersebut, konon calon siswa harus 
memiliki kualifikasi tingkat kecerdasan dan orang tua harus rela 
mengeluarkan biaya mahal bagi putra-putrinya untuk disekolahkan 
pada sekolah unggulan. Tetapi bagi orang tua yang tidak mampu 
menyekolahkan putra putrinya di sekolah tersebut hanya bisa 
bermimpi. Padahal di UUD 1945 telah mengamanatkan bahwa “setiap 
warga Negara berhak untuk mendapatkan pendidikan yang layak”. 
Kalau kita merujuk pada amanat UUD tersebut, maka Negara 
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berkewajiban untuk menyediakan pendidikan dan memposisikan 
pendidikan layaknya barang publik. 


Tetapi dalam kenyataannya, pendidikan itu sebenarnya masih 
menjadi barang privat. Sebagai barang privat maka kepemilikan dan 
kesempatan untuk mengenyam pendidikan akan sepenuhnya di 
tentukan oleh berlakunya hukum ekonomi. “siapa yang memiliki daya 
beli dialah yang kelak akan mendapatkan fasilitas pendidikan”. 
Institusi pendidikan kemudian juga akan menyelenggarakan praktek 
pendidikan dengan menganut hukum ekonomi tersebut. 


Atas dasar itulah kini kita menyaksikan fenomena sekolah 
“unggulan” atau “favorit” baik berstatus “negeri atau swasta” yang 
menjadi sekolah “mahal”. Maka untuk bisa masuk pada sekolah 
unggulan siswa tidak cukup bermodalkan kemampuan akademik yang 
di atas rata-rata, tetapi juga harus didukung oleh kemampuan ekonomi 
yang juga harus di atas rata-rata. Bila kekhawatiran sebagaimana di 
ungkapkan di atas benar adanya. Maka tanpa disadari bahwa 
pendidikan yang sebenarnya diharapkan akan bisa menjadi “gerbong 
perubahan” sosial masyarakat, tetapi telah membelah masyarakat 
menjadi 2 kelompok: 


1. Kelompok masyarakat yang memiliki kemampuan ekonomi, 
sehingga mampu membeli pendidikan yang berkualitas, dan 

2. Kelompok masyarakat berkemampuan ekonomi lemah yang 
mampu membeli pendidikan ala kadarnya (Sa'roni, 2010:190). 


Dengan demikian terhadap adanya lembaga pendidikan 
unggulan yang menarik biaya mahal. Kita lebih melihat hal itu sebagai 
cerminan dari “ketidaktahanan”. Penyelenggara pendidikan unggulan 
untuk menunggu janji Negara dalam mengadakan pendidikan yang 
layak. Dalam hal ini penyelenggara pendidikan untuk menghadirkan 
pendidikan yang berkualitas, yang kemudian konsekuensinya memang 
harus menarik biaya mahal kepada para orang tua siswa. Ini adalah 
pilihan terbaik, karena janji Negara untuk menyediakan anggaran 
pendidikan 2090 dari APBN pun ternyata juga tidak terwujud. 
Dikhawatirkan di negeri ini tidak ada pendidikan unggulan yang 
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berkualitas, jangan-jangan masyarakat golongan mampu akan ramai- 
ramai menyekolahkan anaknya ke negeri tetangga. Kalau ini yang 
terjadi, betapa ironisnya negeri surga yang kaya sumber alam ini 
ternyata tidak mampu menyediakan pendidikan yang berkualitas bagi 
warganya (Darmaningtyas, 2005:325-339). 


A. Konseptualisasi Sekolah Unggulan 


Dalam konsep sekolah unggul yang saat ini diterapkan, untuk 
menciptakan prestasi siswa yang tinggi, harus di rancang kurikulum 
yang baik yang diajarkan oleh guru berkualitas tinggi. Padahal, 
sekolah unggulan yang sebenarnya keunggulan akan dapat dicapai 
apabila seluruh sumber daya sekolah dimanfaatkan secara optimal. 
Menurut Suyanto, program kelas unggulan di Indonesia secara 
pedagogis menyesatkan, bahkan ada yang telah memasuki wilayah 
malpraktek dan akan merugikan pendidikan dalam jangka panjang. 
Kelas-kelas ungulan diciptakan dengan cara mengelompokkan siswa 
menurut kemampuan akademisnya tanpa didasari filosofi yang benar 
(Mohrman, 1994:81). 


Beberapa pakar pendidikan memunculkan konsep sekolah 
unggulan sebagai berikut: 


1. Sekolah unggulan menerima dan menyeleksi secara ketat siswa 
yang masuk dengan kriteria memiliki prestasi akademik yang 
tinggi, meskipun PBM sekolah unggulan tidak luar bisa bahkan 
cenderung ortodok. Namun di pastikan karena memilih input 
yang unggul dan ourput yang di hasilkan juga unggul. 

2. Sekolah unggulan menawarkan fasilitas yang serba mewah yang 
di tebus SPP yang sangat tinggi. 

3. Sekolah unggulan menekankan pada ikim belajar yang positif di 
lingkungan sekolah menerima dan mampu memproses siswa 
yang masuk sekolah tersebut (input) dengan prestasi rendah 
menjadi lulusan (output) yang bermutu. 

4. Sekolah unggulan harus meningkatkan nilai tambah (added 
value), yaitu bagaimana meningkatkan nilai tambah dalam 
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rangka meningkatkan nilai produktivitas nasional, pertumbuhan 
dan pemerataan ekonomi. Sebagaimana upaya untuk 
memelihara dan meningkatkan pembangunan berkelanjutan. 

5. Tantangan untuk melakukan pengkajian secara komprehensif 
dan mendalam terhadap terjadinya transformasi struktur 
masyarakat. Dari masyarakat agraris ke masyarakat modern 
menuju ke masyarkat industri yang menguasai teknologi dan 
informasi yang implikasinya pada tuntutan dan pengembangan 
SDM. 

6. Tantangan dalam persaingan global yang semakin ketat. 

7. Munculnya kolonisme baru di bidang IPTEK dan ekonomi. 
Dengan demikian secara definitif sekolah unggul merupakan 
alternatif dalam pendidikan yang menekankan kepada 
kemandirian dan kreatif yang memfokuskan pada perbaikan 
proses pendidikan. 


Sekolah unggul menggunakan strategi peningkatan budaya 
mutu, pengembangan kesempatan belajar, memelihara kendali mutu, 
penggunaan kekuasaan pengetahuan dan informasi. 


Pada prinsipnya sekolah unggul adalah sebagai satuan 
pendidikan tidak akan menjadi unggul sendiri. Keunggulan sekolah 
tumbuh dan berkembang dari waktu ke waktu bilamana didukung oleh 
manajemen yang berwawasan keunggulan. Di sisi kepala sekolah 
selaku manajer pendidikan bersana stakeholders lainnya berusaha 
mewujudkan gagasan, ide, pemikiran dalam bentuk perilaku dan sikap 
manajerial yang terbaik untuk melakukan sesuatu secara konsisten dan 
berdisiplin dalam rangka merubah “status guo” agar sekolah menjadi 
semakin unggul. 


Secara konseptual sekolah unggul dibagi menjadi 2 bagian 
antara lain: 


1. Sekolah unggulan parsial versus sekolah unggulan total. 
Sekolah unggulan pada komponen tertentu, misalnya mengacu 
pada lulusan dengan nilai UAN dan melalui pembelajaran yang 
baik. 
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2. Sekolah unggulan hakiki versus sekolah unggulan assesori. 
Dalam keunggulan tersebut dinamakan dengan perspektif 
teoritik keunggulan multidimensional. Sekolah unggulan pada 
semua komponen atau aspek yang mengacu pada lulusan nilai 
UAN. 


B. Karakteristik dan Ciri-ciri Sekolah Unggulan 


Sebagai tolak ukur keunggulan sebuah institusi pendidikan 
menurut Diknas/Depag sebagai intitusi pemerintah yang bertanggung 
jawab dalam bidang pendidikan terletak pada dimensi: 


1. Kepemimpinan kepala sekolah yang professional. 
Kepala sekolah seharusnya memiliki kemampuan pemahaman 
yang menonjol. Dari beberapa penelitian tidak di dapati. 
Sekolah unggulan yang maju namun dengan kepala sekolah 
yang bermutu rendah , maka kepala sekolah mempunyai peran 
yang efektif dan professional agar mampu mengangkat nama 
sekolah dan mampu memperbaiki prestasi akademik. 


2. Guru tangguh dan professional 
Para guru merupakan ujung tombak kegiatan sekolah karena 
berhadapan langsung dengan siswa. Guru yang professional 
mampu mewujudkan harapan orang tua dan kepala sekolah 
dalam kegiatan sehari-hari di dalam kelas. 


3. Memiliki tujuan pencapaian filosofis yang jelas. 
Tujuan filosofis diwujudkan dalam bentuk visi dan misi seluruh 
kegiatan sekolah, tidak hanya itu, visi dan misi dapat dicerna 
dan dilaksanakan secara bersama oleh setiap elemen sekolah. 


4. Lingkungan yang kondusif untuk pembelajaran. 
Lingkungan yang kondusif bukanlah hanya ruang kelas dengan 
berbagai fasilitas mewah, lingkungan tersebut bisa berada di 
tengah sawh , di bawah pohon atau di dalam gerbang kereta api. 
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10. 


Lingkungan yang dapat memberikan dimensi pemahaman 
secara menyeluruh bagi siswa. 


Jaringan organisasi yang baik. 

Organisasi yang baik dan solid baik itu organisasi guru, orang 
tua akan menambah wawasan dan kemampuan tiap anggotanya 
untuk belajar dan terus berkembang serta perlu dialog antara 
organisasi tersebut. Contoh: forum orang tua murid dengan 
forum guru dalam menjelaskan harapan dari guru dan 
kenyataannya dialami guru di kelas. 


Kurikulum yang jelas. 


Evaluasi belajar yang baik berdasarkan acuan patokan untuk 
mengetahui apakah tujuan pembelajaran dari kurikulum sudah 
tercapai. 


Partisipasi orang tua murid yang aktif dalam kegiatan sekolah 
unggulan di manapun selalu melibatkan arang tua dalam 
kegiatan kontribusi yang paling minimal sekali adalah 
memberikan pengawasan secara sukarela kepada siswa pada 
saat istirahat. Pada proses yang intensif, orang tua dilibatkan 
dalam penyusunan kurikulum sekolah sehingga orang tua 
memiliki tanggung jawab yang sama di rumah dalam 
mendidikan anak sesuai pada tujuan yang telah di rumuskan 
sehingga orang tua memiliki ronasasi antara pola pendidikan di 
sekolah dengan pola di rumah. Pada akhirnya sekolah unggulan 
adalah program bersama seluruh masyarakat yang tidak hanya 
dibebaskan kepada pemerintah sekolah dan orang tua secara 
perorangan. Namun menjadi yang bersama dalam peningkatan 
SDM Indonesia. 


Rentang waktu belajar yang lebih baik panjang. 
Proses belajar mengajar yang berkualitas dan hasilnya dapat di 


pertanggung jawabkan (Drost, 1998:213). 
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Adapun ciri-ciri sekolah unggulan: 


Fasilitas sekolah unggulan harus lengkap dan mempunyai 
standar internasional. 

Semua peraturan sekolah jelas dan ditaati oleh semua orang di 
lingkungan sekolah. 

Semua pengajaran di sekolah mempunyai sertifikat dan lisensi 
yang sah dan berpengalaman dalam mengajar. 

Kebersihan dan kesehatan di sekolah selalu terjaga, baik 
sekolah itu sendiri/fasilitas lain seperti kantin, perpustakaan, 
labortorium dan lain sebagainya. 

Rata-rata lulusan/alumni sekolah unggul mendapat nilai yang 
baik juga menjadi orang sukses. 

Biasanya terdapat berbagai piala/penghargaan baik dari segi 
pembelajaran/ekstrakulikuler. 


C. Kelemahan dan Kelebihan Sekolah Unggul 


1. 


a. 


Kelemahannya 


Sekolah unggul kebanyakan menggantungkan legitimasi 
pemerintahan dan bukan inisiatif masyarakat, sehingga 
penetapan sekolah unggulan cenderung bermuatan politis dari 
pada edukatif. Sekolah unggulan di dasarkan pada pengakuan 
masyarakat pemerintah tidak perlu mengucurkan dana besar 
akan tetapi masyarakatlah yang memikirkan biaya. 

Sekolah unggul pada umumnya melayani golongan kaya, 
sementara — golongan miskin masih hidup terpinggirkan. 
Sehingga menyebabkan tertutupnya akses dan kesempatan yang 
sama bagi peserta didik untuk memperoleh pendidikan semua 
jenjang jenis dan tingkatan. 

Profil sekolah unggul dilihat dari karakteristik prestasi berupa 
indeks prestasi tinggi, biaya bayar mahal, tenaga pendidik baik, 
sarana lengkap, dana sekolah besar dan kegiatan belajar 
mengajar yang baik. 
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2. 


Kelebihannya 


Walaupun terdapat beberapa kelemahan dalam sekolahan 


unggulan akan tetapi sekolah unggulan mempunyai kelebihan antara 


lain: 


Sekolah unggulan yang efektif bisa meningkatkan prestasi 
pendidikan Indonesia secara kualitatif dan kuantitatif. 

Prestasi yang dihasilkan individu dapat diperoleh dari 
internasional dan prestasi pendidikan Indonesia secara global. 
Sekolah unggul mampu dalam fasilitas yang unggul dalam 
memenuhi sarana dan prasarana yang mendukung untuk proses 
belajar mengajar optimal (http://www.vilila.com/2010/09). 


D. Tujuan dan Kedudukan Sekolah Unggulan 


Secara khusus sekolah unggulan bertujuan untuk menghasilkan 


output pendidikan nasional yang memiliki keunggulan berikut ini: 


anna 


Keimanan dan ketagwaan kepada Tuhan yang maha Esa. 
Nasionalisme dan patriotism yang tinggi. 

Wawasan IPTEK yang mendalam dan luas. 

Motivasi dan komitmen yang tingggi untuk mencapai prestasi 
dan keunggulan. 


Kedudukan sekolah unggulan dalam SISDIKNAS yaitu: 


Bagian dari sistem pendidikan nasionalisme konsekwensinya 
sekolah harus tunduk pada perundang-undangan yang ada, 
meskipun begitu sekolah unggulan tetap memiliki keleluasan 
sesuai dengan misi dan tujuan serta status pengelolaannya. 
Diprokyesikan untuk menjadi modal dalam peningkatan mutu 
bagi sekolah dan sekitarnya. 
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Landasan Penyelenggaraan sekolah unggulan yang di kelola 


pemerintahan/swasta harus berlandaskan pada perundang-undangan 
dan kebijakan sebagai berikut: 


1. 


2. 


3. 


UU No 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional 
pasal 56 ayat 1 dan 3. 

UU No 17 tahun 2007 tentang rencana pembangunan jangka 
panjang nasional tahun 2005. 

Peraturan pemerintah No 19 tahun 2005 tentang Standar 
Nasional tahun 2005. 

Rancangan strategi Depatemen Pendidikan Nasional tahun 2005 
— 2009. 

Kebijakan Departemen Pendidikan Nasional tahun 2007 tentang 
pedoman penjaminan mutu sekolah atau madrasah bertaraf 
internasional pada jenjang pendidikan dasar dan menengah. 


F. Kurikulum Sekolah Unggulan 


Pada prinsipnya, kurikulum sekolah unggul harus memiliki 


tingkat fleksibilitas yang tinggi dan cukup reprensentatif, esensial, 
multivatensi dan menarik yang tercermin dalam topik bahasan dengan 
kriteria sebagai berikut: 


1. 


Suatu topik dalam kurikulum harus diperlakukan oleh peserta 
didik untuk memperoleh pengetahuan dan keterampilan sebagai 
bekal untuk terjun ke masyarakat untuk kepentingan ke jenjang 
pendidikan yang lebih tinggi. 

Berperan sebagai prosedur dan tumpuan bagi topik-topik lain. 
Mempunyai tingkat keterpakaian (applicability) yang lebih luas 
sehingga mempunyai kemungkinan penggunaan yang lebih 
besar untuk menyesuaikan diri terhadap situasi yang selalu 
berubah dan berkembang. 

Menumbuhkan minat dan daya tarik yang besar untuk 
mempelajarinya baik untuk pengembangan pengetahuan 
dasarnya maupun penggunaannya yang bersifat praktis dalam 
kehidupan peserta didik sehari-hari. 
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Bagian 2: Sekolah Mahal 


A. Fenomena Sekolah Mahal 


Fenomena sulitnya orang-orang miskin mengikuti proses 
pendidikan berkualitas karena ketidakberdayaan saat dihadapkan pada 
keharusan memenuhi kewajiban terkait dengan biaya pendidikan yang 
sangat mahal. Pendidikan yang sangat mahal terjadi ketika hegemoni 
politik dimainkan oleh politikus yang tidak bertanggungjawab, 
sehingga pendidikan nasional menjadi sarat beban. Dalam kehidupan 
beragama mulai dimanipulasi untuk kepentingan politik tertentu. 
Sehingga pendidikan nasional bergeser dari perannya sebagai 
pencerdasan kehidupan bangsa. Beban tersebut baik bersifat 
kuantitatif maupun kualitatif dan mencakup berbagai dimensi. 
(ideologi, politik, ekonomi, sosial, budaya, dan agama) (Sa'roni, 
2010:57). 


Pada masa awal kemerdekaan, persoalan yang muncul dalam 
pendidikan lebih menyangkut soal keterbatasan daya tampung. 
Misalnya jumlah sekolah pada masa awal kemerdekaan juga amat 
sedikit dan jumlah guru yang mengajar pun sedikit dengan kualifikasi 
rendah. Tapi sebenarnya persoalannya tidak hanya itu, melainkan pada 
kekuasannya pemerintah yang amat kuat menjadikan beban ideologi 
dan politik yang dipikul oleh pendidikan nasional itu teramat berat, 
sedangkan proses pencerdasan itu sendiri semakin berkurang. 


Proses pencerdasan itu sendiri berkurang dikarenakan kendala 
masyarakat yang mengeluh dengan biaya sekolah yang sangat mahal. 
Pada dasarnya sekolah itu relatif murah seperti sekolah yang ada di 
luar negeri, tetapi berbalik dengan kondisi yang ada di Indonesia 
bahwa sekolah mahal dikarenakan wahana indoktrinasi ideology, 
dibuat ajang bisnis oleh kalangan kolonialisme, sistem birokrasi, 
domestifikasi, studifikasi, dan diskriminasi . 


Apalagi dengan kebiasaan pemerintah dalam istilah “Ganti 
menteri ganti kebijakan”, menimbulkan pro dan kontra. Misalnya pada 


Isu-isu Pendidikan Kontemporer - 112 


contoh pemberian status sekolah swasta secara birokratis, namun 
dalam prakteknya mengandung ambiguitas. Seluruhnya sangat 
tergantung pada kewenangan birokrasi. Hal berdampak buruk pada 
mekanisme pendidikan yang amburadul seperti sekarang ini. 


B. Penyebab Mahalnya Biaya Pendidikan 


“Pendidikan bermutu itu mahal”. Kalimat ini sering muncul 
untuk menjustifikasi mahalnya biaya yang harus dikeluarkan 
masyarakat untuk mengenyam bangku pendidikan. Mahalnya biaya 
pendidikan dari Taman Kanak-Kanak (TK) hingga Perguruan 
Tinggi (PT) membuat masyarakat miskin tidak memiliki pilihan 
lain kecuali tidak bersekolah. Orang miskin tidak boleh sekolah. 
Untuk masuk TK dan SDN saja saat ini dibutuhkan biaya Rp. 500.000 
sampai Rp 1.000.000. Bahkan ada yang memungut di atas satu juta. 
Masuk SMP/SMA bisa mencapai satu juta sampai lima juta, bahkab 
bisa lebih dari itu. 


Makin mahalnya biaya pendidikan sekarang ini, tidak lepas 
dari kebijakan pemerintah yang menerapkan MBS (Manajemen 
Berbasis Sekolah). MBS di Indonesia pada realitanya lebih 
dimaknai sebagai upaya untuk melakukan mobilisasi dana. Karena 
itu, Komite Sekolah/Dewan Pendidikan yang merupakan organ MBS 
selalu disyaratkan adanya unsur pengusaha. Asumsinya, pengusaha 
memiliki akses atas modal yang lebih luas. Hasilnya, setelah Komite 
Sekolah terbentuk, segala pungutan uang selalu berkedok, "sesuai 
keputusan Komite Sekolah". Namun, pada tingkat implementasinya, ia 
tidak transparan, karena yang dipilih menjadi pengurus dan anggota 
Komite Sekolah adalah orang-orang dekat dengan Kepala Sekolah. 
Akibatnya, Komite Sekolah hanya menjadi legitimator kebijakan 
Kepala Sekolah, dan MBS pun hanya menjadi legitimasi dari 
pelepasan tanggung jawab negara terhadap permasalahan 
pendidikan rakyatnya. 


Kondisi ini akan lebih buruk dengan adanya RUU tentang 
Badan Hukum Pendidikan (RUU BHP). Berubahnya status 
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pendidikan dari milik publik ke bentuk Badan Hukum jelas memiliki 
konsekuensi ekonomis dan politis amat besar. Dengan perubahan 
status itu Pemerintah secara mudah dapat melemparkan tanggung 
jawabnya atas pendidikan warganya kepada pemilik badan hukum 
yang sosoknya tidak jelas. Perguruan Tinggi Negeri pun berubah 
menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN). Munculnya BHMN 
dan MBS adalah beberapa contoh kebijakan pendidikan yang 
kontroversial. BHMN sendiri berdampak pada melambungnya biaya 
pendidikan di beberapa Perguruan Tinggi favorit. 


Privatisasi atau semakin melemahnya peran negara dalam 
sektor pelayanan publik tidak lepas dari tekanan utang dan 
kebijakan untuk memastikan pembayaran utang. Utang luar negeri 
Indonesia sebesar 35-40 persen dari APBN setiap tahunnya 
merupakan faktor pendorong privatisasi pendidikan. Akibatnya, 
sektor yang menyerap pendanaan besar seperti pendidikan menjadi 
korban. 


Rencana Pemerintah memprivatisasi pendidikan dilegitimasi 
melalui sejumlah peraturan, seperti Undang-Undang Sistem 
Pendidikan Nasional, RUU Badan Hukum Pendidikan, Rancangan 
Peraturan Pemerintah (RPP) tentang Pendidikan Dasar dan Menengah, 
dan RPP tentang Wajib Belajar. Penguatan pada privatisasi 
pendidikan itu, misalnya, terlihat dalam UU No. 20/2003 tentang 
Sistem Pendidikan Nasional (Sisdiknas). Dalam Pasal 53 ayat (1) 
disebutkan, penyelenggara dan/atau satuan pendidikan formal yang 
didirikan oleh Pemerintah atau masyarakat berbentuk badan 
hukum pendidikan, dan ayat (3) Badan hukum pendidikan 
sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) berprinsip nirlaba dan dapat 
mengelola dana secara mandiri untuk memajukan satuan pendidikan. 


Seperti halnya perusahaan, sekolah dibebaskan mencari modal 
untuk diinvestasikan dalam operasional pendidikan. Koordinator 
LSM Education Network for Justice (BNJ), Yanti Mukhtar 
(Republika, 10/5/2005) menilai bahwa dengan privatisasi pendidikan 
berarti Pemerintah telah melegitimasi komersialisasi pendidikan 
dengan menyerahkan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan 
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ke pasar. Dengan begitu, nantinya sekolah memiliki otonomi untuk 
menentukan sendiri biaya penyelenggaraan pendidikan. Sekolah 
tentu saja akan mematok biaya setinggi-tingginya untuk meningkatkan 
dan mempertahankan mutu. Akibatnya, akses rakyat yang kurang 
mampu untuk menikmati pendidikan berkualitas akan terbatasi dan 
masyarakat semakin terkotak-kotak berdasarkan status sosial, 
antara yang kaya dan miskin. 


C. Dampak Mahalnya Pendidikan 


Secara umum, dampak dari mahalnya biaya pendidikan adalah: 
1. Lemahnya Sumber Daya Manusia 


Salah satu sektor strategis dalam usaha pengembangan 
Sumber Daya Manusia (SDM) di Indonesia adalah sektor pendidikan. 
Sektor pendidikan ini memberikan peran yang sangat besar dalam 
menentukan kualitas dan standar SDM di Indonesia untuk 
membangun Indonesia yang lebih baik ke depannya. Sebagai salah 
satu entity atau elemen yang terlibat secara langsung dalam dunia 
pendidikan, pelajar merupakan pihak yang paling merasakan seluruh 
dampak dari perubahan yang terjadi pada sektor pendidikan di 
Indonesia. Tak peduli apakah dampak tersebut baik atau buruk. 


Permasalahan yang ikut membawa dampak sangat besar 
pada pelajar adalah permasalahan mengenai mahalnya biaya 
pendidikan di Indonesia. Permasalahan ini dinilai sebagai 
permasalahan klasik yang terus muncul ke permukaan dan belum 
selesai hingga sekarang. Padahal, tingginya biaya pendidikan saat ini 
tidak sesuai dengan mutu atau kualitas serta output pendidikan itu 
sendiri. Kenyataan tersebut dapat dilihat dari masih tingginya 
persentase pengangguran terdidik (Sarjana) yaitu sekitar 1,1 juta orang 
(Data BPS - 2009). Penyebab banyaknya pengangguran terdidik ini 
terlihat beragam dan menjadi semakin ironis jika dilihat dari 
mahalnya seorang pelajar (terdidik) telah membayar uang kuliah atau 
uang sekolah mereka. 
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2. Lemahnya Taraf Ekonomi Masyarakat 


Pendidikan memiliki daya dukung yang representatif atas 
pertumbuhan ekonomi. Tyler mengungkapkan bahwa pendidikan 
dapat meningkatkan produktivitas kerja seseorang, yang kemudian 
akan meningkatkan pendapatannya. Peningkatan pendapatan ini 
berpengaruh pula kepada pendapatan nasional negara yang 
bersangkutan, untuk kemudian akan meningkatkan pendapatan dan 
taraf hidup masyarakat berpendapatan rendah. Sementara itu Jones 
melihat pendidikan sebagai alat untuk menyiapkan tenaga kerja 
terdidik dan terlatih yang sangat dibutuhkan dalam pertumbuhan 
ekonomi suatu negara. 


Jones melihat, bahwa pendidikan memiliki suatu kemampuan 
untuk menyiapkan siswa menjadi tenaga kerja potensial, dan menjadi 
lebih siap latih dalam pekerjaannya yang akan memacu tingkat 
produktivitas tenaga kerja, yang secara langsung akan meningkatakan 
pendapatan nasional. Menurutnya, korelasi antara pendidikan dengan 
pendapatan tampak lebih signifikan di negara yang sedang 
membangun. Sementara itu Vaizey melihat pendidikan menjadi 
sumber utama bakat-bakat terampil dan terlatih. Pendidikan 
memegang peran penting dalam penyediaan tenaga kerja. Ini harus 
menjadi dasar untuk perencanaan pendidikan, karena pranata 
ekonomi membutuhkan tenaga-tenaga terdidik dan terlatih. 


Permasalahan yang dihadapai adalah jarang ada ekuivalensi 
yang kuat antara pekerjaan dan pendidikan yang dibutuhkan yang 
mengakibatkan munculnya pengangguran terdidik dan terlatih. Oleh 
karena itu, pendidikan perlu mengantisipasi kebutuhan. Ia harus 
mampu memprediksi dan mengantisipasi kualifikasi pengetahuan dan 
keterampilan tenaga kerja. Prediksi ketenagakerjaan sebagai dasar 
dalam perencanaan pendidikan harus mengikuti pertumbuhan 
ekonomi yang ada kaitannya dengan kebijaksanaan sosial ekonomi 
dari pemerintah. 
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3. Kurangnya Kesadaran Masyarakat akan Kesehatan 


Semakin tinggi pendidikan seseorang, maka semakin sadar 
akan pentingnya kesehatan. Pada jenjang pendidikan tinggi, peran 
pendidikan sangat sentral dalam menghasilkan output-output yang 
akan berkontribusi untuk mentransformasikan pengetahuan kepada 
masyarakat dalam meningkatkan kesadaran akan pentingnya 
kesehatan bagi kesejahteraan bangsa Indonesia. Untuk mereflesikan 
dan mengimplementasikan manajeman kesehatan yang berkualitas, 
saat ini telah banyak pendidikan-pendidikan tinggi baik universitas 
maupun institusi yang telah membuka program kesehatan seperti 
jurusan kedokteran, manajemen kesehatan, keperawatan, dan 
sebagainya. Dengan adanya program seperti ini diharapkan terlahir 
generasi-generasi baru yang paham dan memiliki kemampuan 
serta kredibilitas dalam menguapayakan penyelenggaraan kesehatan 
bagi masyarakat Indonesia. 


Selain itu, pendidikan tinggi diantaranya universitas 
merupakan pendidikan tertinggi yang bertugas memberikan 
pengabdian kepada masyarakat dalam berbagai bentuk yang 
bermanfaat. Dalam hal ini, jurusan dari berbagai pendidikan 
kesehatan dalam melakukan program pengabdian masyarakat 
seperti pengobatan gratis dan sebagainya yang ditujukan untuk 
memberikan pelayanan kesehatan dalam membantu masyarakat 
yang membutuhkan pemeriksaan kesehatan. 


D. Cara Mengatasi Mahalnya Biaya Pendidikan 


Besar dan kecilnya subsidi pemerintah itulah yang membuat 
mahal atau murahnya biaya pendidikan yang harus dibayarkan 
oleh orang tua atau masyarakat. Kalau kita ingin biaya pendidikan 
tidak mahal maka subsidi pemerintah harus besar. Kecuali Jepang, 
Australia memiliki pengalaman bagus untuk membuat biaya 
pendidikan tidak mahal bagi masyarakat. Dengan mengembangkan 
konsep CBE (Community-Based Education), maka pemerintah 
melibatkan tokoh masyarakat, kaum bisnis, pengusaha, dan kaum 


Isu-isu Pendidikan Kontemporer - 117 


berduit lainnya dalam urusan pendidikan. Mereka diminta membantu 
pemikiran, gagasan, dan dana untuk mengembangkan pendidikan 
baik melalui komite sekolah (school committee), dewan pendidikan 
(board of education), atau secara langsung berhubungan dengan 
pihak sekolah. Banyak hasil yang dipetik dari program ini. 


Secara logika, negara memang harus menanggung pembiayaan 
pendidikan seluruh warganya karena itu bagian dari hak yang harus 
dipenuhi oleh negara. Tapi bila pemerintah selalu berkilah bahwa 
negara tidak punya uang, sementara tidak ada suara rakyat yang 
membantahnya, maka salah satu alternatif yang dapat ditempuh adalah 
menerapkan model subsisi silang, yaitu yang mampu turut memikul 
beban yang tidak mampu, sehingga yang mampu dapat membayar 
lebih, sedangkan yang tidak mampu membayar sedikit atau bahkan 
gratis sama sekali. Jangan dibalik seperti kondisi yang ada sekarang, 
yaitu yang kaya membayar sedikit untuk mendapatkan pelayanan yang 
banyak, sedangkan yang miskin membayar banyak untuk 
mendapatkan pelayanan yang amat sedikit. Kondisi yang tidak adil itu 
terjadi karena yang kaya bersekolah di sekolah negeri yang 9096 
biayanya ditanggung oleh negara, sedangkan yang miskin bersekolah 
di sekolah swasta pinggiran yang 8040 biayanya ditanggung sendiri 
(Darmaningtyas, 2004:192). 


Usaha untuk menjadikan pendidikan tidak mahal untuk 
“dikonsumsi” orang tua dan masyarakat sebenarnya sudah 
dilaksanakan pemerintah Indonesia, baik dengan meningkatkan 
subsidi maupun membangkitkan partisipasi masyarakat. Dalam 
Pasal 49 ayat (1) UU Sisdiknas disebutkan bahwa dana pendidikan 
selain gaji pendidik dan biaya pendidikan kedinasan dialokasikan 
minimal 2096 dari APBN dan APBD. Ketentuan semacam ini juga 
ada dalam Pasal 31 ayat (4) UUD 1945. Sayangnya, pemerintah 
sendiri tidak konsisten dalam menjalankan ketentuan ini. Seandainya 
saja ketentuan UU dan UUD tersebut direalisasikan, maka sebagian 
permasalahan tentang mahalnya biaya pendidikan di Indonesia tentu 
akan teratasi. 
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Usaha kedua yang sudah dicoba oleh pemerintah ialah 
membangkitkan peran serta masyarakat melalui dewan pendidikan di 
tingkat kabupaten/kota dan komite sekolah/madrasah di tingkat 
sekolah. Dalam Pasal 56 ayat (2) dan (3) dijamin eksistensi dan 
perlunya dewan pendidikan dan komite sekolah/madrasah untuk 
membantu sekolah, termasuk mengatasi mahalnya pendidikan bagi 
rakyat banyak. Sekarang hampir di seluruh kabupaten/kota dan 
provinsi sudah dibentuk lembaga yang disebut dewan pendidikan, 
di samping komite sekolah/madrasah yang dibentuk pada banyak 
sekolah. Sayangnya, banyak dewan pendidikan dan komite 
sekolah/madrasah yang tidak dapat menjalankan fungsinya secara 
benar. Celakanya lagi, banyak dewan pendidikan dan komite 
sekolah/madrasah hanya menjadi aksesoris saja. 


E. Landasan Sekolah Mahal 


Landasan yang dipakai pada sekolah mahal ini yaitu: 


1. Sekularisme, yaitu menyebabkan lembaga pendidikan 
kehilangan orientasi untuk menyelenggarakan pendidikan yang 
berkarakter dan berkualitas. 

2. Kapitalisme, dalam pengertian outputnya orang-orang yang tak 
lagi mengindahkan ajaran agama dan tipis akhlagnya. 
Kapitalisme berpandangan bahwa setiap individu adalah 
“arsitek” atas nasibnya sendiri, yang (tentu saja) berarti bahwa 
mereka yang menduduki jabatan tinggi dan memiliki ekayaan 
atau modal besar akan bernasib baik dikarenakan bakat, 
keterampilan, dan keserdasan pribadi (Fink, 2003:63) 

3. Liberalisme, yaitu siswa dalam bertingkah laku bebas tidak 
memperdulikan tatanan yang telah dibuat. 


E. Perbedaan Sekolah Unggul dan Mahal 


1. Secara garis besar sekolah unggul meningkatkan kinerja dan 
menggunakan sumberdaya yang dimiliki secara optimal untuk 
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menumbuhkembangkan prestasi siswa secara menyeluruh, 
mempunyai kurikulum yang baik yang diajarkan oleh guru-guru 
yang berkualitas tinggi dengan melibatkan seluruh personil 
sekolah. 

. Kunci utama sekolah unggul adalah keunggulan dalam 
pelayanan kepada siswa dengan memberikan kesempatan untuk 
mengembangkan potensinya. Sehingga apabila siswa keluar dari 
sekolah tersebut memiliki potensi yang luar biasa. 

. Sarana dan prasarananya lebih berkualitas, lebih lengkap dan 
lebih unggul. 

. Mempunyai prestasi yang baik dan tinggi dalam bidang 
akademis ataupun non akademis. 

. Sekolah mahal tidak menjadi jaminan kalau produknya 
berkualitas. 

. Sarana dan prasarananya lebih berkualitas sekolah unggul. 

. Biaya yang dikeluarkan tidak sebanding dengan sekolah unggul, 
sekolah mahal lebih mengutamakan fasilitas dari pada 
peningkatan kinerja atau potensi siswa bahkan komponen 
sekolah. 

. Sekolah mahal banyak mengontribusi orang kaya. Wallahu 
A'lam. 
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MANAJEMEN 
BERBASIS SEKOLAH 


Reformasi pendidikan, meskipun dikatakan oleh Surakhmad 
(2002) secara psikologis dan politis dirasakan amat terlambat dan 
secara teknis dikatakan terlalu cepat, pada dasarnya merupakan salah 
satu dari “tekad” dan “gebrakan” bangsa Indonesia yang harus tetap 
dijaga untuk melakukan perbaikan kualitas sumber daya manusia 
Indonesia. Berbagai predikat peristiwa dan kasus “negatif” yang telah 
dan sedang dialami bangsa Indonesia, seperti sebutan bangsa yang 
korupsi, akrab dengan kolusi, dan nepotisme dengan segala perangkat 
kata sinonimnya, sebagaiannya adalah karena akibat dari salah urus 
dalam menata pendidikan (Hadiyanto, 2004:40). 


Indonesia merupakan negara majemuk yang memiliki suku 
bangsa, bahasa serta agama yang bervariasi. Hal ini disebabkan karena 
Indonesia merupakan negara yang terdiri dari beberapa pulau besar 
dan ribuan pulau kecil serta didukung oleh faktor ragam suku, ras, 
agama dan budaya. Kebudayaan lokal Indonesia yang sangat beraneka 
ragam menjadi suatu kebanggaan sekaligus tantangan untuk 
mempertahankan serta mewariskan kepada generasi selanjutnya. 
Lebih dari 20 suku terdapat di Indonesia dan lebih dari 100 
kebudayaan ada di Indonesia. School Based Management adalah 
tawaran solusi yang terbaik untuk kelanjutan proses pendidikan di 
Indonesia, terutama untuk perbaikan kualitas sumber daya manusia 
Indonesia. 
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A. Pengertian Manajemen Berbasis Sekolah 


Istilah Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) merupakan 
terjemahan dari “School Based Management”. Istilah ini pertama kali 
muncul di Amerika Serikat ketika masyarakat mulai mempertanyakan 
relevansi pendidikan dengan tuntutan dan perkembangan masyarakat 
setempat. MBS merupakan paradigma baru pendidikan yang 
memberikan otonomi luas pada tingkat sekolah (perlibatan 
masyarakat) dalam kerangka kebijakan pendidikan nasional. 


Dalam berbagai literatur, istilah Manajemen Berbasis Sekolah 
(School Based Management) sangat beragam, seperti Self Managing 
School,  Collaborative School Management, School Based 
Management, atau Community Based Management (Hadiyanto, 
2004:67). Sebagaimana keberagaman istilahnya, konsep MBS juga 
didefinisikan beragam oleh para ahli pendidikan. Misalnya: 


1. Menurut Wohstetter dan Mohrman (1993), MBS berarti 

pendekatan politis untuk mendesain ulang organisasi sekolah 
dengan memberikan kewenangan dan kekuasaan kepada 
partisipan sekolah pada tingkat lokal guna memajukan 
sekolahnya. Partisipan sekolah tak lain adalah kepala sekolah, 
guru, konselor, pengembang kurikulum, administrator, dan 
orang tua siswa. 
MBS merupakan salah satu wujud dari reformasi pendidikan, 
yang menawarkan kepada sekolah untuk menyediakan 
pendidikan yang lebih baik dan memadai bagi para peserta 
didik. Otonomi dalam manajemen merupakan potensi bagi 
sekolah untuk meningkatkan kinerja para staf, menawarkan 
partisipasi langsung ke kelompok-kelompok terkait, dan 
meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap pendidikan. 


2. Mallen, Ogawa, dan Kranz (dalam Abu Dohou, 2002) 
memandang MBS sebagai suatu bentuk desentralisasi yang 
memandang sekolah sebagai suatu unit dasar pengembangan 
dan bergantung pada redistribusi otoritas pengambilan 
keputusan. 


Isu-isu Pendidikan Kontemporer - 122 


Menurut Kubick secara lebih sempit MBS dapat diartikan 
pemberian tanggung jawab dalam pengambilan keputusan dari 
pemerintah daerah kepada sekolah yang menyangkut bidang 
anggaran, personel, dan kurikulum. Oleh karena itu MBS 
memberikan hak kontrol proses pendidikan kepada kepala 
sekolah, guru, siswa dan orang tua. 


Menurut Myers dan Stonehill (dalam Nurkholis, 2003), MBS 
merupakan suatu strategi untuk memperbaiki mutu pendidikan 
melalui pengalihan otoritas pengambilan keputusan dari 
pemerinatah pusat ke daerah dan ke masing-masing sekolah, 
sehingga kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua 
peserta didik mempunyai kontrol yang lebih besar terhadap 
proses pendidikan, dan juga mempunyai tanggung jawab untuk 
mengambil keputusan yang menyangkut pembiayaan, personal, 
dan kurikulum sekolah. 


Dari berbagai istilah dan definisi itu menunjukkan peranan 


sekolah dan orang tua yang lebih besar dalam manajemen sekolah. Hal 
ini ditunjukkan dengan adanya pendelegasian kewenangan dari 
birokrasi sentral ke individu sekolah. Kewenangan yang didelegasikan 
bukan hanya kewenangan dalam melaksanakan suatu tugas, tetapi 
merupakan kewenangan untuk pengambilan keputusan. Pendelegasian 
kewenangan seperti ini merupakan esensi dari pemberdayaan. Dengan 
kewenangan yang demikian, menurut Sutjipto (dalam Hadiyanto, 
2004:68) ada beberapa keuntungan yang dapat diperoleh dari 
pelaksanaan MBS, antara lain: 


1. 


Ds 


3. 


4. 


Memungkinkan personil yang kompeten di sekolah dalam 
mengambil keputusan untuk meningkatkan kualitas belajar 
peserta didik. 

Memberikan hak kepada masyarakat sekolah untuk berperan 
dalam pengambilan keputusan yang penting. 

Menggunakan akuntabilitas dalam setiap pengambilan 
keputusan dan pertanggungjawabannya. 

Mengarahkan dengan tepat sumber daya untuk mencapai tujuan 
sekolah. 
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5. Mendorong kreatifitas untuk — mendesain program 
pengembangan sekolah. 

6. Menyadarkan guru dan orang tua akan perlunya anggaran yang 
realistik dalam keterbatasan biaya program yang bersumber dari 
pemerintah. 

7. Meningkatkan semangat guru serta mematangkan kader 
pemimpin pendidikan pada semua tingkatan. 


B. Sekilas Sejarah Manajemen Berbasis Sekolah 


Sekilas Sejarah MBS Di Amerika Serikat, perjuangan guru 
untuk memperbarui nasibnya dianggap sebagai cikal bakal MBS atau 
desentralisasi pengelolaan sekolah. Perjalanannya sudah berlangsung 
cukup panjang, yaitu dengan dibentuknya Asosiasi Pendidikan 
Nasional (National Education Assosiaction) pada tahun 1857. Pada 
tahun 1857 itu, guru-guru di New York membentuk sebuah asosiasi 
kepentingan bersama dan asosiasi yang sama didirikan di Chicago, 
dipimpin oleh Margarette Halley. Pada tahun 1903 guru-guru 
Philadelpia membentuk Philadelpia Teacher Association. Melalui 
asosiasi inilah guru-guru bangkit untuk meningkatkan martabat 
hidupnya, yang hasilnya antara lain guru-guru memperoleh gaji lebih 
baik. Di Atlanta, guru-guru membentuk Persatuan Guru-guru Sekolah 
Publik Atlanta. Persatuan ini dibentuk untuk menghadapi tekanan dari 
dewan kota. Akhirnya, dewan kota memberikan dana lebih untuk 
pendidikan. Kemudian, guru-guru League, yang dipelopori tokoh 
sosialis, Henry Linville, John Dewey, dan Suffrajist Charlotte Perkink 
Gilman, membentuk sebuah asosiasi yang berbicara lebih dari sekedar 
masalah-masalah ekonomi. Tujuannya memberi pilihan bagi guru 
dalam menentukan kebijakan sekolah untuk memperoleh wakil di 
pentas pendidikan di New York, membantu masalah-masalah sekolah, 
membersihkan politik Amerika Serikat dari penyimpangan keputusan 
dan meningkatkan kebebasan diskusi publik dari masalah-masalah 
pendidikan. Berkaitan langsung dengan prakarsa MBS, di negara maju 
reformasi pendidikan, khususnya reformasi manajemen pendidikan, 
selama lebih dari empat puluh tahun terakhir terus berporos pada 
desentralisasi. Menurut Bailey (1991) di Amerika Serikat misalnya, 
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sejak tahun 1960-an hingga tahun 1990-an, secara prinsip telah 
berjalan "empat generasi" gerakan reformasi manajemen pendidikan. 
Dari "empat generasi" gerakan reformasi tersebut, semuanya menjurus 
kepada desentralisasi hingga sampai kepada istilah disebut School 
Based Management (SBM). Pengindonesiaan SBM adalah Manajemen 
Berbasis Sekolah (MBS). 


Bagaimana dengan perjalanan sejarah MBS di Indonesia? 
Dilihat dari perjalanannya, kebijakan MBS di Indonesia secara relatif 
sungguh-sungguh baru dimulai sejak tahun 1999/2000, yaitu dengan 
peluncuran dana bantuan yang disebut dengan Bantuan Operasional 
Manajemen Mutu (BOMM). Dana bantuan ini disetor langsung ke 
rekening sekolah, tidak melalui alur birokrasi pendidikan di atasnya 
(Dinas Diknas). Memasuki tahun anggaran 2003, dana BOMM itu 
dirubah namanya menjadi Dana Rintisan untuk MPMBS, khususnya 
untuk SLTP. Program ini sejalan dengan implementasi dari Undang- 
Undang No. 22 Tahun 1999 tentang Otonomi Daerah di bidang 
pendidikan dan Undang-Undang No. 25 Tahun 2000 tentang Program 
Pembangunan Nasional. Berangkat dari pengalaman di Amerika 
Serikat, agaknya diperlukan waktu cukup lama bagi manajemen 
sekolah di Indonesia untuk secara sungguh-sungguh dilaksanakan 
secara barbasis pendekatan MBS. 


C. Karakteristik Manajemen Berbasis Sekolah 


Kemunculan karakteristik ideal sekolah pada abad ke-21 seperti 
disajikan berikut ini, tidak secara sendirinya atau alami. Menurut 
Bailey (1991), berdasarkan gerakan reformasi generasi keempat ini 
tersimpullah karakteristik ideal manajemen berbasis sekolah dan 
karakteristik ideal sekolah untuk abad 21 (school for the twenty-first 
characteristic), seperti berikut ini: 


1. Adanya keragaman dalam pola penggajian guru. Istilah 
populernya adalah pendekatan prestasi dalam hal penggajian 
dan pemberian aneka bentuk kesejahteraan material lainnya. 
caranya dapat dilakukan dengan penetapan kebijakan melalui 
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pengiriman langsung gaji guru ke rekening sekolah kemudian 
kepala sekolah mengalokasikan gaji guru itu perbulan sesuai 
dengan prestasinya. 


Otonomi manajemen sekolah. Sekolah menjadi sentral utama 
manajemen pada tingkat strategis dan operasional dalam 
kerangka penyelenggaraan program pendidikan dan 
pembelajaran. Sementara, kebijakan internal lain menjadi 
penyertanya. 


Pemberdayaan guru secara optimal. Dikarenakan sekolah harus 
berkompetisi membangun mutu dan membentuk citra di 
masyarakat, guru-guru harus diberdayakan dan memberdayakan 
diri secara optimal bagi terselenggaranya proses pembelajaran 
yang bermakna. 


Pengelolaan sekolah secara partisipatif. Kepala sekolah harus 
mampu bekerja dengan dan melalui seluruh komunitas sekolah 
agar masing-masingnya dapat menjalankan tugas pokok dan 
fungsi secara baik dan terjadi transparansi pengelolaan sekolah. 


Sistem didesentralisasikan. Di bidang penganggaran misalnya, 
pelaksanaan ' MBS mendorong sekolah-sekolah siap 
berkompetisi untuk mendapatkan dana dari masyarakat atau dari 
pemerintah secara kompetitif (block grant) dan mengelola dana 
itu dengan baik. 


Sekolah dengan pilihan atau otonomi sekolah dalam 
menentukan aneka pilihan. Program akademik dan non 
akademik dapat dikreasi oleh sekolah sesuai dengan 
kapasitasnya dan sesuai pula dengan kebutuhan masyarakat 
lokal, nasional atau global. 


Hubungan kemitraan (partnership) antara dunia bisnis dan 
dunia pendidikan. Hubungan kemitraan itu dapat dilakukan 
secara langsung atau melalui Komite Sekolah. Hubungan 
kemitraan ini bukan hanya untuk keperluan pendanaan, 
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melainkan juga untuk kegiatan praktik kerja dan program 
pembinaan dan pengembangan lainnya. 


8. Akses terbuka bagi sekolah untuk tumbuh relatif mandiri. 
Perluasan kewenangan yang diberikan kepada sekolah memberi 
ruang gerak baginya untuk membuat keputusan inovatif dan 
mengkreasi program demi peningkatan mutu sekolah. 


9. Pemasaran sekolah secara kompetitif. Tugas pokok dan fungsi 
sekolah adalah menawarkan produk unggulan atau jasa. Jika 
sekolah sudah mampu membangun citra mutu dan keunggulan, 
lembaga itu akan mampu beradu tawar dengan masyarakat, 
misalnya berkaitan dengan jumlah dana yang akan ditanggung 
oleh penerima jasa layanan (Sudarwan, 2006:105-111). 


D. Alasan dan Tujuan Diterapkannya MBS 


Desentralisasi pengelolaan pendidikan di Indonesia di samping 
diakui sebagai kebijakan politis yang berkait dengan pendidikan, juga 
merupakan kebijakan yang berkait dengan banyak hal. Pagueo dan 
Lammert (2000) menunjuk alasan-alasan desentralisasi 
penyelenggaraan pendidikan yang sangat cocok untuk kondisi 
Indonesia, yaitu karena alasan: 1) pembiayaan pendidikan, 2) 
peningkatan efektifitas dan efisiensi penyelenggaraan pendidikan, 3) 
redistribusi kekuatan politik, 4) peningkatan kualitas pendidikan, dan 
5) peningkatan inovasi dalam rangka pemuasan harapan seluruh warga 
negara (Hadiyanto, 2004:47). 


Menurut Bank Dunia, terdapat beberapa alasan dan tujuan 
diterapkannya MBS antara lain: 


1. Alasan ekonomis seperti dijelaskan oleh King dan Ozler (1998) 
bahwa manajemen lokal dirasakan lebih efektif. Menurut 
mereka, para aktor yang akan paling dirugikan atau paling 
diuntungkan dan yang paling memiliki informasi terbaik tentang 
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apa yang terjadi di sekolah adalah paling baik untuk membuat 
keputusan yang sesuai. 


Alasan politis, MBS sebagai bentuk reformasi dan desentralisasi 
yang mendorong adanya partisipasi demokratis dan kestabilan 
politik. 


Alasan profesional, bahwa tenaga kerja sekolah harus 
berpengalaman dan memiliki keahlian untuk membuat 
keputusan pendidikan yang paling sesuai untuk sekolah 
terutama untuk para siswa. 


Alasan efisiensi administrasi karena pengalokasian sumber daya 
dilakukan oleh sekolah itu sendiri. Sekolah merupakan posisi 
terbaik untuk mengalokasikan sumber daya secara efisien dalam 
memenuhi kebutuhan siswa. 


Alasan finansial, karena MBS dapat dijadikan alat untuk 
meningkatkan sumber pendanaan, dengan metode MBS orang 
tua siswa akan lebih memiliki keinginan untuk 
memyumbangkan uang, tenaga, dan sumber daya lain kepada 
sekolah. 


Alasan akuntabilitas sekolah, akan terjadi apabila ada 
keterlibatan aktor-aktor sekolah dalam pemgambilan keputusan 
dan pelaporannya. MBS dapat meningkatkan akuntabilitas 
karena meningkatkan hak bersuara dan peran serta para pihak 
yang pada pengelolaan sekolah tradisional sangat lemah atau 
hampir tidak terdengar. 


Alasan efektifitas sekolah, bagaimana MBS mengarah pada 
peningkatan karakteristik kunci sekolah efektif yang meliputi 
kepemimpinan yang kuat, guru-guru yang terampil dan 
memiliki komitmen, meningkatkan fokus pada pembelajaran, 
dan rasa tanggung jawab terhadap hasil. 
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Tujuan penerapan MBS untuk meningkatkan kualitas 
pendidikan secara umum baik itu menyangkut kualitas pembelajaran, 
kualitas kurikulum, kualitas sumber daya manusia baik guru maupun 
tenaga kependidikan lainnya, dan kualitas pelayanan pendidikan 
secara umum. Salah satu keunggulan MBS adalah adanya pengakuan 
kemampuan dan eksistensi sumber daya manusia di sekolah. 
Pengakuan tersebut dapat meningkatkan moralitas sumber daya 
manusianya sehingga timbullah kepercayaan pada diri mereka. 
Artinya telah terjadi perubahan kebutuhan siswa sebagai bekal untuk 
terjun ke dalam masyarakat luas di masa mendatang dibanding masa 
lalu. 


Para pendukung MBS mengemukakan adanya beberapa 
keuntungan dari penerapan model ini, yaitu akan meningkatkan 
kualitas keputusan tentang pendidikan bila keputusan dibuat oleh 
orang yang paling mengerti tentang sekolah dan siswanya, perubahan 
akan terjadi secara konstan sehingga masing-masing sekolah perlu 
meningkatkan fleksibilitas dan kepekaannya, perubahan yang 
diperintahkan dari atas tidak akan berjalan, dan partisipasi dalam 
pengambilan keputusan akan menghasilkan tingkat komitmen yang 
tinggi, dan MBS akan mendorong terjadinya usaha dan moral yang 
lebih baik di antara para pelakunya. 


Suatu kelompok kerja yang terdiri atas Asosiasi Administrator 
Sekolah Amerika, Asosiasi Nasional Kepala Sekolah Pendidikan 
Dasar, dan Asosiasi Nasional Kepala Sekolah Pendidikan Menengah 
yang mengadakan pertemuan pada tahun 1988 mengidentifikasi 
bahwa penerapan MBS memiliki beberapa keuntungan: Pertama, 
secara formal MBS dapat memahami keahlian dan kemampuan orang- 
orang yang bekerja di sekolah. Kedua, meningkatkan moral guru. 
Moral guru meningkat karena adanya komitmen dan tanggung jawab 
dalam setiap pengambilan keputusan sekolah. Ketiga, keputusan yang 
diambil oleh sekolah memiliki akuntabilitas. Mereka dapat menerima 
konsekuensi atas keputusan yang diambil dan memiliki komitmen 
untuk mencapai tujuan yang ditetapkan bersama. Keempat, 
menyesuaikan sumber keuangan terhadap tujuan instruksional yang 
dikembangkan di sekolah. Kelima, menstimulasi munculnya 


Isu-isu Pendidikan Kontemporer - 129 


pemimpin baru sekolah. Keenam, meningkatkan kualitas, kuantitas 
dan fleksibilitas komunikasi tiap komunitas sekolah dalam rangka 
mencapai kebutuhan sekolah. 


E. Persyaratan Eksistensial Menuju MBS 


Suatu realitas bahwa struktur dan mekanisme kerja 
keorganisasian akan berubah sejalan dengan kebijakan desentralisasi. 
Persoalannya terletak pada sejauh mana perubahan pola manajemen 
itu mampu mengubah sikap mental aparat pelaksana atau birokrat 
pendidikan. Apa yang direformasi bukan semata-mata strukturnya, 
melainkan yang lebih penting adalah dimensi mental pelakunya. 
Tugas-tugas reformatif apa yang perlu dilakukan pada tingkat 
struktural dan sekolah menuju otonomi manajemen sekolah? Jawaban 
atas pertanyaan ini merupakan persyaratan eksistensial menuju MBS. 
Merujuk pada pendapat David dalam Synthesis of Research on School 
Based Management (1989) hal itu akan tercipta ketika terjadi 
pergeseran pada tingkat struktural dalam beberapa hal. 


1. Membangun aliansi yang kuat dengan persatuan guru. PGRI 
harus menjadi organisasi yang kuat. Tekanan-tekanan ke luar 
demi perbaikan nasib guru, kemampuan profesional harus 
tumbuh dalam makna sungguhan. 

2. Mendelegasikan kekuasaan dan kewenangan kepada sekolah 

untuk mendefinisikan tugas-tugas baru, memilih staf, dan 

mengkreasi lingkungan belajar. 

3. Mendorong terciptanya otonomi dalam pembuatan keputusan 

sekolah. Sekolah menjadi sentral kegiatan administratif dan 

akademik kependidikan dan pembelajaran. 

4. Mengkomunikasikan tujuan, menentukan patok sasaran, dan 
mendistribusikan informasi secara akurat. Tujuan dan sasaran 
sekolah harus dikomunikasikan dengan baik kepada komunitas 
sekolah dan masyarakat. 

5. Menciptakan komunikasi yang dinamis antara staf sekolah dan 
pejabat kependidikan. Otonomi sekolah tidak mereduksi 
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13. 


intensitas hubungan kepala sekolah dan guru dengan unit 
instansi diatasnya. 

Memberi peluang kepada sekolah untuk bereksperimen dan 
membuat keputusan beresiko. Komunitas sekolah harus tampil 
dengan sifat dan sikap kewurausahaan untuk membangun 
program baru yang sesuai dengan kebutuhan masyarakat dunia 
luar. 

Memodifikasi keputusan pejabat struktural pendidikan. 
Komunitas sekolah, terutama kepala sekolah dan guru bukanlah 
seorang tukang yang hanya mampu merajut program atas dasar 
juklak dan juknis pejabat di atasnya. 

Memotivasi kepala sekolah untuk melibatkan guru-guru dalam 
aneka pembuatan keputusan. 

Mengembangkan kaidah akuntabilitas bagi staf sekolah. Guru di 
bidang studi atau guru kelas misalnya, merupakan subjek yang 
paling bertanggung jawab dalam upaya mencapai tujuan 
pendidikan dan pembelajaran di kelas dan di luar kelas. 


. Memberikan ruang luas bagi kepala sekolah dan staf untuk 


mengembangkan kemampuan dan keahlian profesionalnya. 


. Memberi peluang kepada kepala sekolah dan staf untuk 


membuat peraturan baru dan mempertanggungjawabkannya. 


. Mengembangkan kaidah-kaidah dimana kantor pusat hanya 


berkedudukan sebagai fasilitator dan koordinator pembaruan 
sekolah, bukan sebatas mengomando dan menyampaikan 
instruksi yang rigid. 

Menggunakan pendekatan prestasi, misalnya dalam bidang 
penggajian. Pendekatan prestasi merupakan instrumen agar guru 
dan kepala sekolah tampil bermutu dan unggul dalam 
berprestasi. Kepala sekolah dan guru-guru yang berprestasi 
selayaknya diberi ganjaran positif, sebaliknya yang bekerja 
dibawah standar prestasi diberi ganjaran negatif atau dirangsang 
untuk bangkit motivasi kerjanya (Mulyasa, 2005:98-102). 
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F. Model MBS Di Indonesia 


Model MBS di Indonesia disebut Manajemen Peningkatan 
Mutu Berbasis Sekolah (MPMBS). MPMBS dapat diartikan sebagai 
model manajemen yang memberikan otonomi lebih besar kepada 
sekolah, fleksibilitas kepada sekolah, dan mendorong partisipasi 
secara langsung warga sekolah dan masyarakat untuk meningkatkan 
mutu sekolah berdasarkan kebijakan pendidikan nasional serta 
peraturan perundang-undangan yang berlaku. 


Otonomi dapat diartikan sebagai kewenangan atau kemandirian, 
yaitu kemandirian dalam mengatur dan mengurus dirinya sendiri dan 
tidak tergantung. Otonomi sekolah adalah kewenangan sekolah untuk 
mengatur dan mengurus kepentingan warga sekolah menurut prakarsa 
sendiri berdasarkan aspirasi warga sekolah sesuai dengan peraturan 
perundang-undangan yang pendidikan nasional yang berlaku. 
Sementara itu, pengambilan keputusan partisipatif adalah suatu cara 
untuk mengambil keputusan melalui penciptaan lingkungan yang 
terbuka dan demokratik di mana warga sekolah didorong untuk 
terlibat secara langsung dalam proses pengambilan keputusan yang 
dapat berkontribusi terhadap pencapaian tujuan sekolah. Dengan 
demikian, sekolah-sekolah akan menjadi sekolah mandiri, yaitu 
sekolah yang memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) Tingkat 
kemandiriannya tinggi bersifat adaptif antisipatif dan proaktif, 2) 
memiliki jiwa kewirausahaan yang tinggi, 3) bertanggung jawab 
terhadap kinerja sekolah, 4) memiliki kontrol yang kuat terhadap input 
manajemen dan sumber dayanya, 5) memiliki kontrol yang kuat 
terhadap kondisi kerja, 6) komitmen yang tinggi pada dirinya, dan 7) 
prestasi merupakan acuan bagi penilaiannya. 


Di Indonesia model MBS difokuskan pada peningkatan mutu, 
tetapi tidak jelas dalam mutu apa. Mutu gurukah, mutu kurikulumkah, 
mutu hasil pengajarankah, mutu proses belajar mengajarkah, mutu 
penilaiankah atau mutu manajemennya? Perspektif mutu ini terlalu 
luas untuk dicakup semua dalam model MBS di Indonesia. Pantaslah 
banyak pelaku pendidikan merasa bingung dalam sasaran MBS di 
Indonesia karena tidak ada fokus garapan. Apabila yang ingin dicapai 
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adalah peningkatan mutu pendidikan, pertanyaan selanjutnya adalah 
mutu dalam makna absolut atau relatif? Juga muncul pertanyaan lain, 
yaitu mutu dilihat dari sudut pandang siapa? Sudut pandangan 
produsen, yaitu sekolahkah, sudut pandang konsumen primer, yaitu 
siswa dan orang tuanya, atau sudut pandang sekunder dan tersier, 
yaitu masyarakat luas dan pemerintah? Hal yang paling mendasar 
yang tidak diungkap dalam target mutu yang ingin dicapai dalam 
model MBS di Indonesia adalah mutu yang seperti apa? Apa 
kriterianya, bagaimana cara mencapainya, kapan harus dicapai, dan 
bagaimana peran sekolah dalam peningkatan mutu pendidikan ini? 
Dengan tidak adanya sasaran dalam peningkatan mutu MBS ini serta 
kepongahan para pejabat pendidikan di pusat ataupun daerah maka 
penerapan MBS di Indonesia masih menghadapi ganjalan besar. 
Padahal, salah satu dasar pokok terlaksananya reformasi adalah 
adanya perubahan struktural secara mendasar dan besar-besaran. Bila 
tidak, maka upaya reformasi pendidikan melalui MBS itu hanya 
merupakan proyek pemborosan. Model MBS di Indonesia tidak 
berasal dari warga masyarakat, tetapi pemerintah. Hal ini bisa 
dimengerti karena setelah 32 tahun Indonesia berada dalam 
cengkeraman otoriter yang membuat warganya masih takut untuk 
mengeluarkan pendapat dan inisiatif. 


G. Model MBS yang Ideal 


Model Lawyer (1986) dengan keterlibatan tinggi dalam 
manajemen di sektor swasta menyangkut empat hal, yaitu kekuasaan, 
informasi, penghargaan, pengetahuan, dan kekuasaan. Informasi 
memungkinkan para individu berpartisipasi dan mempengaruhi 
pengambilan keputusan dengan memahami lingkungan organisasi, 
strategi, sistem kerja, persyaratan kinerja, dan tingkat kinerja. 
Pengetahuan dan keterampilan diperlukan untuk meningkatkan kinerja 
pekerjaan dan konstribusi efektif atas kesuksesan organisasi. 
Kekuasaan diperlukan untuk mempengaruhi proses kerja, praktik 
keorganisasian, kebijakan dan strategi. Penghargaan untuk 
menyatukan kepentingan pribadi karyawan dengan keberhasilan 
organisasi. 
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Secara tradisional empat hal tersebut dikosentrasikan di puncak 
organisasi, namun pada model MBS dilimpahkan ke tingkat paling 
rendah, yaitu sekolah. Kebanyakan orang berpendapat bahwa 
pendesentralisasian MBS hanya pada kekuasaan, dan kurang 
memperhatikan tiga hal lainnya. Model MBS yang lebih terinci 
menggambarkan pertukaran dua arah dalam hal pengetahuan, 
kekuasaan, informasi dan penghargaan. Alur dua arah memberikan 
pengaruh yang saling menguntungkan secara terus-menerus antara 
pemerintah daerah dengan sekolah dan sebaliknya. Model ideal ini 
dimaksudkan untuk menerapkan MBS pada keseluruhan aspek 
pendidikan melalui pendekatan sistem. Yang menjadi pertanyaan 
adalah mungkinkah semua aspek pendidikan diserahkan kepada 
sekolah secara langsung? 


Model ideal yang dikembangkan Slamet P.H. terdiri dari output, 
proses, dan input. Output sekolah diukur dengan kinerja sekolah, yaitu 
pencapaian atau prestasi yang dihasilkan oleh proses kinerja sekolah. 
Kinerja sekolah dapat diukur dari efektifitas sekolah, kualitas, 
produktivitas, efisiensi, inovasi, kualitas kehidupan kerja, dan moral 
kerja. Proses adalah berubahnya sesuatu menjadi sesuatu yang lain. 
Proses sekolah yang dimaksud adalah proses pengambilan keputusan, 
proses pengelolaan kelembagaan, proses pengelolaan program dan 
proses belajar mengajar. Input adalah segala sesuatu yang harus 
tersedia karena dibutuhkan untuk berlangsungnya proses. Sejumlah 
input sekolah adalah visi, misi, tujuan, sasaran, struktur organisasi, 
input manajemen dan input sumber daya (Nurkholis, 2005:78-82). 
Wallahu A'lam. 
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. TOTAL OUALITY 
MANAGEMENT (TOM) 


Perubahan yang pesat di berbagai bidang kehidupan sosial, 
ekonomi, teknologi serta perubahan paradigma pendidikan nasional 
maupun kelembagaan menghendaki institusi pendidikan untuk secara 
kritis melihat kembali peran dan kinerjanya selama ini. Institusi 
pendidikan makin banyak mendapatkan tekanan internal dan eksternal 
untuk meningkatkan daya saing, efektivitas, serta mengoptimalkan 
peluang kerja sama. Tekanan kepentingan stakeholders juga terkait 
dengan masalah pelayanan, akuntabilitas, serta transparansi. Kualitas 
menjadi kepedulian dan mendapat perhatian serius pemerintah 
maupun stakeholders yang terkait dengan pendidikan. Beberapa 
lembaga pendidikan bertindak konkrit dalam upaya perbaikan kualitas 
melalui penerapan secara konsisten total guality management (TOM) 
yang bersifat menyeluruh, sistemik, dan berkelanjutan guna menjawab 
tantangan penyelenggaraan pendidikan berkualitas. Penerapan TOM 
mensyaratkan adanya budaya, komitmen, dan komunikasi yang baik 
dalam suatu institusi. Lembaga yang efektif perlu mengembangkan 
strategi kualitas, karena itu masyarakat pendidikan khususnya tenaga 
pendidik/pengajar, jajaran pengelola dan pimpinan lembaga 
pendidikan harus memiliki konsep dan strategi peningkatan mutu 
pendidikan yang merupakan bagian dari budaya lembaga pendidikan. 
Dengan demikian budaya peningkatan mutu di setiap lembaga 
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pendidikan bukan sekedar verbalisme yang berbau sloganisme, atau 
hanya sekedar “budaya musiman”, namun harus diwujudkan melalui 
suatu proses yang disengaja, direncanakan, diorganisir dan 
dikendalikan oleh TOM. 


A. Sejarah Munculnya Total Ouality Management 
(TOM) 


TOM bermula di AS selama PD II, ketika ahli statistik AS W. 
Edward Deming menolong para insinyur dan teknisi untuk 
menggunakan teori statistik untuk memperbaiki kualitas produksi. 
Setelah perang, teorinya banyak diremehkan oleh perusahaan 
Amerika. Kemudian Deming pergi ke Jepang, dimana dia 
mengajarkan pemimpin bisnis top pada Statistical Ouality Control, 
mengajarkan mereka dapat membangun negaranya jika mengikuti 
nasehatnya. 


TOM muncul sebagai respon pada kesulitan membaurkan 
pendekatan kualitas teknis dengan tenaga kerja yang berkembang 
pesat tidak terlatih atau semi terlatih saat dan setelah PD II. Meskipun 
banyak dari ide tersebut berawal di AS namun sebagian besar 
perusahaan  Jepanglah yang  mengimplementasikannya dan 
memperbaikinya dari 1950-an. Seperti halnya pendekatan kualitas 
teknis, TOM juga menekankan pada pentingnya input, termasuk 
pentingnya motivasi orang dan kemampuannya untuk bekerja dalam 
tim dalam rangka memecahkan persoalan. 


Sebagai tambahan TOM berfokus pada pentingnya proses bisnis 
yang baik terutama satu pola yang mengurangi hambatan dari batasan 
internal dan mengerti kebutuhan detail pelanggan sehingga kebutuhan 
mereka dapat sepenuhnya tercapai. Keperluan-keperluan ini sejauh ini 
mencapai tahap dimana TOM menjadi pemikiran terbaik sebagai 
filosofi manajemen umum daripada pendekatan tertentu untuk 
kualitas. Jadi dapat disimpulkan awal mulanya TOM (Total Ouality 
Management) adalah di dunia bisnis, dan sekarang mulai berkembang 
di dunia pendidikan. 
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B. Pengertian TOM (Total Ouality Management) 


pelanggan. 


1. 


Total Ouality Management (TOM) berasal dari kata "Total" 
yang berarti keseluruhan atau terpadu, "Ouality" yang berarti kualitas, 
dan "Management" yang telah disamakan dengan manajemen dalam 
Bahasa Indonesia yang berarti pengelolaan. 


Dalam pengertian mengenai TOM, penekanan utama adalah 
pada kualitas yang didefinisikan dengan mengerjakan segala sesuatu 
dengan baik sejak awal dengan tujuan untuk memenuhi kepuasan 


Para ahli dalam mendefinisikan TOM terdapat beberapa 
perbedaan diantaranya, yaitu: 


Tobin (1990) mendefinisikan TOM sebagai usaha terintegrasi 
total untuk mendapatkan manfaat kompetitif dengan cara secara 
terus-menerus memperbaiki setiap fase budaya organisasional. 
F.W. Taylor (1856-1915) Seorang insiyur mengembangkan satu 
seri konsep yang merupakan dasar dari pembagian kerja. 
Analisis dengan pendekatan gerak dan waktu untuk pekerjaan. 
Taylor menjelaskan beberapa elemen tentang teori manajemen, 
yaitu sebagai berikut: 


a. 


b. 


Setiap orang harus mempunyai tugas yang jelas dan harus 
diselesaikan dalam satu hari. 

Pekerjaan harus memiliki peralatan yang standar untuk 
menyelesaikan tugas yang menjadi bagiannya. 

Bonus dan intensif wajar diberikan kepada yang berprestasi 
maksimal. 

Pinalti yang merupakan kerugian bagi pekerjaan yang tidak 
mencapai sasaran yang telah ditentukan (personal loss). 
Taylor memisahkan perencanaan dari perbaikan kerja. 
Dengan demikian, dia memisahkan pekerjaan dari 
tanggung jawab untuk memperbaiki kerja. 


3. Witcher (1990) menekankan pada pentingnya aspek-aspek 
TOM menggunakan penjelasan berikut: Total: Menandakan 


Isu-isu Pendidikan Kontemporer - 137 


bahwa setiap orang dalam perusahaan harus dilibatkan (bahkan 
mungkin pelanggan dan para pemasok),  Ouality: 
Mengindikasikan bahwa  keperluan-keperluan pelanggan 
sepenuhnya dipenuhi, dan Management: Menjelaskan bahwa 
eksekutif senior pun harus komit secara penuh. 

4. Feigenbaum (1991) memberikan definisi yang lebih lengkap 
dari TOM: “sistem kualitas total dijelaskan sebagai salah satu 
yang merangkum keseluruhan siklus kepuasan pelanggan dari 
interpretasi keperluannya terutama pada tahap pemesanan, 
melalui pasokan produk atau jasa dari harga ekonominya dan 
pada persepsinya dari produk setelah dia menggunakannya 
sepanjang perioda waktu”. 

5. Definisi TOM menurut BS 4778 adalah: Manajemen Kualitas 
Total (TOM) adalah konsep dan metoda yang memerlukan 
komitmen dan keterlibatan pihak manajemen dan seluruh 
organisasi dalam pengolahan perusahaan untuk memenuhi 
keinginan atau kepuasan pelanggan secara konsisten. Dalam 
TOM tidak hanya pihak manajemen yang bertanggungjawab 
dalam memenuhi keinginan pelanggan, tetapi juga peran secara 
aktif seluruh anggota dalam organisasi untuk memperbaiki 
kualitas produk atau jasa yang dihasilkannya (Bennett and Kerr, 
1996). 


TOM juga dapat diartikan sebagai strategi manajemen yang 
ditujukan untuk menanamkan kesadaran kualitas pada semua proses 
dalam organisasi. Sesuai dengan definisi dari ISO, TOM adalah "suatu 
pendekatan manajemen untuk suatu organisasi yang terpusat pada 
kualitas, berdasarkan partisipasi semua anggotanya dan bertujuan 
untuk kesuksesan jangka panjang melalui kepuasan pelanggan serta 
memberi keuntungan untuk semua anggota dalam organisasi serta 
masyarakat. "Filosofi dasar dari TOM adalah "sebagai efek dari 
kepuasan konsumen, sebuah organisasi dapat mengalami kesuksesan." 


C. Tujuan TOM dalam Pendidikan 


Tujuan utama TOM dalam bidang pendidikan adalah 
meningkatkan mutu pendidikan secara berkelanjutan, terus-menerus, 
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dan terpadu. Serta meorientasi sistem manajemen, perilaku staf, fokus 
organisasi dan proses-proses pengadaan pelayanan sehingga lembaga 
penyedia pelayanan bisa berproduksi lebih baik, pelayanan yang lebih 
efektif yang memenuhi kebutuhan, keinginan dan keperluan 
pelanggan. 


TOM juga merupakan suatu filosofi suatu peningkatan yang 
berkelanjutan, yang dapat dijadikan alat praktis oleh lembaga 
pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan serta harapan 
pelanggan sekarang dan di masa yang akan datang. Dalam kaitan ini, 
seluruh bagian dan sistem lembaga harus saling mendukung dan saling 
melengkapi. Keberhasilan unit-unit tersebut '— mempengaruhi 
keberhasilan organisasi secara keseluruhan. 


D. Prinsip TOM Secara Umum 


Prinsip suatu perusahaan atau organisasi yang berdasarkan 
kualitas, khususnya TOM, yaitu: 


1. Bahwa semua orang yang ada di dalam perusahaan tersebut 
tidak boleh menerima, memproses, dan menyerahkan produk 
cacat kepada pelanggannya. 

2. Di dalam konsep TOM yang dimaksud dengan pelanggan 
adalah bukan hanya yang mengkonsunssi produk akhir, tetapi 
yang menikmati proses selanjutnya yang merupakan output. 
Sehingga pelanggan dalam konsep TOM ada pelanggan 
eksternal, yaitu pelanggan yang mengkonsumsi produk akhir, 
dan pelanggan internal adalah pelanggan yang menikmati 
proses selanjutnya. 


E. Manfaat TOM (Total Ouality Management) 


Manfaat dari penerapan TOM dalam pendidikan, antara lain: 


1. Perbaikan pelayanan. 
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2. Pengurangan biaya dan kepuasan pelanggan. 

3. Perbaikan progresif dalam sistem manajemen dan kualitas 
pelayanan menghasilkan peningkatan kepuasan pelanggan. 

4. Peningkatan keahlian semangat dan rasa percaya diri di 
kalangan personal pendidikan (kepala sekolah, guru dan 
karyawan). 

5. Perbaikan hubungan antara lembaga pendidikan dengan 
pelanggan (siswa dan stakehorders). 

6. Peningkatan akuntabilitas dan peningkatan produktifitas. 


F. Prinsip TOM dalam Pendidikan 


Dalam kerangka manajemen pengembangan mutu terpadu, 
usaha pendidikan tidak lain adalah merupakan usaha “jasa” yang 
memberikan pelayanan kepada pelanggannya, yaitu mereka yang 
belajar dalam lembaga pendidikan tersebut. Mereka yang belajar 
tersebut bisa merupakan mahasiswa/pelajar/murid/peserta belajar yang 
biasa disebut klien/pelanggan primer (primary external customers). 
Mereka inilah yang langsung menerima manfaat layanan pendidikan 
dari lembaga tersebut. Para klien terkait dengan orang yang 
mengirimnya ke lembaga pendidikan, yaitu orang tua atau lembaga 
tempat klien tersebut bekerja, dan mereka ini kita sebut sebagai 
pelanggan sekunder (secondary external customers). Pelanggan 
lainnya yang bersifat tersier adalah lapangan kerja bisa pemerintah 
maupun masyarakat pengguna output pendidikan (tertiary external 
customers). Selain itu, dalam hubungan kelembagaan masih terdapat 
pelanggan lainnya yaitu yang berasal dari interen lembaga, mereka itu 
adalah para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi lembaga 
pendidikan, serta pimpinan lembaga pendidikan (internal customers). 
Walaupun para guru/dosen/tutor dan tenaga administrasi, serta 
pimpinan lembaga pendidikan tersebut terlibat dalam proses 
pelayanan jasa, tetapi mereka termasuk juga pelanggan jika dilihat 
dari hubungan manajemen. Mereka berkepentingan dengan lembaga 
tersebut untuk maju, karena semakin maju dan berkualitas mereka 
diuntungkan, baik secara kebanggaan maupun finansial. 
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Seperti disebut di atas bahwa program peningkatan mutu harus 
berorientasi kepada kebutuhan/harapan pelanggan, maka layanan 
pendidikan suatu lembaga haruslah memperhatikan masing-masing 
pelanggan di atas. Kepuasan dan kebanggaan dari mereka sebagai 
penerima manfaat layanan pendidikan harus menjadi acuan bagi 
program peningkatan mutu layanan pendidikan. 


G. Konsep TOM Dalam Pendidikan 


Keberhasilan penerapan TOM dalam dunia usaha atau industri 
telah dijadikan inspirasi bagi perbaikan kualitas di sektor atau bidang 
lainnya, termasuk bidang pendidikan. Adopsi TOM di sektor industri, 
tidak jauh berbeda dengan apa yang diterapkan di bidang pendidikan. 
TOM masuk dalam bidang pendidikan sekitar tahun 1980 (Supriyanto, 
1999:32). Awal mulanya TOM dilaksanakan di perguruan tinggi, dan 
mulai mengalami perkembangan sekitar tahun 1990 di negara Inggris 
dan Amerika. Menurut Sallis (2006:73), TOM dalam pendidikan 
adalah filosofi tentang perbaikan secara terus-menerus, yang dapat 
memberikan seperangkat alat praktis kepada setiap institusi 
pendidikan dalam memenuhi kebutuhan, keinginan, dan harapan para 
pelanggannya, saat ini dan masa yang akan datang. 


Serupa dengan Sallis, Syafaruddin (2002:36) berpendapat 
bahwa manajemen mutu pendidikan merupakan aplikasi konsep 
manajemen mutu yang disesuaikan dengan sifat dasar sekolah sebagai 
organisasi jasa kemanusiaan (pembinaan potensi pelajar) melalui 
pengembangan pembelajaran berkualitas, agar melahirkan lulusan 
yang sesuai dengan harapan orang tua, masyarakat, dan pelanggan 
pendidikan lainnya. 


Lebih lanjut, Schargel menegaskan bahwa “total guality 
education is a process which involves focusing on meeting and 
exceeding customer expectations, continuous improvement, sharing 
responsibilities with employees, and reducing scrap and rework” 
(Syafaruddin, 2002:36). Mutu terpadu dalam pendidikan dipahami 
sebagai suatu proses yang melibatkan pemusatan pada pencapaian 
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kepuasan harapan pelanggan pendidikan, perbaikan terus-menerus, 
pembagian tanggung jawab dengan para pegawai, dan pengurangan 
pekerjaan tersisa dan pengerjaan kembali (ulang). 


Berdasarkan definisi-definisi di atas dapat dikaji, bahwa TOM 
dalam bidang pendidikan haruslah mengutamakan pemenuhan 
kebutuhan pelanggan pendidikan dengan cara mengadakan perbaikan 
secara berkesinambungan terhadap seluruh aspek spesifik yang ada 
dalam lembaga pendidikan, terutama bidang kurikulum yang terkait 
dengan kegiatan belajar-mengajar bagi siswa, dengan melibatkan 
seluruh unsur pimpinan dan staf yang ada dalam suatu lingkungan 
lembaga pendidikan atau sekolah. 


Hoy, melalui karyanya yang berjudul Improving Ouality In 
Education (Syafaruddin, 2002:47) menyatakan bahwa mutu 
pendidikan adalah suatu evaluasi terhadap proses pendidikan dengan 
harapan tinggi untuk dicapai dan mengembangkan bakat-bakat para 
pelanggan pendidikan dalam proses pendidikan. Mutu adalah hal yang 
esensial sebagai bagian dalam proses pendidikan. Sebagai sebuah 
yang esensial, maka manajemen mutu terpadu dalam pendidikan 
haruslah menempatkan pelanggan dan produk. Oliver berpendapat, 
agar dalam bidang pendidikan tercapai kebutuhan pelanggan hari ini 
dan mendatang, maka diperlukan pengembangan kurikulum secara 
terus-menerus berdasarkan suara hati dari pasar yang diteliti 
(Syafaruddin, 2002:47). Untuk mengembangkan kurikulum secara 
terus-menerus berdasarkan suara hati dari pasar, maka lembaga 
pendidikan (sekolah) wajib melakukan survei tentang apa yang 
dibutuhkan oleh para pelanggan. Pelanggan di sini mengacu pada 
peserta didik, tenaga pendidik atau guru, staf sekolah, serta survei 
kebutuhan pengguna lulusan sekolah. Setelah ini ditemukan, maka 
selanjutnya sekolah dapat menetapkan seperangkat rencana 
pengembangan kurikulum sesuai dengan kebutuhan pasar kepada 
siswa dalam proses belajar-mengajar. 


Model implementasi TOM tersebut dimulai dari tujuan utama 


TOM itu sendiri. Tujuan utama dari TOM yaitu meningkatkan mutu 
pendidikan melalui peningkatan di segala komponen pendidikan 
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secara berkelanjutan dan bertahap. Sedangkan prinsip yang harus 
diperhatikan oleh setiap lembaga pendidikan untuk mencapai tujuan 
tersebut adalah dengan berfokus pada pelanggan pendidikan, 
peningkatan kualitas melalui proses serta melibatkan seluruh tim yang 
ada secara menyeluruh. Agar berhasil, implementasi TOM di bidang 
pendidikan harus juga didukung dengan adanya peningkatan kualitas 
pendidikan secara berkelanjutan, melalui: kepemimpinan, pendidikan, 
dan latihan, dukungan struktur, komunikasi, penghargaan dan 
pengakuan, serta pengukuran. 


Dengan demikian TOM dalam pendidikan berkaitan dengan 
adanya penciptaan budaya kualitas dengan menempatkan pelanggan 
sebagai fokus utama melalui pelibatan seluruh karyawan dan staf 
bidang pendidikan serta perbaikan secara terus-menerus, demi 
tercapainya organisasi pendidikan yang bermutu, yang mampu 
bersaing dan tetap bertahan dalam era perkembangan zaman. 


H. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi 
Implementasi TOM 


I. Leadership 


Kepemimpinan adalah kualitas yang harus dimiliki seorang 
pemimpin dalam kegiatannya mempengaruhi perilaku orang banyak, 
agar mau bekerjasama dalam mencapai sesuatu tujuan. Kepemimpinan 
merupakan salah satu pilar penting dalam TOM, karena organisasi 
tidak ada artinya tanpa kepemimpinan yang memadai. Prinsip-prinsip 
tersebut antara lain bahwa pimpinan lembaga pendidikan hendaknya 
memiliki tekad yang kuat untuk terus-menerus memperbaiki mutu, 
memiliki sikap pelayanan dengan cara membantu orang-orang dalam 
lembaganya. 


2. Recruitment dan Pelatihan 


Staf yang bertugas harus memiliki kompetensi agar dapat 
melaksanakan tugasnya dengan baik. Kualitas sistem memerlukan 
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rincian pemilihan staf, pelatihan, kompetensi dan motivasi serta 
kebijakan untuk pengembangan karir. Pengembangan staf 
memerlukan suatu rencana dari lembaga dan analisa proses, disamping 
sistem monitoring dan evaluasi efektivitas program pelatihan jangka 
panjang dan jangka pendek yang diperlukan dalam program ini. Staf 
yang memperoleh pendidikan secara lebih baik dinilai lebih dapat 
mengambil bagian dalam peningkatan kualitas. 


3. Sistem Reward 


Lembaga perlu untuk merinci kebijakan yang menyangkut 
kesempatan yang sama dan metode serta prosedur yang digunakan 
untuk mencapai tujuan. Kebijakan atas kesempatan yang sama perlu 
juga diiringi dengan sistem reward (imbalan, penghargaan) yang dapat 
menjamin rasa keadilan dan memungkinkan staf merasa “aman” 
berkontribusi secara maksimal untuk lembaga. 


4. Aturan organisasi 


Keberhasilan penerapan TOM dalam lembaga pendidikan lebih 
banyak disebabkan oleh sistem dan prosedur yang diorganisir dan 
didesain secara komprehensif dan terintegrasi dalam suatu ketentuan 
yang disepakati dan dapat dilaksanakan secara konsisten dan terpadu. 


5. Budaya Kerja 


Setiap orang dalam lembaga bekerja sama dalam mendukung 
proses transformasi dalam suasana saling menghargai, saling 
mempercayai, saling pengertian dan saling membantu untuk mencapai 
suatu tujuan. Transformasi budaya kerja merupakan keterpaduan 
berbagai individu dalam peran-peran secara optimal sesuai dengan 
keahlian bidang kerja masing-masing guna mewujudkan sasaran yang 
telah ditetapkan. Wallahu A'lam. 
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KURIKULUM 2013 


Sudah menjadi keniscayaan, bahwa suatu tujuan kependidikan 
yang hendak dicapai harus direncanakan (diprogramkan) dalam apa 
yang disebut “kurikulum”. Sebagus apapun rumusan tujuan jika tidak 
dilengkapi dengan program yang tepat maka tujuan itu tidak akan 
tercapai. Kurikulum itu laksana jalan yang dilalui dalam menuju 
tujuan. Dalam pendidikan, kurikulum merupakan komponen yang 
penting karena merupakan bahan-bahan ilmu pengetahuan yang 
diproses di dalam sistem kependidikan. Ia juga menjadi salah satu 
bagian dari bahan masukan yang mengandung fungsi sebagai alat 
pencapai (input instrumental) pendidikan. Dari kurikulum dapat 
diketahui tentang cita-cita apakah yang hendak diwujudkan oleh 
proses kependidikan itu (Ihsan, 2007:143). Kurikulum dijadikan 
sebagai acuan bagi berjalannya proses pendidikan. Bahkan termasuk 
sebagai acuan bagi evaluasi berhasil atau tidaknya proses 
pembelajaran yang dilakukan guru/sekolah. Oleh karena itu, 
pengembangan kurikulum menjadi sangat penting sejalan dengan 
kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya, dan perubahan 
pada masyarakat. 


Untuk mencapai tujuan mulia dari pembelajaran tersebut, maka 
para pengembang kurikulum terus berbenah dan melakukan evaluasi 
terhadap kurikulum yang diberlakukan. Kurikulum 2013 merupakan 
hasil pengembangan dari Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan 
(KTSP). Kurikulum ini bertujuan tidak lain untuk lebih memperbaiki 
lagi kualitas pendidikan yang ada saat ini. 
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A. Pengertian Kurikulum 2013 


Secara tradisional kurikulum diartikan sebagai mata pelajaran 
yang diajarkan di sekolah. Definisi ini masih menampakkan adanya 
kecenderungan penekanan pada rencana pelajaran untuk 
menyampaikan mata pelajaran (subject matter) kepada anak didik 
yang biasanya berisi kebudayaan (hasil budi daya) masa lampau atau 
sejumlah ilmu pengetahuan. Pengertian kurikulum yang dianggap 
tradisional ini masih banyak dianut sampai sekarang, termasuk di 
Indonesia. 


Saylor dan Alexander (dalam Ahmad, 2005:9) merumuskan 
kurikulum sebagai the total effort of the school situations to going 
about desired outcomes in school and out-of-school situations. 
Definisi ini tidak hanya sekedar meliputi mata pelajaran, tetapi segala 
usaha sekolah untuk mencapai tujuan yang dinginkan. Selain itu, 
kurikulum tidak hanya mengenai situasi di dalam sekolah, tetapi juga 
di luar sekolah. Definisi yang populer ialah the curriculum of a school 
is all the experiences the pupils have under the guidance of the school 
yaitu segala pengalaman anak di sekolah di bawah bimbingan sekolah. 


Hilda Taba (dalam Ihsan, 2007:133) mengemukakan bahwa 
curriculum is a plan for learning, bahwa kegiatan dan pengalaman 
anak di sekolah harus direncanakan agar menjadi kurikulum. Ada pula 
yang berpendirian bahwa kurikulum yang sebenarnya meliputi 
pengalaman yang direncanakan, dan yang tidak direncanakan yang 
disebut hidden curriculum (kurikulum yang tersembunyi) Murid- 
murid mempunyai aturan-aturan sendiri sebagai reaksi terhadap 
kurikulum yang formal, seperti tentang mencontek, membuat 
pekerjaan rumah, menjadi juara kelas, sikap terhadap guru, dan 
sebagainya. 


Undang-Undang RI No. 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pada 
Bab I Pasal 1 ayat 19 mendefinisikan kurikulum adalah “seperangkat 
rencana dan pengaturan mengenai tujuan, isi dan bahan pelajaran serta 
cara yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan kegiatan 
pembelajaran untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu” 
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Hal mendasar dari kurikulum 2013, menurut Mulyoto adalah 
masalah pendekatan pembelajarannya. Selama ini, pendekatan yang 
digunakan adalah materi. Jadi materi diberikan pada anak didik 
sebanyak-banyaknya sehingga mereka menguasai materi itu secara 
maksimal. Bahkan demi penguasaan materi itu, drilling sudah 
diberikan sejak awal, jauh sebelum siswa menghadapi ujian nasional. 
Dalam pembelajaran seperti ini, tujuan pembelajaran yang dicapai 
lebih kepada aspek kognitif dengan menafikan aspek psikomotrik dan 
afektif. 


Kurikulum 2013 adalah kurikulum terbaru yang diluncurkan 
oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mulai tahun 2013 
sebagai bentuk pengembangan dari kurikulum sebelumnya yaitu 
kurikulum 2006 atau Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan yang 
mencangkup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan secara 
terpadu. Hal ini senada dengan apa yag ditegaskan dalam pasal 1 ayat 
29 Undang-Undang No. 20 tahun 2003 bahwa “kurikulum merupakan 
pengaturan mengenai tujuan, isi, dan bahan pelajaran serta cara yang 
digunakan sebagai pedoman penyelenggara kegiatan pembelajaran 
untuk mencapai tujuan pendidikan tertentu”. 


Kurikulum 2013 ini diberlakukan secara bertahap mulai tahun 
ajaran 2013-2014 melalui pelaksanaan terbatas, khususnya bagi 
sekolah-sekolah yang sudah siap melaksanakannya. Pada Tahun 
Ajaran 2013/2014, Kurikulum 2013 dilaksanakan secara terbatas 
untuk Kelas I dan IV Sekolah Dasar/Madrasah Ibtida'iyah (SD/MI), 
Kelas VII Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah 
(SMP/MTs), dan Kelas X Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah 
Kejuruan/Madrasah Aliyah (SMA/SMK/MA/MAK). Pada Tahun 
Ajaran 2015/2016 diharapkan Kurikulum 2013 telah dilaksanakan di 
seluruh kelas I sampai dengan Kelas XII. 


Menjelang implementasi Kurikulum 2013, penyiapan tenaga 
guru dan tenaga kependidikan lainnya sebagai pelaksana kurikulum di 
lapangan perlu dilakukan. Sehubungan dengan itu, Badan 
Pengembangan Sumber Daya Manusia Pendidikan dan Kebudayaan 
dan Penjaminan Mutu Pendidikan (BPSDMPK dan PMP), telah 
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menyiapkan strategi Pelatihan Implementasi Kurikulum 2013 bagi 
guru, kepala sekolah, dan pengawas. 


Pada tahun 2013 pelatihan dilakukan bagi pengawas 
SD/SMP/SMA/SMK, kepala sekolah SD/SMP/SMA/SMK, dan guru 
Kelas I dan IV SD, guru Kelas VII SMP, dan guru Kelas X 
SMA/SMK. Guna menjamin kualitas pelatihan tersebut, maka 
BPSDMPK dan PMP telah menyiapkan 14 Modul Pelatihan 
Implementasi Kurikulum 2013, sesuai dengan kelas, mata pelajaran, 
dan jenjang pendidikan. Modul ini diharapkan dapat membantu semua 
pihak menjalankan tugas dalam Pelatihan Implementasi Kurikulum 
2013. 


Dari sekian banyak unsur sumber daya pendidikan, kurikulum 
merupakan salah satu unsur yang memberikan kontribusi signifikan 
untuk mewujudkan proses berkembangnya potensi peserta didik. Jadi 
tidak dapat disangkal lagi bahwa kurikulum yang dikembangkan 
dengan berbasis pada kompetensi, sangat diperlukan sebagai 
instrumen untuk mengarahkan peserta didik menjadi: 


1. Manusia berkualitas yang mampu dan proaktif menjawab 
tantangan zaman yang selalu berubah. 

2. Manusia terdidik yang beriman dan bertagwa kepada Allah 
Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, 
mandiri, dan 

3. Warga negara yang demokratis dan bertanggung jawab. 


Kurikulum 2013 merupakan langkah lanjutan dari 
Pengembangan Kurikulum Berbasis Kompetensi yang dirintis pada 
tahun 2004 dan Kurikulum Tingakat Satuan Pendidikan (KTSP). 
Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan memberikan otonomi penuh 
kepada lembaga sekolah itu sendiri untuk mengembangkan 
kurikulumnya sesuai kemampuan dan kesanggupan masing-masing. 
Sedangkan kurikulum 2013 mencoba kembali pada masa 
pemerintahan Orde Baru, yaitu kurikulum dikendalikan oleh 
pemerintah atau bersentral pada pemerintah. Jadi, guru tidak 
disibukkan lagi dengan tugas harus membuat silabus dan RPP, karena 
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guru harus lebih berfokus pada bagaimana proses pembelajaran dan 
transformasi ilmu bisa maksimal. 


Implementasi kurikulum 2013 berbasis kompetensi dan karakter 
harus melibatkan semua komponen (stakeholders), — termasuk 
komponen-komponen sistem pendidikan itu sendiri. Pendidikan 
karakter dalam kurikulum 2013 diharapkan dapat meningkatkan mutu 
proses dan hasil pendidikan yang mengarah pada pembentukan budi 
pekerti dan akhlak mulia peserta didik secara utuh dan seimbang, 
sesuai dengan standart kompetensi pada setiap jenjang pendidikan. 


Karakter adalah gambaran tingkah laku yang dimiliki oleh 
seseorang yang mencerminkan nilai-nilai kehidupan dan melekat pada 
diri seseorang. Orang yang berkarakter memeilki berbagai dimensi 
misalnya, dimensi sosial, fisik, emosi, dan akademik. Jika disejajarkan 
dengan ranah Bloom, berarti manusia berkarakter memiliki ranah 
kognisi, afeksi, dan psikomotorik yang baik, ditambah dengan emosi, 
spiritual, ketahanan menghadapi masalah dan sosial. 


Dengan demikian, perpaduan dua basis antara kompetensi dan 
karakter dalam kurikulum ini diharapkan siswa dapat meningkatkan 
dan menggunakan pengetahuannya, mengkaji, dan 
menginternalisasi serta mempersonalisasi nilai-nilai karakter dan 
akhlak mulia sehingga terwujud dalam kehidupan sehari-hari. 
Pendidikan karakter dalam kurikulum 2013 bukan hanya tanggung 
jawab sekolah semata, tetapi merupakan tanggung jawab semua pihak. 
Untuk mengefektifkan program pendidikan karakter dan 
meningkatkan kompetensi dalam kurikulum 2013 diperlukan 
koordinasi, komunikasi dan jalinan kerja antara sekolah, orang tua, 
dan pemerintah dalam semua sisi. 


B. Pengembangan Kurikulum 2013 


Pengembangan kurikulum didasarkan pada prinsip-prinsip 
berikut: 
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Kurikulum bukan hanya merupakan sekumpulan daftar mata 
pelajaran karena mata pelajaran hanya merupakan sumber 
materi pembelajaran untuk mencapai kompetensi. Atas dasar 
prinsip tersebut maka kurikulum sebagai rencana adalah 
rancangan untuk konten pendidikan yang harus dimiliki oleh 
seluruh peserta didik setelah menyelesaikan pendidikannya di 
satu satuan atau jenjang pendidikan, kurikulum sebagai proses 
adalah totalitas pengalaman belajar peserta didik di satu satuan 
atau jenjang pendidikan untuk menguasai konten pendidikan 
yang dirancang dalam rencana, dan hasil belajar adalah perilaku 
peserta didik secara keseluruhan dalam menerapkan 
perolehannya di masyarakat. 


Kurikulum didasarkan pada standar kompetensi lulusan yang 
ditetapkan untuk satu satuan pendidikan, jenjang pendidikan, 
dan program pendidikan. Sesuai dengan kebijakan Pemerintah 
mengenai Wajib Belajar 12 Tahun maka Standar Kompetensi 
Lulusan yang menjadi dasar pengembangan kurikulum adalah 
kemampuan yang harus dimiliki peserta didik setelah mengikuti 
proses pendidikan selama 12 tahun. Selain itu sesuai dengan 
fungsi dan tujuan jenjang pendidikan dasar dan pendidikan 
menengah serta fungsi dan tujuan dari masing-masing satuan 
pendidikan pada setiap jenjang pendidikan maka pengembangan 
kurikulum didasarkan pula atas Standar Kompetensi Lulusan 
pendidikan dasar dan pendidikan menengah serta Standar 
Kompetensi satuan pendidikan. 


Kurikulum didasarkan pada model kurikulum berbasis 
kompetensi. Model kurikulum berbasis kompetensi ditandai 
oleh pengembangan kompetensi berupa sikap, pengetahuan, 
keterampilan berpikir, keterampilan psikomotorik yang dikemas 
dalam berbagai mata pelajaran. Kompetensi yang termasuk 
pengetahuan dikemas secara khusus dalam satu mata pelajaran. 
Kompetensi yang termasuk sikap dan keterampilan dikemas 
dalam setiap mata pelajaran dan bersifat lintas mata pelajaran, 
diorganisasikan dengan memperhatikan prinsip penguatan 
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(organisasi horizontal) dan keberlanjutan (organisasi vertikal) 
sehingga memenuhi prinsip akumulasi dalam pembelajaran. 


C. Proses Pembelajaran Kurikulum 2013 


Proses pembelajaran Kurikulum 2013 terdiri atas pembelajaran 


intra-kurikuler dan pembelajaran ekstra-kurikuler. 


1. 


Pembelajaran intra kurikuler adalah proses pembelajaran yang 
berkenaan dengan mata pelajaran dalam struktur kurikulum dan 
dilakukan di kelas, sekolah, dan masyarakat. 

Pembelajaran didasarkan pada prinsip berikut : 


a. Proses pembelajaran intra-kurikuler. Proses pembelajaran 
di SD/MI berdasarkan tema sedangkan di SMP/MTS, 
SMA/MA, dan SMK/MAK berdasarkan Rencana 
Pelaksanaan Pembelajaran yang dikembangkan guru. 

b. Proses pembelajaran didasarkan atas prinsip pembelajaran 
siswa aktif untuk menguasai Kompetensi Dasar dan 
Kompetensi Inti pada tingkat yang memuaskan 
(excepted). 


Pembelajaran ekstra-kurikuler 

Pembelajaran ekstra-kurikuler adalah kegiatan yang dilakukan 
untuk aktivitas yang dirancang sebagai kegiatan di luar kegiatan 
pembelajaran terjadwal secara rutin setiap minggu. Kegiatan 
ekstra-kurikuler terdiri atas kegiatan wajib dan pilihan. Pramuka 
adalah kegiatan ekstra-kurikuler wajib. 


Kegiatan ekstra-kurikuler adalah bagian yang tidak terpisahkan 
dalam kurikulum. Kegiatan ekstra-kurikulum berfungsi untuk: 
a. Mengembangkan minat peserta didik terhadap kegiatan 
tertentu yang tidak dapat dilaksanakan melalui 
pembelajaran kelas biasa, 


Isu-isu Pendidikan Kontemporer - 151 


b. Mengembangkan kemampuan yang terutama berfokus 
pada kepemimpinan, hubungan sosial dan kemanusiaan, 
serta berbagai keterampilan hidup. 


Kegiatan ekstra-kurikuler dilakukan di lingkungan: 


a. Sekolah 
b. Masyarakat 
c. Alam 


Kegiatan ekstra-kurikuler wajib dinilai yang hasilnya digunakan 
sebagai unsur pendukung kegiatan intra-kurikuler. Wallahu A'lam. 
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CATATAN-CATATAN 
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KONTEMPORER 


Pendidikan mengemban tugas untuk 
menghasilkan generasi yang baik, manusia- 
manusia yang lebih  berkebudayaan, 
manusia sebagai individu yang memiliki 
kepribadian yang lebih baik. Nilai-nilai 
yang hidup dan berkembang di suatu 
masyarakat atau negara, Tujuan pendidikan 
adalah untuk mencapai suatu kehidupan 
yang lebih baik. Karena itu pendidikan 
senantiasa menjadi topik menarik untuk 
diperbincangkan, terutama terkait dengan 
penyiapan generasi bangsa, agama, dan 
negara. 


Isu-isu pendidikan 
Akuntabilitas, good 
kesetaraan gender, 
pendidikan, — pendidikan — Multikultural, 
otonomi pendidikan, Total Ouality 
Management in education, dan lain-lain 
dalam pendidikan adalah bukti betapa 
pendidikan masih menjadi isu menarik di 
tengah masyarakat. 


mengenai: 
governmance, 
industrialisasi 


Semoga bermanfaat. Amin." 


Penerbit 
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